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ABSTRAK

Nama :  Anastasia Rahayu Tri Wulandari
Program Studi: MPKP
Judul . Efisiensi Relatif Kineria Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

Kanwil DIP Jakarta Khusus Pasca Modemisasi Administrasi
Perpajakan dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis

Penelitian ini dilskukan antara lain untuk mengetahul efisiensi relatif
antarg KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta
Khusus {dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagal pembanding) dengan
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

Analisis dibagt ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek
penelitian terdiri dard 13 KPP) dan skenario 2 {objek penelitian terdiri dari hanya
12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-fiap skenario, yaitu:
semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan
semester 2 tahun 2007,

Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode
waktu selanjutnya divji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wileoxon dan uji
Mann Whitney untuk melibat perbedaan antar wakiu dan antar skenario. Hasil
pengujian menunjukkan bashwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario |
maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil
pengukuran dengan menggunakan meiode DEA berdasarkan kedua skenario
tersebut dapat digunakan dalam pengambilankeputusan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisast administrasi perpajakan
pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil
Dari hasil penclitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan
KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya,
dapat meniadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU
KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi
perbaikan sumber daya vang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan
efisiensi dengan menggunakan DEA jupa menghasilkan farget input bagi DMU
yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuvan.

Hasil penelitian ini dapat digunakan scbagai dasar kebijakan dalam bal
manajemen input bagli KPP-KPP di Kanwil DIP Jaya Khusus secara khusnsnya
dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunasn dan
pengawasan input sesusi dengan kebutuhan KPP yang sesungpuhnya. Pengukuran
efisiensi kinerja di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara
terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian
dant pengawasan terhadap kinera Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan
reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

Kata kunci: efisiensi relatif, Data Envelopment Analysis, pajak, kineria,
modermisasi administrasi perpajakan.
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ABSTRAC

Name :  Anastasia Rahayu Tri Wulandan

Study Program . MPKP

Title :  Relative Efficiency of Tax Offices in Special Regional
Office Pasca Tax Administration Reform using Dara
Envelopment Analysis

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices
(LTO) and Medium Tax Qffices (MTQO) in Special Regional Office (and Central
of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario Z;
with four period of time for cach, which are: semester 1 year 2006, semester 2
year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermors, the efficiency scores are examined by Friedman test,
Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period
of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that gither scepario 1
or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making
process because there’s no significant differences in efficiency scores bestween
those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Uirectorate General
of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully
conducied. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN
which are the most efficient KPP relatively 1o the others, can be a reference for
ather KPPs which are relatively mellicient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar
Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each
DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input
target for inefficient IIMUs based on weighis from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to
input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large
Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the
inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax
Office should continously conducted in each homogenous organization level for
controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform
can be achicved as mentioned before,

Key words: relative efficiency, Data Envelopment Analysis, taxes, performance,
tax administration reform.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Rerdasarkan APBN-P 2008 dan APBN-P 2047, penerimazan negara
dari pajak berturut-turut adalah scbesar Rpo09 trilivn (68% dari total
penerimasn negara) dan Rp492 triliun' (71% dari total penerimaan
negara). Berarti, kenaikan kontribusi pajak pada tahun 2008 dars tahun
sebelummnya adalah sebesar Rpl 17 trliun. Mengingat peran penting pajak
bagi penerimaan negara kbususnya dslam APBN, dan perlunya
meningkatkan penerimaan pajak dan tax rafic  di masa mendatang,
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak {DJP) Departemen
Keuangan, merasa perle untuk  memperbahant  kebijakan  dan
mengembangkan sistem administrasi perpajskan yang telah ada saat ini.
Upaya pembaharuan sesunggubnya telzh mulai dilakukan Pemerintah
melahd DIP sejak tahun 1983, yaitu dengan dikeluarkannya serangkaian
undang-undang perp:atj:v:d&(an.2 :

Langkah penting dan terbaru dalam upaya pembabaruan sistem
perpajakan adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan
melalui modemisasi perpajaken yang dimulat pada tabun 20061, Reformasi
administrasi ini mempakan bagian dari rencana kerja dan swrategi jangka
panjang DIP untuk mencapai visi dan misinya.® Selain itu, reformasi
administrasi perpajakan ditujukan untuk menghasilkan penerimaan pajak
tambahan dan meningkatkan kepercayaan waiib pajak dalam hal keadilan
dan integritas adminpistrasi perpajakan di Indonesia.

! Badan Pusat Statistik {BPS).

2 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan Umara dan Tats Cora Perpajakan (KUP), UU
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasitan (PPh), UU Nomor § Tabun (983 wentang
Pajak Periabahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN
dan PPuBM3,

* yisi DIP adalak: “Meniadi model pelayanan masyarakat vang menyelenggarakan sistem dan
manajemen perpalskan kelas dunia, yang dipercaye dan dibanpgakan masyarakat” Misi
1337 (dilihat dari sisi fiskal) adalah: “Menghimpun penerimaan dulam negeri dari sektor
paigk yang mampu menunizng kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-
undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dug efisiensi tinggi.”

i
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Strategi reformasi yang felah dilakukan Gdak hasya berkaitan
dengan  kebijakan perpajakan, melainkan juga  sistem  administrasi
perpajakan Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian penting dari paket
rekomendasi reformasi ekonomi yang diberikan melalui bantuan teknis
International Monetary Fund (M), World Bank (Bank Dunia), dan
badan-badan internasional lainnya, sebagai langkah lanjut dari
penyelesaian krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tzhun 19971
Satu alasan lain vang tidak kalah penting bagi dilakukanhya reformasi
administrasi perpajakan di Indonesia adalah perlunya DIP menghilangkan
image dan memperbaiki cifra sebagal salah satu institusi ferkorup, agar
memperoleh kepercayasn dari para wajib pajak, melalui penerapan dan
pelaksanaan good governance dalam administrasi perpajakannya. Dengan
kata lain, konsep modernisasi administrasi perpajaken itu sendiri pada
dasarnya adalah perubaban pada sistem administrasi perpajakan yang
dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serts tata nilai organisasi
sehinggs dapat menjadikan DJP suaty institusi yang profesional dengan
citra yang baik di masyarakat.®

Program strategi reformasi  administrasi perpajakan  Indomesia
melalui modernisasi dibagi dalam dua tahap, yaitu: jangka pendek dan
jangka menengah. Dalam reformasi administrasi perpajskan jangka
pendek, tujuan reformasi administrasi  perpajakan  adalah  untuk
menghasilkan pendapatan pajak vang signifikan dan menyediakan
landasan bagi reformast yang lebih luas pada tabun-tzhun selanjutnya.

4 Program modernisast merupakan salah sate juwsban atav usahs Pemerintah Indonesta di bidang
perpaiakan dalam mengatast kelerpurikan ckononii akibat keisis moneter, sehingga konsep
rancangan program modernisasi DIP disusun dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Indonesia masih dalam situasi keisis ekononsi, yang menyebabkan twruanya rating negana
dalam mempsroleh utang bary;
2. Kemampuan pembgyaran utang.-uiang negara yang bampir jaluh temps dalam keadasn
kritis;

. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintsh rendah;

Rencana peéningkatan penghasilan schagal salab satu prasyarat sukses modernisusi

diragukan keberhasilanniya;

Bulungan interral DIP yang winim karena komsentrasi terbadep tuntstan  pengamanan

penerimaan;

Isu karopsi secara wivisn tingpi vang mempengaruhi fumbuherya pesimisme masyarakat;

Kapasitas sumnber days manusia DIP diraguka,

Program bam apapon yang dibanpun ditanggani masyarakat dengan skeptis,

* DIPDepartemen Kenangan, 2607: Profil KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DIP di Jakarts

il

L
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Strategi jangka pendek ini Juga scjalan dengan program reformasi ekonomi
Indonesia yang didukunpg cleh bantuan ieknis IMF, Bank Denia
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), dan
badan-badan internasional lainnya. Salah satu rekomendasi yang diberikan
oleh IMF dan iBRD adalah melakukan pengetatan fiskal untuk
mengurangi defisit anggaran dari 3,75% GDP pada tahun 2001 menjadi
2,5% GDP pada tahun 2002,°

Untuk mencapai tojuan ini, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia
mengajukan empat alternatif cara meningkatkan efektifitas administrasi
perpajakan dan memperkuat sistem penerimaan pajak, termasuk:

I. Pendirian Large Tax Office (LTO) ateu Kantor Wilayah Wajib Pajak
Besar (Kanwil WP-Besar} dan Kanfor Pelayanan Pajak Waiib Pajak
Besar (KPP WP-Besar), untuk mepgadministrasikan sejumiah kecil
wajib pajak yang memberikan kKontribust besar pada penerimaan pajak,

2. Pengembangan sistern pembayaran paiak (On-Line Payment Systent),
sistern pelaporan/penyimpanan {(e-SPT), sistemn “rekening pribadi”
wajib pajek dan  sistern pengembalign kelebihan pembayacan
pajak/restitusi; "

3. Pengembangan rencana pemeriksaan npasional untuk  mencapai
cakupan pemeriksaan sebesar 15% dari perusahaan-perusahaan yang
berskala besar dan sedang berdasarkan kriteria seleksi (KS) dan
informasi dan institusi lain/pibak ke tiga, seperti Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DIBCY;

4, Perencanzan pepagihan {unggakan pajak yang a2kan mengurangi
jumiah tunggakan pajak sebesar 23% pada tehun 2002, vang berasal
dari 1 000 penunggak pajak terbesar,

Sernentara itu, dalam reformasi administrasi perpajakan jangke
menengah (tiga sampal lima tshun ke depan), ada tiga sasaran/ tjnan
spesifik yang hendak dicapai oleh DIP, vaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatohan perpajakan yang tingg;

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajskan;

® Rencana Kerjz Stratefik DIP Tabun 2001,
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3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Ketiga tujuan ini dipilih berdasarkan pengkajian yang dilakukan atas
kondist dan keberadaan DIP saat ini, serta prioritas yang hendak dicapai
dalam jangka menegah. Program-program dan kegisfan yang dicanangkan
untuk jangka menengah akan dirancang untuk mendukung ketiga tujuan di
atas sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.’

Ada tiga sirategi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan fax
compliance), yang merupakan tujuan pertama dari reformasi administrasi
perpajakan. Pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang
diharapkan dapat monyadarkan dan meningkatkan kepatohan sukarela
khususnya wajib pajak yang selama ini belum patoh. Misalnya dengan dua
program: program kampanye sadar dan peduli pajak, serta program
pengembangan  pelayanan  perpajakan.  Sivategi  kedsa  adalah
meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak vang relatif sudah patuh,
sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertehankan atan ditingkatkan. Hal ini
dilakukan melalui Progrars Pengembangan Pelayapan Prima dan
Penyederhanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang dimaksudkan
untuk mempermudah wajib pajak (WP} dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan WP dapat dipertahankan
bahkan ditingkatkan. Strategi ketiga adalah dengan cara memerangt
ketidakpatuhan feombating noncompliance} dengan berbagal program dan
kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat kepatuhan WP yang
telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih tergolong
rendsh, Untuk itu, disiapkan epam bush program, veitw: {1)program
merevisi pengenaan sanksi, {(2)program menyikapi berbagai kelompok WP
Tidak Patuhk, @)program meningkatkan efektivitas  pemeriksaan,
{4)program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan,
(5)program  penyempurnaan ckstensifikasi, {(6)program pemanfaatan
teknologi terkini dan penpembangan /T Masterplan.

¥ Hadi Pocmomo, 2004 Reformasi Administrasi Perpajakan, dalam Heru Subiyantoro dan
Sinpgih Ripha: (eds),
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Untuk mencapai tujuan kedua dalam bal peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap administrasi perpajakan, fterdapat dua strategi yang
telah dijalankan DJP. Pertama, meningkatkan citra DJP agar tercipta
keterbukaan antara DIP dan masyarakat. Hal ini difakokan dengan empat
program yang terdini dari: program merevisi UU KUP, program penerapan
Good Corporate Governance, program perbaikan mekanisme keberatan
dan banding, dan program penyempwnaan prosedur pemeriksaan. Kedua,
melanjutkan pengembangan administrasi Large Tox Office (LTO) atau
Kanwil XIX DIP WP-Besar, dengan empat buah program, vaitu:
(program peningkaton pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada
LTO, (Zprogram peningkatan jumlah WP terdafler pada LTO selain
BUMN/BUMD, (G)program penerapan sistem administrasi LTO pada
Kanwil VII DJP Khusus, (4)program penerapan sistem administrasi LTO
pada Kanwil Lainnya. .

Tujuan spesifik ketiga berupa; peningkatan produltivitas aparat
perpajakan, dapat dicapai melahs pencanangan lima buah program yang
terdiri dari: {I)program reorganisasi DJP berdasarkan fungsi dan
kelompok WP, (Z)program peningkatan kemampuan pengawasan dan
pembinaan oleh Kantor Pusat atan Kantor Wilayash DIP, (3)program
penyusunan kebijakan bani uniuk manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM), (d)program peningkatan mutn sarang dan prasarana kegja, dan
{5)program penynsunan rencana keria operasional.

Untuk mencapai tujuan-tujuan reformasi administrasi perpajakan
jangka pendek dan jangka menpengah tersebut, salabh satm uvsaha yang
dilskukan oleh DIP pada tehun 2002 adalah pendirizn satu Kanwil
percontohan (Large Tax Office/LTO) —~yang disebut juga Kanwil DIP WP
Besar— dengan dua kantor pelayanan di bawahnya, yaitu KPP WP-Besar
Satu dan KPP WP-Besar Dua® (sejak tahun 2007 bertambah dengan
masuknya KPP BUMN ke dalam Kanwil WP-Besar schinggs KPP yang
berada di bawah kewenangannya menjadi tigs buah yang selanjutnya

® Peresmian £5off opening) Kanwil DIP dan KPP WP Besar diluksanakan pada tanggal | Juli 2002
dan grand opening dilaksanakan pada tanpga!l 2 September 2002 yang menandsi secara
resmi niai beroperasinya Kanwil DIP dan KPP WP Besar.
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ditkuti dengan dibentuknya KPP WP Besar Orang Pribadi’ pada tahun
2009). Kanwil WP Besar atau LTO int menerapkan sisiem dan prosedur
kantor vang modern dan baru dengan mengetengahkan pelayanan sebagai
fokus serta penegakan hukum secara adil.

Setelah melihat kinerja yang ditunjukkan kantor percontohan
{(LTO) ini sclama satu tahun, yang dinilal amat positif oleh banyak
kalangan'®, sistem dan prosedur kantor ini termasuk  selurvh
karakteristiknya akan diterapkan ke kantor-kantor lainnya secara bertahap,
dimulai dengan Kantor Wilayah (Kanwil) VII DJP Jaya Khusus."! Awal
dari langkah tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri
Keuangan nomor: KMK S8WKMK.01/2003 tanggal 31 Desamber 2003
tentang “Orgaaisasi dan Tata Kerja Kanwil DIP Jekarta Khusus, Kanwil
DIP WP Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan Kanwil DIP
Jakarta Khusug dan KPP di Lingkungan Kanwil WP Begar”,

Selanjutnya, implementast atas terbentuknya KPP-KPP yang
merupakan “replikasi” dari LTO tersebut dinyatakan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP.1Z1I/PJ2004 tanggal 11 Apustus
2004 tentang “Pencrapan Organisasi dan Tata Kerja KPP Penanaman
Mpodal Asing (PMA) Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA
Bmpat, KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP Badan dan Owang Asing
(Badora) Satu, KPP Badora Dua, dan KPP Perusahaan Masok Bursa (KPP
PMB) di Lingkungan Kanwil DIP Jakarts Khusus.” Dengan demikian,
pelaksanaan sistem administrasi perpajakan secara modern telah mulai
diterapkan per tanggal 30 Agustus 2004 untuk KPP PMA Satu, PMA

¥ KPP WP Besar Orang Pribadi (High Wealth Individuel Tax Office) dibentuk berdasackan
Peraturan Menteri Kevangen Nomer: 62/PMK 0172009 1angeal | April 2009 dan mulai slgif
seiak tanggal 1 Mei 2008,

¥ Berdasarkan hasil survel dari AC Nielsen Indonesta pada tahun 2005, Hal-hal yang diukur dari
survey ini tidak hanya persepsi Wajilb Pajak terhadap unit baru (1.TO) dan juga keinginan
WP terhadap kinerja kantor tersebut, namun juga kepuasan WP ates kingrja XPP LTO.
Survei ini mengukur kepuasan WP atas pemeriksaan, keberiten, proges restitusi yang
ditakukan. Hasil survey menumjukkan bahwe nilal kepuasan WP relstif sangat tinggi dan
menyelurah terhedap semys fungsi dan secars kessluruhan memperoleh nilaf refatif lehih
tinggi dar kepuasan WP di negars in.

" Herdasarkan KepMenkeu RI No: 443KMK 0172001 tnggal 23 Juli 2003, Kanwil VI DIP Jaya
Khusus diubah menjadi Kapwil VI Jaya Khusus yvang membawahit defapan KPP dan dua
Kantor Pemerikssan dan Penyidikan Pajek (Karikpa).
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1.2.

Fmpat, KPP Badora Saty dan Badora Dua; serta per tanggal 25 Okteber
2004 untuk KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Lima, KPP PMA
Enam, dan KPP PMB."” Dengan terbentuknya KPP-KPP ini menjadi
modem, diharapkan kinera setelah pengimplementasiannya akan menjadi

lebih efisien dan efektif seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak.

Pernmusan Masalah
Berdasarkan uraian yang felah dikemukakan di atas, permasalahan
yang muncul terbagi menjadi duva, yaita:

1. Bagaimana kinerja sembilan KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP
Jakarta Khusus pada saat berjalannya Moderisasi Administasi
Perpajakan dalam  hal-hal yang berkailan dengan administrasi
perpajakan, jika dibandingkan dengan KPP Madya lainnya dan pilot
projecinya?

2. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintak Indonesia
untuk meningkatkan efisiensi adminisirasi perpajakan yang telah
dicapai oleh KPP-EKPP dalam lingkungan Kanwil DJF Jakarta Khosus
sehinggas kemajuan yang berkesinambungan dalam  adroinistrasi
perpajakan Indonesia dapat terwujud?

2 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kevangan Nomor: 132/PMK.0172006 tentang Qrpanisasi dan

Fata Kerja Instansi Vertikal DJP, bersamaan dengan pembentukan KPP Madya, dilakukan
relokasi atgy pengaturan ufang dan reldasifikast fenis KPP, Dalam PMX tersebut diatur
heberapa hal sebagai berikut:

« KPP dibedakan menjadi tiga jenis, yaite: (1)KPP Wajib Pajak Besar, [2)XPP Madys, dan
{3YK PP Pratama.

» KPP Badan Uszha Milik Negara (BUMBM) yang sebeluminya berada di bawah Kanwil DIP
Jakarta Khusus, dipindabkan menjadi di bawsh pengawasan Kanwil IJP Walib Pajak
Besar, sehinges klasifikasinyapun dikategoriian sebagai KPP Wiih Pajak Besar,

» Selurul KPP pada Kanwil [P Jakarta Khusus, yaito enam KPP Perusahaan Modal Asing
{PMA), dua KPP Badun dan Orang Asing (Badors), dan XPP Perusahasn Masuk Burss
{PMB) dikategorikan sebagai KPP Madys,

» Setiap Kanwil normalnya hanya memiliki satu unit KPP Madya atau tidak sema sekali.
Pengecualian hanys ada di Kanwil DIP Rias dan Kepulauan Riauv yang memitiki dua
KPP Madya (Batam dan Pekanbaru) serts Kanwil DJP Jakara Khusus yang memiliki
sembilen KFF Madya.
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1.3.

Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Untuk lebih menfokuskan penelitian pada tema vang telah dipitih
dan untuk membatasi cakupan yang amat luas, maka objek penelitian
dilakukan terhadap:

I. Sembilan KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP
Madya Iakarta Pusat, sebagai bagian dari reformasi administrasi
perpajakan di Indonesia dan juga karena KPP-KPP tersebut merupakan
tempat dilakukanoya modernisasi tahap ke-2 setelah penerapan pada
pilot projecmya.

2. KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) dan KPP Wajib Pajak Besar Dua
{LTO 2) sebagai tolak ukur (benchmeark) untuk mentlai efisiensi relatifl
KPE-KPP dalam Kanwil DIP Jakarta Khusus. Hal ini didukang alasan
bahwa KPP-KPP tersebut adalsh pilor project dari reformasi
administrasi perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada sembilan KPP dalam lingkungan
Kanwil DJP Jakarta Khusus (dengan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai
pembanding) karena KPP-KPP dalam lingkungan Kanwil tersebut
merupakan KPP Modemn  lanjutan  (“replikasiftirvan™) dari  proyek
percontohan (profotype)/ KPP LTO, untuk nantinya dijadikan bahan scuan
pula dalam modemisasi Kanwil dan KPP laionys; di mana hal ini
merupakan  baglan dari  reformasi administrasi  perpajakan  jangka
menengah. Hampir seluruh konsep dan prosedur adminisirasi perpajakan
yang baru telah diterapkan dalam administrasi dan sistem perpajakan
Kanwil DJP Jakarta Khusus dan sernbilan KPP dalam lingkungan Kanwil
DJP Jakarta Khusus selama tiga setengah tahun terakhir inf.

Prosedur-prosedur  tersebut  fermasuk  juga orpanisssi  yang
berdasarkan fungsi dan bukan berdasarkan jenis pajak, suatu sistem
administrast perpajakan terpadu yang teriniegrasi secara komputer, sistem
pembayaran on-line, rekening wajib pajak, e-fifing dan pelaksanaan Kode
Etik pada Kanwil DIP Jakarta Khusus dan sembilan KPP dalam
Hingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut. Dengan demikian, data-
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1.5.

data berkaitan dengan kinerja dari sembilan KPP di lingkungan Kanwil
D3P Jakarta Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat {sebagai pembanding),
telah cukup tersedia unfuk dapat digunakan sebagai bahan dalam
penelitian ini.

Pemilihan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai salah satu objek
penclitian ini dikarenakan KPP tersebut merupakan XPP Madya yang
pertama berdiri {dibentuk per tangga! 1 Septerober 2004 berdasarkan
KMK nomor: 254/KMK.01/2004 tanpgal 24 Mel 2004) di Juar KPP
Madyz-KPP Madya yang berads di bawah Kanwil DIP Jakarta Khusus
dan mempunyai karakteristik Wajib Pajak yang paling mendekati KPP
LTO, seperti terdini dari 300 WP Besar vang berada di wilayah Kanwil
DJP Jakarta 1. Selain itu, bila dilihat dan segi lokast/letak geografisnya,
KPP Madya Jakarta Pusat juga sama-sama terlelak di wilayah DKI Jakarta
sehingga bisa digunakan sebagai pembanding dengan objek lainnya.

Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan permasalaban yang telah dikemukakan

di atas, tujuan utams penelitian ol adalah eotuk:

1. Membandingkan efisiensi relatif KPP-KPP di lingkungan Kanwil DIP
Java Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat sesudah modemisasi
terhadap efisiensi pifor projecinya, yaitu KPP Waiib Pajak Besar Satu
(L.TO 1) dan KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2).

2. Mengetahui perbedaan efisiensi anfar skenario, yaitu skenaric 1
dimana objek penelitian memasukkan KPP Madya Jakarta Pusat
sebagai DMU dan skenario 2 dimana objek penelitian tidak
memasukkan KPP Madya Jakarta Pusat secbagai DML, serta

mengetahui perbedaan milai cfisiensi antar periode waktu,

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para plmipinan
dalam jajaran Dirvektorat Jenderal Pajalk selaku institusi yang memanggul

beban terberat dalam pencapaian penerimasn negara untuk pengembangan
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1.6.

studi dengan menggunakan metode DEA dalam menilal efisiensi relatif
kinerja KPP-KPP lain di selurub Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan
modernisasi administrast perpajakan. Selain itu, secara umum penelitian
ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam  proses
pengambilan keputusan (kebijakan) Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan, untuk mencapai peningkatan efisienst pelayanan publik vang

berkesinambungan.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

» Bab . Pendahulvan. Bab ini  menguraikan feptang apa  yang
melatarbelakangi pemnilihan topik penelitian, Selain itu juga diuratkan
bagaimana proses perumusan masaiah, penyampatan tujuan pepelitian,
dan manfaat studi dari penelitian. Bab ini diakhiri dengan sub-bab
sistematika penulisan yang dipakai sebagai sistematika pelaporan dari
peneiitian ini.

» Bab 2, Landasan Teorl. Bab ini membahas tentang landasan teoritis
dari metode DEA vang dipakai sebagai alat penclitian dalam rangka
mengukur  kineda  efisiensi  pembiayaan, asumsi-asumst  yang
diperlukan dalam penggunaan DEA, keunggulan serta kelemshan dad
metode j:)EA, Dalam bab ini akan pula dijelaskan mengenai kinerja
otoritas perpajakan, pengeluaran pemerintah, pengukuran Kinerja
sektor publik terutama cfisiensi. Bab Il ini juga skan memberikan
pemahaman mengenal perilaku  pengounaan sumber daya oleh
pemerintah sebagal landasan dari variabel-variabel pembentuk model
analiss, baik variabel input maupun outpnt. Selain itu pada akhir bab,
akan dikemukakan pula penelitian-penelitian yang sudah pernah
dilakukan sebelumnya dengan metode Data Envelopment Analysis
(DEA).

» Bab 3. Metode Penelitian. Pada Bab 3 ini, akan dibshas rancangan
penelitian yang akan dilakukan, mulai dart pendekatan, langkab-
langkah, pengidentifikasian faktor-faktor inpul maupun output yang
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akan dijadikan variabel model penelitian, formulasi model penelitian,
hingga uji statistik hasil efisicosi antar waktu dan antar skenaric
dengan metode non parametrik.

Bab 4, Gambaran Umum Reformasi Birckrasi dan Administrasi
Perpajakan  Indonesia. Bab inl akan mengemukakan gambaran
berkaitan dengan objek penelitian, vaitu: gambaran reformasi
administrasi perpajakan di Indonesia dan gambaran Kanwil DIP
Jakarta Khusus dan sembilan KPP dalam lingkungan Kanwil DIP
Jakarta Khusus sebetum dan sesudah modemisasi.

Bab 5. Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini akan berisi analisis
mengenal hasil temuan berkaitan dengan efisiensi untuk KPP-KPP dan
juga hasil peiaksanaan reformasi adminjstrasi perpajakan Indonesia
pada KPP-KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jakaria Khusus
berdasarkan penilaian dan evaluasi dari lembaga lain/pihak ketiga (di
lyar 1P} serta kemungkinun kebijakan vang dapat ditempuh untuk
kemajuan yang berkesinambungan,

Bab 6. Penutup. Bab ini merupakan penutup dani keselurvhan
penulisan tesis vang berisi kesimpulan yang dapat :diambii dari
pembabasan awal sampat akhir dan rekomendasi  kebijakan
berdasarkan hasil penelitian yang dilakokan, |
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendapatkan analisis kajian ilmu pengetahuan dengan latar
belakangnya, maka dilakukan tinjavan literatur atas: konsep good governance,
(svatu konsep vang nantinya skan sangat berkaitan dengen pelayanan sektor
publik), kinerja pelayapan sektor publik, konsep efisicnsi dan efektivitas,
pengukuran tingkat efisiensi, metode Dafa Envelopment Analysis (DEA),
pengujian perbandingan dengan statistik non-parametrik dan indikator pengukuran
kinerja di instansi Direktorat Jenderal Pajak, Pada akhir bab ini juga akan dibahas
penelitian-penclitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumaya (studi literatur),

2.1. Landasan Teeri

2.1.1. Konsep Good Governance

Tssue yang paling hangat saat ini bagi organisast pengelolaan pelayanan
publik adalzh tata pemerintahan vang baik {good goverrumce). Tuntutan gencar
yvang dilakukan olsh masyami;at kepada pemerintah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintzhan yang baik seialan dengan meningkatnya kesadaran
dan juga pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut di samping pengaruh
globalisasi yang amat pesat, Gaya dan pola lama penyelengparaan negara melalui
pemerintahan yang puluhan tahun seiring dengan kejavaan pemerintaban Owde
Baru, sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan kehidupan masyarakat yang sedah
berubah. Oleh karenanva, tuntutan akan tata pemenntahan yang baik merupakan
hai waiar dan sudah scharusnya direspon secara positif oleh pemeriniah dengan
melakukan perubshan-perababan yang terarsh pada terwujudnya penyelenggarsan
pemerintah yang baik.

Begitu pufa halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DipP),
selaku perpanjangan tangan pemeriniah dan salah satu instansi pelayanan publik.
Ditjen Pajak, secara umum dan KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta
Khusus, pada khususnya adalah instansi yang melsyani kepentingan publik.
Dengan demikian, melaksanakan tata pemerintahan yang baik adalah kewajiban
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bagi instansi-instansi tersebut, sefafan dengan arah kebijakan dalam GBHN tabun
1599.2004 dan Usdang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas),

Bila dilihat dari aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakab
organisasi-organisasi pemerintzhan telah berfungst secara efektf dan efisien
dalam vpaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya? World Bank
memberikan definisi “the way slate power is used in managing economic and
social resovrces for development of society”.

Sementars United Nation for Development Program (UNDP)
mendefinisikan scbagal “the exercise of political, economic, und administrative
authority io maenage a nation’s affair ot ail fevels”. Dengen demikian berdasarkan
definisi tersebut, fatz pemerirahan atan governance dapat dilihat dari tiga
perspektif yang melandasi, yaitu: politik, ekonomi, dan administrasi. Economiv
governance melipull  proses-proses pembuatan keputusan (decision making
proses) yang memfasilitasi aktivitas ckonomi di dalam negeri dan inferaksi di
antara penyelenggara ekonomi. Ecoromic governance akan mempunyai implikast
tethadap egquity, poverty dan quality of life. Political governance adalah proses-
proses  pembuatan  keputusan untuk  formulasi  kebijakan., Sementara
administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh
karena ity, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu: siate (negara dan
pemerintahannya), privale sector (sektor swasta dan dunia usahe), dan society
{masyarakat}, vang saling berintecaksi dan menjalankan fungsinya masing-
masing. Institusi pemerintahan berfimgsi menciptakan lingkungan politik dan
hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pendapatan dan pekerjaan,
sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik
termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi
datam aktivitas ekonomi, sosial dan palitik,

OECD dan World Bank mensinonimkan good governgnce dengan
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
sgjalan dengan demokerasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
dan pencepahan Korupsi, baik secara politik maupun sdministrasi, menjalankan
disiplin anggaran serta penciplaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya
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aktivitas  kewiraswastaan., Sedangkan UNDP  membertkan  definisi  good
governance sebagat hubungan vang sinergis dan konstruktif di antara sektor
swasta, pemeriniah, dan masyarakal {(sociery). Berdasarkan hal ini, UNDFP
kemudian mengajukan karskteristik good governance berupa participation, rile of
low, transparancy, responsiveness, consensus orientation, eguiiy, effectivencss

and efficiency, accowntability, and strategic vision,

2.1.2. Kinerja Pelayanan Sekfor Publik

Berkaitan dengan uraian di atas, maka diperlukan penilaian kinerja dari
organisasi-organisasi pemerintzhan tersebut antsra lain untuk melihat sampal
sejauh mana good governgnce telah diterapkan. Kinerja suaty orgamisasi ftu
sendiri mempunyai banyak pengertian. Kinerja bisa mengandung makna kualitas
perilaku vang berorientasi pada tuges atau pekerjaan (Murphy dan Cleveland,
1995:113). Kinerja bisa juga dikaitkan dengan operasi, aktivitas, program dan
misi organisasi {Interplan, 1969: 15). Pendapat lain juga mendefinisikan kinetja
schagai prestasi kerja atau tingkat keberhasilan atau prestasi penyelenggaraan
organisasi {Rue dan Byars, 1981: 375; Wibawa, 1992: 64; Atumosudirdio,
1997:11). Kinetla organisasi didefinisikan juga scbagar efektivitas organisasi
secara menyeluruh dalam memenuhi kebutuhsn vang ditefapkan dari setiap
kelompok vang berkensan melalui  usaha-usaha yanpg sistematik  vang
meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerns untuk mencapai
kebutuhannya secars efekiif,

Pengukuran kinerja merupakan Kegiatan yang penting karena dapat
digunakan scbagai ukuran keberbasilan suaty organisasi dalam  mencapai
tajuannya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kineria tentu
sangat berguna untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan telah memenuhi
kebutuhan dan memuaskan pengguna jasa dalam hal ini adalab rakyat. Dengan
adanya pengukuran terbadap kinerja unit organisasi pelayanan publik tersebut,
mizka terdapat beberapa manfaat vang dapat diperoleh, antara lain:

# Sebagai alat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang
diharapkan menjadi pemicu pengelolaan pelayanan yang lebih transparan,
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b3

Evaluasi dan perbaikan atas kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut
dapat dilakukan secara lebih sistemnatis dan singkat waktu.

Dapat dijadikan wlak ukur/benchmark bagi penilaian kinerja unit organisast

7

lainnya.
» Scbagai pressure bagi penyelengpara pelayanan publik ustuk melakukan
pembahan-perubahan dalam organisasi.

Sayangnya, pengukuran kineria dari unitforganisasi pelayanan publik
jarang dilakukan jika dibandingkan dengan organisasi pelayanan swasfa maupun
organisasi bisnis. Masalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik ataupun
swasta adalah hal mendasar bagi segala bentuk perekonomian yang berhubungan
dengan akuniabilitas, ransparansi, efisiensi dan efektivitas dari institusi-institusi
tersebut. Pada sektor swasta sudah sejak lama diasumsikan bahwa dalam jangka
panjang, kondisi vang dipaksakan oleh pasar memotivasi perusshaan korporasi
untuk berusaha keras mencapal efisiensi biaya dan maksimalisasi profit, dengan
umpan balik dari pasar untuk modal, pengendalian perusshaan {corporate control)
dan tenapa kerja. Termasuk juga ukuran-ukeran yang berasal dari profit/laba,
tingkat refurn on assef, investasi dan modal yang diinvestasikan, pangsa pasar dan
kekuatan pasar.” :

Sebaliknya, sekior publik secara umum tampak kekurangan dan umpan
balik yang cuknp untuk menilai kualifas keputusan selain juga karena merupakan
otganisasi mirlaba. Ada lima aspek pelayanan publil/pemerinteh yang dapat
menghambat penentuan indikator-indikator kinerja yang akural. Pertama, output
dari penyedia layanan yang mungkin kompick dan/atau ganda (Mark, 1986; Hatry
dan Fisk, 1992). Lebih jach, mungkin ada pula kesukaran dalem menetapkan
sebab dan akibat antara kegiatan pelayanan dan hasil akhir yang dipengaruhinya.
Kedua, organisasi-organisasi sckior publik mengalami masalah  dalam
mengidentifikasi biaya produksi dan pemberian pelayanan (Ammons, 1986, 1992;
Ganley dan Cubbin, 1992). Sebagai conioh, kesulitan dalam mengalokasikan
biaya yang diberikan untuk peiayanan yang berbeda atau biaya-biaya untuk suatu
program tertentu selama periode wakfu yang panjang. Secara khusus, masalah ini

" Andrew Worthington & Brian Dollery, 2000, “Efficiency Measurement in the Local Pubfic
Sector: Economelric and Mathematical Programming Frontier Techniques™, Austrafian
Econvmic Review, hal.2-3.
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telah dapal diatasi dengan pengenalan sistem-sistem akuntansi manajemen dan
akuntanst akrual (SCRCSSP, 1998a: 7. Ketiga, kompleksitas pelayanan publik
mungkin ferjadi karena adanya program-program dan pelavanan terkait yang
saling mempengarubi (Epstein, 1992; Carter, Klein dan Day, 1995). Keempat,
adanya beberapa pengguna informasi kinerja publik/pemerintahan yang potensial.
(Garis akuntabilitas yang berbeda dan persyaratan informasi yang terpisah dasi
pemerintah, para Wajibs Pajak, pemberi kerja, pegawai, konsumen dan kontraktor
menciptakan komplikasi tambahan dalam pengukuran kinerja (SCRCSSP, 1997:
16). Kelima dan terakhir, sejumiah pembatasan-pembatasan yang ditempatkan
oleh para pemegang kepentingan ini dapat menggeser kemampuan teoritis dari
entitas pemenntahan/publik untuk meningkatkan kinerja, dan hal ini membuat
orientasi dant informasi kinena dipertanyakan,

Dalam penilaian kineda pelayanan publik, diperlukan beberapa keiteria
untuk digunakan sebagai tolak ukur/acuan atas pentlaian tersebut. Kriteria apa saja
yang diperlukan untuk menilai suate kinerja pelayanan publik dapat bermacar-
macam, tergantung dari nara sumbermnya dan lebih bersifat kootekstual.
Pemerintah Indonesia melalui Bappenas menetapkan empat belas indikator untuk
menilai tidak hanya kinerjz, namun juga pelaksanaan tata kelola pemerintahan®.
Indikator-indikator terscbut adalah:

Wawasan ke depan (visionary).
Keterbukaan dan transparansi.
Partisipast masyarakat.
Tanggung gugat.

Supremasi hukum.

Demokrasi.

Profesionalisme dan kompetensi.
Daya tanggap.

Efisiensi dan efektivitas.

¥ ol e

10. Desentralisasi.
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan rasyarakat.

12. Komitmen pada pengurangan kesetijangsan.
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13. Komitmen pada perlindungan linpkungan hidup.
4. Komilmen pada pasar yang fair.

Pada indikator ke-9, yailu efisiensi dan efektivitas, Bappenas menjabarkan
lebib lanmjut, dengan mensyaratkan minimal tiga indikator vincl untuk menilat
efisiensi dan efekiiviias dari organisasi pelavanan sektor publik. Tiga indikator
tersebut adalah:

1. Terselengparanya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan
tepat sasaran dengan pengpunaan suber daya yang optimal,

2. Melakukan monitoring dan evaluasi uatuk perbaikan.

3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi unit kerja.

Di samping Hu, Bappenas juga menetapkan seperangkst pendukung
indikator, yang terdiri dari:

I, Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektiviias
penyelenggaraan pemerintahan,

2. Survei-gurvei RKepuasaan para stakeholders.

3. Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggarsan negara yang efekiif dan
efisien.

4. Progiam kérja yang tidak umpang tindih.

2.1.3. Konsep Efisicnsi dan Efekfivitay

Berbagai macam definisi mengenai efisiensi dan efekiivitas —-sebagai salah
satu unsur terpenting darl  penpukuran/penilaian  kinerja dan salah  satu
karakteristik dari tala pemerintahan (govermance)—- banyak bermunculan vang
pada akhimya saling melengkagi.

Dalam teori ckonomi, efisiensi dibedakan menjadi efisiensi teknis
(technical eficiency) dan efisiens biaya {cost efficiency). Efisiens] teknis dicapai
ketika output diprodukst dalam jumlah yang paling maksimal dengan suatu
kombinasi input tertentu, Dengan demikian, efisiensi teknis terkait dengan fungsi
produksi. Efisiensi biaya dicapai ketika perusahaan berproduksi pada suatu jumlah

output dengan biaya penggunaan snput yang paling minimum.

¥ Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Bappenus; dafam buku:
“Indikator Public Good Governance, Penerapan Tuta Kepemerintahan yang Baik™.
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Samuelson {1980)” menvatakan efisiensi berarti bahwa sumber daya
ekonomi telah digunakan dengan seefektif mungkin untuk memenubi kebutuhan
dan keinginan masyarakat. Sedangkan Sukimo (2002)'® menyatakan bahwa
sumber-sumber daya digunakan secara efisien apabila;

1. Seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan,

2. Corak penggunzan sumber-sumber daya tersebut sedemikian rupa sehingpa
tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang akan mepambah kemakmuran
masyarakat.

Sukirno {2002) membagi pengertian efisiensi menjadi dua bagian, yvaita:
efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Untuk mencapai efisiensi produkiif,
harus dipenuhi dua syarat, vaitu: pertama, nntuk setiap tingkat produksi, biaya
yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suata tingkat
produksi digunakan beragam faktor produksi. Kombinasi faktor produksi yang
paling efisien adalali kombinasi vang menycbabkan pengeluaran biaya paling
sedikit, Syarat ke dua, adalah: perusahaan harvs mampu berproduksi pada bisya
rata-rata yang paling rendah dalam industr. Dalam kondisi ini, maks dapst
disimpulkan bahwa pexusahaan mencapai tingkat efisiensi produksi vang paling
minimal. Sedangkan, efisiensi alokatif berkaitan dengan alokasi sumber-sumber
daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi. Penilaian terhadap efisiensi in
meliputi apakah alokasi sumber-sumber daya tersebut telah mencapai tingkat yang
maksimum atau belum. Tercapainya efisiensi ini dipenuhi dengan syarat apabila
harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi biaya
terschut.

Muliaman, Santoso, Mardanugraha dan Hyas €2003) menyatekan bahiwa
efisiensi merupakan salah satu parameter kineria yang secara feoritis mendasari
seluruh kinerja sustu orpanisasi. Efisiensi menggambarkan kualitas manjerial
suatu organisasi secara kescluruhan, Perilaku dan orientasi pihak manajemen
terhadap tujuan akan sangat terlihat dan didukung oleh kemampuannya untuk

beroperasi secara cfisien. Keputusaan-keputusan yang berkaitan dengan

'* paul A, Samuelson dae William D. Nordhaus, Economics. International Edition. {Singapura:
MeGraw-Hill, 2001%L
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peningkatan efisiensi seperti keputusan dalam penggunaan dan pengalokasian
input, penetapan prosedur kemja yang efisien wuntuk menghindari pengangguran
sumber daya (unemployed resourcesy dan duplikasi pekerjaan maupun upaya
mencipiakan sistem pengendalian biaya dalam operasi akan mendorong aspek-
aspek kinerja lainnya darl organisasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan
efisiensi demikian penting dalam suatu organisasi.

Sementara Farrel dalam Kumbhakar dan Lovell (2000)" membedakan
efisiensi meniadi tiga, yaitu; efisiensi teknik, efisiensi alokatif dan efisiensi
ekonomis. Efisiensi teknik menunjukkan hubungsn antare input dan ouiput.
Perusahaan dikataken efisien sccara teknik jika dengan menggunakan suatu set
kombinasi input mampu menghasilkan output yang terbesar. Efisiensi teknik
sebagai rasto input yang benar-benar digunskan dengen output yang tersedia.
Efisiensi alokafif tercapal jika perusahaan mampu memaksimumkan keuntungan,
yaitn menyamakan prodek marginal setiap fakior produksi dengan harganya.
Sedangkan efisiensi ekonomis merupakan produk dari efisiensi teknik dan
efisiensi alokatif. Jadi, efisiensi ckonomis dapat dicapai jika kedua efisiensi
tercapai.

Secara umum, efisiensi dapat didefinisikan dengan bagahnana suaty unit
organisasi menggunakan sumber dayanya untuk melakukan fungsinya atau
menghasilkan produk. Dengan demikian, terdapat hubungan antara input yang
digunakan secara nyats dan input vapg digunakan secara optimal dalam
menghasilkan guaty nilai output tertentu.

Sementara itu, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian suatu
unit atas tujuan, balk program mauvpun Kebilakannya. Dengan demikian,
efektivitas merupakan gabungan dari beberapa aspek jasa yang berbubungan
dengan hasil dary tjuan, yaitu aspek kesesuaian antara produk/jasa dengan yang
dibutuhkan konsumen (uppropiateness), aspek kemudahan akses {accesshilify)
dan aspek kualitas (quatity).'® Sejalan dengan Worthington dan Dollery, Etzioni"

* Sadono Sukimo, Pengantar Teori Mikroekonomi, Bdisi ke-3, (Jakarta; Raja Grafindo Persads,
2000,

"7 Suba! ¢. Kumbhakar, dan C.A. Knox Lovell. Stochastic Frontier Analysis. Edisi ke-l,
(Cambridge: Cambridgs University Press, 2000),

¥ Andrew Worthington & Brian Dollery, ap.cit., hal. 4.
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memahami efektivitas organisasi sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai
tujuan, Sedangkan Robbins® memahami cfektivitas organisasi sebagal tingkat
pencapaian tujuan jangka pendek dan {ujuan jangka panjang organisasi. Hal ini
sesuat dengan pandangan Gross®™ bahwa konsep utama studi tentang organisasi

adalah tujuan organisasi iu sendiri.

2.1.4. Pengukuran Tingkat Efisicasi

Efisiensi dapat diukur melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan
sederhana seperti metode cost-to-yields-ratio sampai dengan penghitungan yang
lebih rumit dengan menggunakan teknik perhitumgan seperti Dafa Envelopnient
Analysis (DEA), Stochastic Frontier Anuiysis (SFA), dan distribution free
approach. Worthington dan Dollery (2000) mengemuskakan bahwa paling tidak
ada empat pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis efisiensi sektor
publik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah: (i)deterministic frontier approach
(DFA); (isfochastic frontier approuch {SFA), (iiyata envelopment
analysis/DBA approach; dan (iv) free disposal hulfFOH aa'p;,\:;;r-aarefz,z2

Pendekatan DFA adalah suatu teknik ekonometrika yang mengasumsikan
bahwa semua deviasi dari g;';;ris perbatasan (frontier) adalab hasil dari inefisiensi:
vaity, inefisiensi vang terlekat/tersimpan dalam suatu istileh gangpuan satu sisi.
Studi oleh Bjurek, Hislmarsson dan Forsund (1390) serta De Borger dan Kerstens
{19962) ielah menggunakan pendekatan ini. Pendekatan SFA merupakan salzh
satu teknik ekonometrika, walaupun mengasumsikan  suaty strakter eror dua
komponen sehingga inefisiensi biasanya mengikuti distribusi setengah normal
vang asimefris dan eror-eror acak/random terdistribusi secara normal, Contoh
studi ini dilakukan oleh Viton {1992), Deller dan Halstead (1994), serta Vitaliano
(19571

Pendekatan DEA merupakan teknik pemrograman matematis yang

mengasumsikan bahwa semua deviasi dari garis pembatas yang diestimasi

¥ Amital Bezioni, 4 Comporative Complex Organization, Revised and Enlarged Edition {1975), h.
109-120,

® Robbims  dalam Renry, Jean-Framcois, Performance Measurement and  Organizational
Effectiveness; Bringing ihe Gap, Doctoral Dissertation, (19833, b viii.

* Gross (1969), dalam Liliweri, Alo, Sosfologi Organisasi (Bandung: PT Cira Aditys Bakf,
15973 h, 124,
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(estimated frontier) adalah inefisiensi. Pendekalan ini telah diterapkan pada
pemerinteh lokal (local goversenents di Australia) oleh Cook, Roll dan Kazakov
{1990}, Rouss, Putterill dan Ryan (1995} dan Worthington (1999}, Terakhir, FDH
approach merupakan pendekatan sejenis DEA yang memperbolebkan asumsi-
asumsi berkaitan dengan teknolegi produksi tetap pada minimum, Sebagai contoh
penggunaan pendekatan ini adalah Tulkens (1993), De Borger, Kerstens, Moesen
dan Vanneste (1994) serta De Borger dan Kerstens {(1996b).

2.1.5. Data Envelopment Analysis (DEA)

Metode DEA merupakan sebuash hasil meodifikasi dari metode non
parametrik berdasarkan teknik-teknik pemcograman linear tradisional atau yang
lebih dikenal sebagal Linear Programming (LPY® vang dikembangkan dan
diperkenalkan pertama kali oleh Chames, Cooper and Rhodes pada tahun 19787,
LP itu sendivi merupakan scbuzh model matematis yang mempunyai dua
komponen dasar yaitu: Pertama, komponen “tujuan” dalam bentuk suatu fungsi
tjuan (objective funcrion) yang memaksimpmkan atau meminimomkan tujusn
vang ingin dicapai. Misalnya maksimisasi profit atau minimisasi biaya. Bentuk
dari fungsi tujuan tersebut merupakan sebuoah fungsi linear yang terdidd dari
vaniabel-variabsl keputusan. Kedua, komponen “kendala™ yang membatasi
tingkat pencapaian yang ingin dicapai, yang juga berbentuk fungsi linear, Dalam
perjalamannya  tingket perkembangan  pemanfaatan  tckaik  ind sangat
mengagumkan,

Faktor uiama vang menyebabkan DEA sangat cepat berkembang luas
adalah DEA dapat diaplikasikan kepada organisasi niclaba, DEA kini sudah
banyak diterapkan pada sektor perbankan, sektor pendidikan (sekolah dan
universitas), sektor keschatan (rumah sakit dan klinik), kantor pajak, peniara,
markas angkatan bersenjata, pos polisi, sektor industri manufaktur, benchmarking,

restaurant siap saji, evaluast manajemen dan toko-toko pengecer. Di Indonesia,

# Andrew Worthington & Brian Doliery, op.cit,, hal. 8.

# penjelasan lebik detail mengenai LP ini dapat dengan medah diternukan diberbagai buku teks
rasta kuliah COperation Research ataupun Telaik Pengambilan Keputusan.

“ Terdapat pada “Mensuring the Efficiency of Decisfon Making Units”, yang dimust pada
Europpon Journol of Operationad Researchi 2, ppA429-444, olek TChames, A, W.W Cooper
dan B. Rhodes (1978)
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penelitian-penelitian  yang menggunakan aplikasi metode DEA baru mulai
berkembang luas pada sekitar tahun 2002, Salah satu penelili yang banyak
mengulas aplikasi DEA adalah Purwantore (2004; 2005} yang menggunakan
DEA vntuk mengukur kinerja pefabuhan dan kineria lembaga pembiayaan mikro,

Berdasarkan orientasi dari fungsinya, DEA dibagi ke dalam  dua jenis,
vaitu DEA yang berorientasl masukan (inpd oriemted), dan DEA vang
berorientasi pada hasiVkeluaran (owput oriented). Model DEA. paling dasar
{periama kali muncul) adalah model input oriented yang dikembangkan oleh
Charmes, Cooper and Rhodes (1978). Model ini dikenal sebagai model fmput
orieated CCR, yang mempakan inisial dan para penemunya. Model ini
menggunakan asumsi constant refurns 10 scale yang membawa implikasi pada
bentuk efficient ser yang linler. Hal tersebut akan memberikan konsekuensi
penilaian bahwa penambahian satu unit input harus menghasilkan penambahan
sebesar satu unit oufput secara proporsional (input dan output bergerak searah
dengan kekuatan vang sama besar).

DEA merupakan suatu metode yang wmempunyal ¢iri kKhusus, yaitu
melakukan analisis pengulawan efisiensi relafif dari rasio antara output dan input
setiap Unit Pe:ngambilan; Keputusan (UPK) atau Decision Making Unit (DMU),
serta sckaligus menganalisis kinerja manajerial dari UPK-UPK vang memiliki set
input dan output yang sama dalam suatu organisasi. Nilai efisiensi relatif dari
UPK ke-j ditentukan oleh sebuah rasio terbobot seperti dijelaskan pada persamaan
sebagai berikut:

Wyt Y, Fe Y,

j o= {1)
VXy, + VX, b bV

di mana 6}': efisiensi relatif

Yr : output ke-r dari UPK ke-j

Xg ¢ input ke-s dari UPK ke-j

u, : bobot penimbang dari output
Vs © bobot penimbang dari input
r : banyaknya jumiah output

s : banyaknya jumlah input
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Pada Persamaan (1), bobot penimbang (veights) merupakan variabel
penerdu {decision variables) dari setiap input dan output yang masuk ke dalam
model persamaan. Dengan kata {ain, bobot penimbang ini adalah cerminan “nitai®
besar kecilnya pengaruh suatn variabel, baik varizbel ouiput maupun inputnya,
terhadap sustu tingkat efisiensi dari sebuah UPK. UPK yang mendapatkan skor
angka ¢ tertinggi adalah UPK yang paling efisien, dan semua UPK lain yang
kalah efigien, merujuk ke UPK yang paling efisien tersebut sebagai pembanding
{benchmark),

Periu diperhatikan bahwa perbandingan UPK-UPK vang dilalakan
merupakan perbandingan nilal efisiensi secara “relatif”, bukan perbandingan dari
suafu nilai elisiensi yang absolut. Penggunaan efisiensi relatif ini sangat
membantu dalam mengukur dan membandingkan tingkat efisienst pada dan antar
unit kerja dari sebuah organisast/perusabean yang berorientasi pada kegiatan jasa
(service oriented) ketika penggunaan efisonsi absolut sangat sulit atau tak bisa
digunakan,

Persamann (2) merupakan formulasi DEA untuk setiap UPK dalam
menentukan bobot (un dan v;) bagi variabel input dan output yang akan
memaksimumkan efisiensi dari UPK ’

z z‘mymk

o ]

Max ey = : (2)

Z ViLa

fad

Z umym#

st 2= <1 (3) k=i..n
Z Vit
fw
U, ,V, =& {4) me=1l..ri=1..8

0i mana; €, ; Efisiensi dari UPK ke-k
Yme  : output ke-m dart UPK ke-k
Xsy ¢ input Ke-s dari UPK ke-k
Um : bobgat penimbang dari output

v : bobot penimbang dari input
r : banyaknya jumilah output
S : banyaknya jumiah input
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Persamagn {3) membatasi besarmya nilai efisiensi maksimum sebesar 100%. Nila
dari seliap bobot dibatasi dalam problemas fesebut sehingga tidak ada bobot yang
bernilal 0% (Perswnaan 4.

Karena tujuan dan fungsi adalah memaksimalkan efigiensi di tiap UPK,
formulasi Linear Programming akan memaksa nilal bobot menjadi nol untuk
semua  inpulfoutput yang akan mengurangi efisiensi. Jlika persamagn {4}
dikeluarkan, maka DEA tidak skan mendeleksi inefisiens] yang terkait dengan
input/output yang memiliki bobot yang dimaksud tersebut schesar nol.

Formulasi konsep di atas merupakan s¢buah kumpulan dari fungsi-fungsi
non-linear. Dengan menggunakan manipulasi aljabar, formulasi konseptual
tersebut dapat diubah menjad: persamaan-persamaan lincar sebagat berikut:

o
Max e, = Z U,y Y mk {5)
rroa}

S

2
. zvixfk . S (6)
3‘:.:

5 r
» Zvixiﬁ: o Zumymj {73 I=1,2,3 ...0

far] past

TR U (8m=1,23, .1
=123 .5

Untuk setiap UPKy yang kita perhitungkan, terdapat sebush problem
Linear Programming DEA yang diformulasikan, Hal ini dilakukan apar seliap
UPK mempunyai kesempatan untuk dinilai tingkatannya dengan menggunakan
persamaan  {3), vyaitu funpsi tujuan. Tujuan dari fungsi adalah vatuk
mernaksimalkan efisiensi pada UPKy. Perhatikan bahwa bobot dari input-input
dan output-output merupakan variabel peagambilan keputusan (decision variable)
dari sebuah problems DEA.
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Persamaan (6) pada formulasi persamaan linear di atas mengartikan
bahwa penjumlaban setiap inpwt dari UPK akan sama dengan satu. Ini dilakukan
untuk mengubab formulasi awal yang berbentuk non-linear menjadi formulass
berbentuk persamasn linear,

Mayoritas dari kendala, persamaan (7), dipunaken untuk memastikan agar
tidak ada nilai efisiensi UPK yang lebih besar dari 100%, Sebagai contoh, pada
sebuah contoh kasus di mana terdapat 12 UPK, Ji sana akan terdapat masing-
masing 12 formulasi DEA, yang pada setiap formulasinya skan memiliki 12
kendala yang memastikan bahwa untuk setiap UPK akan bemilal efisien kurang
atau sama dengan (<=) 100%. Kendale-kendala ini adalah basis dalam
menetapkan acuan {benchmark}, Terakhir, mode! memasukkan himpunan kendala
vang terakhir yaite persamaan (8), yang bertujuan untuk menjaga agar semua
variabel keputusan tidak sama dengan nol.

Dalam perkembangannya model DEA berkembang menjadi empat
formulasi, yaituz CCR Jwput-Oriented, CCR Output-Oriented, BCC Iput-
Qriented, dan BCC Qutput-Oriented. Seperti CCR, BCC juga diambil dart inisial
nama para penelitinya, yaitu: Banker, Chames, dan Cooper. Madel BCC yang
diperkenalkan pada tahun 1984% ini merupakan hasil modifikasi {anjutan dari
model CCR. Model BCC pada umuminya lebih nyata dalsm menggambarkan
kondisi sebenamya karena model ini membebaskan asumsi constant refurns to
scale, sehingga penambahan satu unit input bisa menghasilkan penambahan lebih
besar atau lebih kecil dari satu unit output. Jadi model BCC ini menggunakan

asumsi variable returns to seale.

Asumsi vang Dipakai
Terdapat beberapa asumsi yang dipakai dan harus dipenuhi dalam
menggunakan DEA. Asumasi-asumst tersebut adalah:
«  Positivity
DEA mensyaratkan semua variabel input maupun output bemnilai positif (>03.

s Isotonicity

® Terdapat pada “Some Models for Estimating Technical and Seale Inefficiencies in Dam
Envelopment Analysis”, vang dimuat pada Management Seiznce 30, pp.1078-92, oleh
Banker, R.13., A. Charnes dan W %, Cooper {1584).
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Antara variabel input dan ouipuinya harus mempunyai hubungan yang
isotonis, arlinya untuk setiap kenaikarn/ pertambahan jumlah input apapun
harus menghasilkan kenatkan setidaknya satu variabel ouiput, dan lidak ada
variabel output yang mengalami penarunan,

Jumlah Unit Pengambilan Kepuotusan (UPK)

Jumleh unit agar model dapat berjalan dengan baik adalah tiga kali jumlah
variabel input dan cufpuinya. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya
degrees of freedom.

Homogenity

Maksudnya, selwruh UPK yang dievaluasi atau dijadikan objek penelitian

memiliki variabel input dan output yang sama jenisnya.

Keungpulan dan Kelenahan DEA

DEA dapat menjadi alat vang powerfid jika digunakan secara fepatl.

Beberapa karakteristik DEA yang bisa membuatnya sangat kuat adalah:®®

]

*

DEA mampu menangani model dengan mudtiple (banyak) input maupun
output.

DEA tidak memeilukan suatu asamst hubungan fungsional antara variabel
input dan output (hanya membutuhkan sedikit asumsi).

Setiap UPK atau DMU {(Dexision Making Unit) dapat dibandingkan secars
1angsnﬁg dengan sesamznya atau kombinasi sesamanya,

Variabel input dan variabel cutput dalam DEA bisa saja memiliki satuan
pengukumn yang berbeda.

Dalam DEA, kemungkinan kesalahan penerapan rumus/model dapat dihindari.

Akan tetapi, di samping keunggulannya, terdapat pula beberapa kelemahan DEA,

yaitu:

L

Karena mervpakan extreme point fechnigue, kesalahan pengukuran dapat
berakibat fatal.

DEA amat baik dalam mengukur efisiensi “relatif” dari UPK @api amat lambat
dalam mengukur efisiensi “absolut”nya. Dengan kata lain, DEA dapat

% Home Page DEA (DEA WWW), author: Tim Anderson.

Universitss Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



27

mengatakan seberapa baik UPK bekerja dibandingkan dengan sejawatnya, tapi
tidak bila dibandingkan dengan “maksimum tecritisnya”.

s  Karena DEA adalah teknik non parametrik, maka uji hipotesis secara statistik
atas hasil DEA sulit dilakukan,

s Karena formulasi standar DEA mencipiakan perumusan finear programming
terpisah untuk setiap UPK, muaka perhitungan secara manual sulit dilakukan
apalagl untuk masalah berskala besar,

o Bersifat sample specific.

2.1.6. Pengujian Perbandingan dengan Statistik Non-Parametrik

Pengujian/tes  stalistik  non-parametrik  adalah svatu pengujian yang
modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengénai pararngter-parameter populasi
yang merupakan induk sampel penelitiannya.®” Denpan kata lain, prosedur uji
non-parametrik merupakan pengujian statistik yang bebas dard persyaratan atau
kondisi yang membatasi pemakal. Disamping #tu, statistik non parametrik
biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau
ordinal serta juga dapat dipergunakan untuk jenis datn kualitatif dan jumlah
sampel kecil, Contoh metode statistik non parametrik adalah: Binomial test, Chi-
square test, Median test, Friedman iest, Wilcoxon test, Mann-Whitney fest,
Cochran test dan Walsh test.

Pengujian statistik pon-parametrik  dikategorikan ke dalam pengujian
statistik inferensial”®. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian
statistik inferensial adalah:

¥ Sidney Siegel (1990}, Statistik NonParametrik untuk Hmu-Timy Sosial {Jakarta: PT Grameidial,
13839,

# Berdasarkan jenisnya, statistik dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik
inferonsial, Statistik deskriptif adalah statisiik yang berkensan dengan metode alauw cara
mendoskripsikan, menpggambarkan, menjabarkan, atan menguraikan  data.  Srasisrik
desiriptf mengaco pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan, dan
menganalisis data. Menata, menyajikan, dan menganalizis data dapat dilakukan misalaya
dengan menentukan nifal rataones hitwop dan persen / proposist, Cara lsin wntuk
menggambarkan data adalah dengan membuat fabel, distribust frekuensi, den diagram alay
graltk {Sugiyono, 2008}, Sravisiik inferensial adalah siatistik yang berkenaan dengan cars
penariken keyimpulan berdasarkan date yang diperoleh dari sawmpel untuk menggambarkan
karakiorisktik atan oif daci suaty popuissi. Dengan demikian dalem statistik inferensiz!
dilakukan suaiy generalisasi {perampatan atay memperamumj den hal yang bersifat khosus
{keeily ke hal yang lebib luas (umum). Oleh karena its, statistik inferensial disebut juga
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a. Mentukan hipotesa,
Hipotesa awal (Hg) menggunakan tanda “persamaan” { = }
Hipotesa alternatif (Hyy menggunakan tanda “pertidaksamaan”™ (¢}
b. Menentukan alat uji, yaitu uji Chi Square.
¢. Menentfukan kemungkinan kesalzhan peogulian.
o= 0,10.
d. Menentukan aturan keputusan.
Clping = 7 Oieng > 0,10 = ¢, maka menerima Hg.

Onitung < 7 Oigung < 0,10 =, maka menerima H;

Pengujian statistik yang akan digunakan dalam penclitian ini adalah uji
Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney. Pengujian digunakan untuk
membandingkan nilai cfisiensi antara beberapa kelompok (KPP). Lebih jauh
pengujian ini akan dinraikan pada Bab 3,

2.1.7. Indikator Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Selama ini, kineyja DIP termasuk unit vertikal di bawahnya, diukur hanya
berdasarkan penerimaan yang berhasil dikumpulkan, Sebagai institusi yang
bertanggung jawab terhadap peneriroasn pajak, memang sudsh sewalamya jika
penerimaan pajak dijadikan tolak ukur keberhasilan Ditjen Pajzk, Akan tetapi,
performansi DIP sebailtya tidak hanya semata-mata dilihat dan sisi penerimaan
pajak saja, tetapi perlu memperhitungkan juga falkdor-faktor lainnya.*

Di negara-negara maju, kinerja institusi pemerintah (pajak} dinilai tidak
berdasarkan penerimaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan lebih kepada
ugaha atau keria instanst pajak yang dilakukan sepanjang tahunnya. Konsep atau
dasar pemikirannya adalah penerimaan pajak merupakan ‘hasil akhir® yang

statistik indukaif atan statistik penarikan kesimpulan. Pada statistik inferensial biasanya
dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik (i) dari spam
poptilasi, sepertl mean dan Uji t (Sugivono, 2006}

® Secara teord, pencrimman pajak meropsken funpsi dari: Teriff, Tex Bese dan Tax
Compliance. Tariff merupakan sesuatu yang sudab ditetaplan oleh UL {given). Tax Buase
{Basis Pajek) dipeogarubi oleh berbagal faklor, aniara lainc GDP, AGDP, Inflasi,
Ekstensifikasi, Pkspor, Impor, ACost., populasi penduduk, dan Emplayment.
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sifainya otomatis (berjalan dengan sendirinya) dari suatu proses yang panjang.
Dengan kata lain, jika proses pengumpulan pajak dilakukan dengan benar secara
efekif dan efisien, maka penerimaan pajak akan terkumpul dengan sendirinya
sesuai dengan potensi pajak yang ada. Untuk itu, fokus dasar penilaian kinerja
suatu institusi perpajakan sebatknya diletakkan pada proses kerjanya. Metode
yang dipakai unfuk mengukur proses kerja tersebut adalah dengan cara
menetapkan alat ukur yang lebih objektif dan kuantitatif wntuk seluroh proses
yang ada. Alat ulur tersebut dikenal dengan sebutan Key Performance indicator
PN,

Seiring dengan dilakukannya reformasi administrasi perpajakan termasuk
fuga reorganisasi untuk mencapai profesionalisme tersebut, DIP memperkenalkan
indikator Kinerja kunci atan KPI (Key Performance Indicator) pada tahun 2006.
Pengukuran KPI ini dilakukan setiap semester terhadap seluruh unit Eselon III
atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP), baik vang telah direcrganisasi/dimodernisasi
maupun yang belum direorganisasi.

Sebelum tahun 2006, kinerja DIJP dan it vertikal di bawahnya hanya
divkour berdasarkan sisi penerimaan (jihat Tabel 2.1 dan Tabel 2.2).

Talbrel 2.1, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Tahuen 2003-2006
UnitKetja Realisasi Penerimaan (Milyas Rupiah} Pertumbuhan {%)
2003 2004 2005 2006 | 03-04  04-95 | 0506 irata-rate)
Nasiora! 192643 | 2160601 2634001 305317 1216 2w w14 1874
Kanwil WP Besar 334000 S3a8s! 632061 501 671 1B 1560 5142
KPP WP Bosar Satu 40% 1 2382] 4450 &8 MW 495 3639 058
KPP WF Besar Dua 03| S0AZ] SMES| WIR| 512 048 79 142

Suraber: Ditjea Pajak, Laporan Tahunen 2006

Ketersnyan:

o Kenaikan pertumbuhan KPP Wajib Pajek Besar Sat tahun 2005-2088 disgebabkan oleh
meningkatuye peaerimaan pada sektor pertambangan.

o Penurunan pencrimaan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dischabkan oleh momurnmnys
penerimazn pade sekior industrd kimix dan atomotif.

% Tim Kerja Modemisasi Administrasi Perpajuken Jangka Menengah DIP, 2007, Laporan Akhir
Tabun Tim Modernisasi Admirdztrasi Perpajokan, hal, 34-36.
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Salgh satu dampak negalilnya adalah usaha yang dilakukan oleb sustu kantor
palak cendenung hanya berfokus pada penerimaan, Dengan kata lain, mereka lebih
menempatkan program intensifikasi perpajakan untuk mengumpulkan pengrimaan
dari para Wajib Pajak yang ada, yang biasanya bersifat jangka pendek sebagai
prioritas. Program ekstensifikasi untuk perluasan fax buse yang lebih berorientasi

Jangka panjang biasanya tidak terlalu diperhatikan,

Tabel 2.2, Penerimaan Fajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahan 2003-2006

Unit Ketja Realisasi Penerimaan (Milyar Rupiah] Pertumbuhan (%]
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 05408 | 04-05 | 05406 | rwtarate
INasional 1926430 216060 263400) 35907 106 2191 161 167p
Kanwil DJP [t Khusus | 51365 50703 78656 98950 1623] 3175} 2581 2460
KPP BUMN 95m| %486 498 Fen] ner BY ¥2 53
KPP selain BUMN Nl Bo| e a6 wmes| uu ne

Sumber: Diten Pajak, Laporan Tahunan 2806

Menyadari hal tersebut, Tim Modernisasi menceba menyusun KPI uatuk
vartabel di luar penerimaan sebapal salah satu cara menilal kinega unit vertikal
DIP. Hal tersebut dilakukan melalui tzhapan-tahapan  sebagal  berikut:
(i)mengidentifikasi komponen KPI dari Direktorat terkait, (iyperumusan KPL, dan
{iil)penyiapan peraturan dan sarana pelaporan. Untuk tahap awal, dipilih 14
{emnpat belas) KPI vntuk mengukur kineria Kantor Wilayszh {(Kanwil), Kantor
Pelayanan Pajak {KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan {(KPPBB)
dani Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel
2.3

Pada pelaksansannya, KPI ind cukop diis: dua kali dalam setshun, Proses
pengisiannyapun dilakukan melalui sistem, sehingga Aardeopy tidak diperlukan
fagl. Berkaitan dengan KPl, untuk memberikan reward atau insentif bagi
upit’kantor yang berprestasi baik dan juga guna meningkatkan keseriusan unii
vertikal dalam pengisian KPI, maka DJIP mulai mencoba mengaitkan KPI dengan
remunerasi. Hal ini dilakukan dengan cara menjadikan KPI dasar bagi pemberian
[nsentif’ Kinerja Kantor (IKK} sejak akhir tehun 2006. Tangpapan yang amat
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positif dari para pegawal diberikan atas terobosan kebijakan {ersebul, karena

dinilai bahwa pimpinan DJP lebih serius dan adil dalam menerapkan sistem

reward and punishment secars Jebih objektif dan konsisten. Dengan dijadikannya

KPI sebagai bahan pertimbangan/dasar pemberian IKK, maka masukan-masukan

dari berbagai pihak di lapangan sebagal inpef menijadi luar biasa banyak, karena

para pegawai sekarang sangat menyadari pentingnya KPI ini.

Tabel 2.3. Indikator Kineria Kunci (Key Performance Indicator)
Uit Esclon II & 111 Direktorat Jenderal Pajak

MNo.

KPI

Kanwil

LTO
MTO

STO

3

KPPBB Kavikps

Rasio ekstensifikasi WP Qrang
Pribadi

Coverage Ratio PBE

Penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Orang Pribadi

Peavampaian SPT Mass PPN

Kepatuhan Pelunasan PBB

Assessmant Safes Ratio

W §

Efisiensi Pemerniksaan

Efisiensi Keberatan

R L IR N P A A I S

Wpg et A

Efisiensi Peagurangan PBB dan
BPHTB

R A

10

Efisiensi Penyelesaian Regtitusi

<

il

Efisiensi Pencairan Tunggakan

12.

Collection  Ratin  Pencaitan
Ketetapar PBB

13,

Collection Ratio Pencalran
Tunggakan PBB & BPHTE

14,

Rasio Keheratan SKP

- L. 2 [

Sumber: Ditjen Pajak

L

Berikut adalah pembahasan mengenal empat belas indikator dalam
Indikator Kinerja Kunei (KPI}:

Rasio Ekstensifikasi WP Orang Pribadi (%).
Rasio ini, dalam persentase, dihasilkan dari pembapian jumlah WP QP

terdaftar dengan perkiraan orang yang scharusnya terdafiar atau memiliki
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NPWP. Digunakan perkiraan jumlah keluarga tidak miskin sebaga prokst
atas jumlah orang yang seharusnya terdafiar atau memiliki NPWP. Data
jumlah keluarga tidak miskin diperoleh dari BPS setempat. Rasio ini
menunjukkan upaya’kinerja unit tersebul untuk melakukan ekstensifikasi
atau penambahan jumlah WP OF yang terdafiar.

Coverage Rasio PBB (%).

Rasic cakupan PBB ini merupakan hasil pembagian luas bumi yang telah
dikenakan pajek dengan luas buri yang seharusnya dikenakan pajak. Rasio
yang ditunjukkan dalam persentase inl menggambarkan upaya unit dalem
melakukan penilaian dan pendatsan seria pengenaan pajak terhadap subjek
pajak bumi dan bangunan, Semakin besar nilal raslo ini, beracti semakin
baik kinerja unit tersebut.

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (%).

Rasio ini merupakan penggabungan dua rasio, yaitu: (1)rasio penyampaian
SPT Tahunan PPh OP dan (2)rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Badan,
Rasio (1) merupakan hasil bagi dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
dilaporkan olel WP OF dengan jumlah WP OP yang terdafiar. Sedangkan
rasio (2) merupakan hasil bagi dan SPT Tahunan PPh Badan yang
dilaporkan oleh WP Badan dengan jumiah WP Badan vang terdafiar. Rasio
ini tidak hanya menunjukken tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan
SPT, namuen juga menunjukkan kinega unit  tersebut  untuk
mengedukasi/melakukan uwpaya penyuluhan dan himbauan agar WP
memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penvampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai/PPN (%)

Seperti halnya rasio penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, rasio ini
merupakan hasil bagl rate-rata SPT Masa PPN per bulan dengan jumish
Pengusaha Kena Pajak (PXP) vang terdaftar. Rasio ini menunjukkan kinerja
unit terschbut untuk  mengedukasimelakukan wvpaya penyuluban dan
himbauan agar PKP memenuhi kewaiibannya dalam melaporkan SPT Masa
FPN,
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Kepaluhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan/PBE (%)

Rasic  ini  juga  menunjukkarr  upaya/kineria  unit  dalam
mengedukasi/melakukan upaya penyuluban dan himbauan agar WP yang
memiliki Ohick Pajak Bumi dan Bangunan (tanah dan bangunan) memenuhi
kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Rasio ini merupakan hasil bagi
dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dilumasi dengan
SPPT yang diterbitkan.

Assessment Sales Ratio (%),

Indikator ini mengpambarkan kinerja unit daleam menilai harga suatu objek
PBB. Assessment Sales Ratio merupakan persentase dari Nilai Jual! Objek
Pajak (NJOP) yang telah ditetapken terhadap harga pasar objek pajak yang
bersangkutan. Semakin tinggi nilai rasto ini, berarti semakin akuratiah unit
tersebut dalam menilat dan menetapkan harga objck PBB.

Efisiensi Pemeriksaan (Laporan Pemecriksaan Pajak/LPP).

Efisiensi pemeriksaan merupakan indikator kinerja atas upaya pemeriksaan
yang dihasilkan dari pembagian jumlah pemeriksasn vang telah selesal
dengan jumlab pemeriksa vang ada pada unit yang bersangkutan. Atan
dengan kata lain, ini menunjukkan berapa rata-rata tiap tenaga fungsional
pemeriksa pgjak Jalam kurun safu semester menyelesaikan penugasan
pemeriksaan.

Efisiensi Keberatan (Buian).

Efisiensi keberatan mengukur lamanys suatu permohonan keberatan dapat
diselesatkan. Indikator ini dihasilkan dari pembagian jumiah waktu (dalam
bulan) penyelesaian keberatan dengen jumlah keputusan keberatan yang
terbit. Semakin pendek waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
permohonan keberatan, berarti unit/kanior tersebut semakin efisien.

Lfisiensi Penyelesaian Pengurangan PBR & BPHTB (Bulan).

Sama halnya dengan efisiensi keberatan, efisiensi penyelesaian permohonan
pengurangan PBB dan BPHTB merupakan pembagian jumlah waktu (dalam
bulan) penyelesaian permohonan pengurangan dengan jumlah keputusan
pengurangan vang terbit.
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Efisiensi Penyelesaian Restitust (Bulan),

Rasio efisiensi restitusi terdiri dari dua rasio, vaitu rasio efisiensi restitusi
PPh dan rasio restitusi PPN. Rasio ini menggambarkan rata-rata waktu yang
diperlukan untuk memproses permohonan restitusi Wajib Pajak. Cara
penghitungan rasio ini dengan membagi jumlah wakte penyelesaian restitusi
dengan jumlah Surat Ketetapan Paisk (S§KP) vang terbit. Semakin cepat
proses penyelesatan restitusi, berarti unit/kantor dikatakan semakin baik atan
semakin efisien,

Efizienst Pencairan Tunggakan {3%).

Rasio pencairan tunggakan menunjukkan kinerja unit dalam mencairkan
tungpakan pajak, Rasio ini dihasitkan dengan membagl jumlah rapiah
tungeakan pajak yang berhasil dicairkan dengen saldo awal funggakan
pajak. Semakin besar rasio ini, berarti kinerja unitkentor semakin efigien,
Collection Ratio Pencairan Keletapan FBB (%0).

Indikator ini mirip dengan indikator pencairan tunggakan, namun dibasilkan
dari pembagian realisasi penerimaan PBB dengan pokok ketetapan PBB
fabun berjalan. Jadi, perbedaan dengan fndikator sebelmmnya adalah pada
jenis pajak dan periode munculnya ketetapan.

Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB (%)

Perbedaan rasio ini dengan rasio efisiensi pencairan tunggakan terdletak pada

jenis pajaknya. [ika rasio yang pertama menggunakan jenis pajak PPh dan
PPN & PPnBM, maka rasio ini menggunakan jenis Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan
{(BPHTB).

Efisiensi Rasio Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak/SKP (%),
Indikator ini menunjukkan keakurasian ketetapan pajak yang dibuat oleh
unit tersebut. Semakin kecil keberatan yvang muncul berarti hasil f;ctctapan
unit tersebut dapat diterima olebh WP dan memiliki keakurasian yang cukup.
Indikator ini terdini dari enam sub-indikator, yaitu: rasio keberatan terhadap
SKP PPk OP, rasio keberatan terhadap SKP PPh Badan, rasio keberatan
terhadap SKP Pemotongan dan Pemungutan PPh, rasio keberatan terhadap
SKP PPN & PPnBM, rasio keberatan terhadap SKP PBB dan rasio
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keberatan terhadap SKP BPHTB. Rasio ini dibasilkan dengan membag:
jumiah permohonan keberatan dan setiap jenis pajak dengan jumiah SKP
masing-maging jenis pajak yang diterbitkan.
Semua indikator kinerja di atas yang relevan dengan kondisi dan situasi unitVKPP
yang digunakan dalam objek penelitian ini akan dijadikan sebagai variabel output
untuk menghitang efisiensi setiap unit/KPP.

2.2. Studi-Studi Sebelumnya

Banyak sekali peneliian yang menguker efisiensi produktifitas relatif
dengan menggunakan metode non parametrik dar Unit Pengambilan Keputusan
(UPK), baik yang dilakukan di dalam negeri maupun dari luar negeri. Perangiat
penelitian yang dipunakan bervariasi. Ada yang menggunalan Full Disposal Hull
(FDH), Srocastic Frontier Analysizs (SFA) dan Data Envelopment Analysis
{DEA). Pada Tabel 2.4 dapat dilihat perbandingan dari beberapa penelitian yang
dilakukan dengan subjek penelitian berupa efisiensi sektor publik®!,

Studi Forsund, Kittelsen, dan Lindseth merupakan studi yang mengukur
efisiensi dan produktifitas dari kantor pajak dan dilakukan pada tahun 2005. Studi
tersebut mengukur efisiensi dan produktifitas dari Kantor Pelayanap Pajak di
Norwegia serta menggunakan benchmark fool dan DEA untuk menghitung nilal
efisiensi dari 98 kantor pajak di Norwegia sejak 1ahun 2002 sampai dengan 2004
{panei data}. Secara lebih lengkap, studi stsupun penelitian yang pernsh dilakukan
sebelumnya dapat dilibat pada Tabel 2.4

Dari sisi hasil penelitian, atau kesimpulan yang didapat, Forsund, Kittelsen
dan Lindseth mengidentifikasi bahwa vkuran usit kantor pajak mempunyai peran
dalam pencapaian efisiensi, di mana unit (kantor pajal) besar lebih mudah
mencapai efisienst dibandingkan umit kecil. Selain itu, kantor pajak besar
memiliki interval yang lebar antara saat sebush kebijakar diambil dengan dampak
yang ditimbulkannya. Sedangkan kantor pajak kecil memiliki interval yang
pendek antara terjadinya dampak kebijakan dengan saat pertama kali kebijakan
tersebut diimplementasikan.

* Fannany Priambodo Mukti, 2007, h. 56-57.
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Sementara itu | Made Hari mengidentifikasi bahwa kantor pajsk yang

telah di”modern™ken sangat cfisien dibandingkan kantor yanp masih belum

menerapkan reformasi birokrasi. Selain itu, 1 Made Hari juga mengidentifikasi

juga bahwa efisiensi kanior pajak dipengaruhi oleh kualitas SDM, prosedur, dan

infrastruktur kantor, Selain itu penerapan kode etik dan perbaikan remunerasi

merupakan bagian yang penting tidak hanya dalam peningkatan efisiensi, namun

juga pengurangan praktik korupsi di sistern perpajakan Indonesia.

Sedangkan Fapanny (2007) menganalisis efisiensi relatif unit-unit DJP di
seluruh Indonesia sepanjang tahun 2006 dan 2007 (merupakan periode
modernisasi) yang meliputi tiga jenis kantor, vaitu: Kantor Pelayanan Pajak
(KPP}, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak {(Karikpa), Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).

Tabel 2.4, Perbandingan Penelitian Sejenis Terdahulu

Penunlis

g ; 9 - Spesifiknsi
{ié:;?gf;} Subjek Yariabel Tnpai VYarigbel OQutpat Metodologi
Worthiagten Efisienst - Permuaban populest; ¢ Jumlsh eplikasi pembangunan |« DEA
& Dolleryf Perencanzan dan - imiicx pembangunan; gadung (building applicaion);
2008 Fungsi Regulusi b sungitivitas . Sumfah aplikasi
nade Pemerininh linghkungan, pergembangan (development
Lokal & - clistribusi populasi; application);
Australin/New - biays perencanaan dan
South Wales regulasi;
b hiaya legal;
L jupidah staft
Forsuid, Efsienst dan v Biaya, termasok bisya + Jumiah SPT {isy refurmn) « DEA,
Kittelser: dan | produktifitas kantos | tenaga kegge karvawan dan pensiunan; dengan
Lindseth/ pijak Norwegis {manpower); - Jumbah penyclesatan pendekalan
2005 - Bitays kantor dan komplain; boothsteap
perjetanas; - Jumish SFT Non-Incomarsted
Bustness;
L jumish 8PT Kerporasi; * Malmuist
- Jumish Pendeflaran
Paig/Salaly
- Pemindaban lempat ierdallar
i Made Eiisionsi Kanfor - Anggparan; - Rasio pencapaian larged s DIEA
Harif 2006 Paiak Besar fLarge  + hunleh Pepawai, penerimaar;
Tax Payer Oificse b Jumfsh WE (P, - Rasio penyeiesaian keberatan;
LTC) dan Ranuw - anlsh WP Badung . Hasio ketestan pelaporan SPT;
wilayah fLarge - Rasic penyclesaian
Taxpayer Reglons] pemeriksaan.
Office-LTROY o}
Indoncsia pada
masa reformast
admitistrasi

Universitas Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009




Tabel 2.4 (Sambungan)
Perbendingan Penclitian Sejenis Terdahulu
Penulis . : .
{instifusi} Subjek Variabel fopat Yarisbel Gutpri fﬁe{ft?;?’i
{uhuny B
Fanunny Efisiensi - Banyaknys 8OM - Ekstensifikast WP 0P, *» DEA
Priambade | penpcluaran {pepawal} - Coverage rasio PBB, » Tohit
Muktl/ radza kantor - Bosarmnys shggacn - Rasic Penyampaian SPT
2007 pejakdi - Besamys tunjangan Tahunan Badan,
Indonesia pada {ambahan untuk - Rasio Penyampaian SPT Maga
{ahun 2006 pegawai PPN.
(3 input) L. ¥epatuhan Pelunasan PRE,

- Assesment Seles Ratio.

I Efsiensi Pemeriksann,

 Efisiensi Keberatan,

- Efisiensi penyelesaian

Penpurangsn PBB & BRHTE.

- Efisicnst Penyelesaipn Restitogd

PPh

- Efisiensi Penyelesaizn Restitusi

PPN

- Efizionst Pencaican Tangpaian,

- Penecziren Keietapas PRE,

- Pencgiran Tunggakar PBB &

BFHTB.

 Rasio Keberatan terhadap SKP

PPh Badan.

- Rasin Keberaian terhadap SKP
Pot/Put PPh.

. Rasio Keberatan terhadap SKP
PPN & PPrBM.

- Rasio Kebormian ierhadan SKP

PRB.

- Rasic Keberatan tochadap SKP

BPHIB

(21 inpul)

Penelitian Fananny dalam mengukur efisiensi tersebut menggunakan
empat skenario, yaitu: (mengukur efisienst KPP Smaill Tax Office (§TO) dan
KPP di wilayah Jakara, (2)mengukur efisiensi KPP Non-Modern, (3)mengukur
efisiensi KPP STO dan KPPBB, dan (4)mengukur efisiensi KPP STO dan
Karikpa. Variabel input bagi masing-masing skenario pun berbeda, mengingat
fungsi dan tugas masing-masing kantor tersebut berbeda. Penelitiannya
menyimpulkan bahwa kantor yang telab modern kurang efisien dibandingkan
dengan kantor yang belum mwodem dan akhirmya Mukti menyimpulkan bahwa
kineria dari kantor modern baru akan terlihat dalam waktu yang lebih lama,
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1, Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif denpan menggunakan metode Data Envelopment
Analysis (DEA). Untuk langkah-langkah delam penelitian, tesis inl mengadaptasi
sebagian tahapan penelitian Muhammad Hafizh (2000) dan Fannany Priambodo
Mukti pada awal peaelifian. Pemilihan DEA sebagai metode dalam penelitian
dikarenazkan DEA mampu mengakomodasikan satuan-satuan dari variabel-
variabel input dan oufput yang saling berbeda dan mampy membandingkan secara
iangsung efisienst setiap Decision Making Unit (1DMU)-nya.

3.2, Tahapau Penclitian
Penelitian dalam fesis ini dilakekan melalul tahapan-tahapan sebagai
berikut:

1. Pertama, mengidentifikasi Deeision Making Unit (DMU) yang akan dijadikan
cbiek penelitian,

2.‘ Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor input dan output yang skan Jdiuit untuk
menjadi variabel input dan output dalam model penelitian,

3. Ketiga, menguji variabel kedalom model melalui uji korelasi untuk dapat
menentukan variabel dan input dan output mana yang bisa dimasukkan
dalam model DEA.

4. Keempat, melakukan pengujian terhadap variabel input dan output vang
dipilih dengan berbagai pengujian, yaitu: pengujian atas (batasan) jumiah
variabel input dan variabel cutput terhadap jumlah DMU dan juga uji korelasi
antar variabel input dan variabel output.

5. Kelima, menentukan tipe model DEA mana yang akan dipakai dalam analisis
dan melakukan penglitungan efisiensi dengan menggunakan bantuan
software EMS,
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6. Keenam, menganalisis efisienst kinerja UPK berdasarkan output tabel DEA
setiap populasi, kemudian menentukan benchmark dan target input bagi UPK
yang tidak efisien.

7. Ketujuh, melakukan analisis antar skenario dan periede waktu dengan

menggunakan pengujian statistik non-parametrik.

3.3. Unit Penelitian {Decivion Making Unif)

Basis data dalam penelitian ini, disebut juga Decision Muking Unit (DMU)
atau Unit Pengambilan Keputusan (UPK), adalabh KPP-KPP dalam lingkungan
Kanwil DJP Jakarta Khusus veng berjurnlah sembilan KPP; XPP-KPP di dalam
Kanwil DJP WP Besar, yang terdiri dari: KPP Wajib Pajak Beser (Large Tox
Office-L.10) Satu dan KPP Wajib Pajak Besar (LTO) Duz serta KPP BUMN;
ditanibah dengan satu KPP Madya, yaitu KPP Madya Yakarte Pusat.

KPP-KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan juga KXP
Madya Jakarta Pusat dipilih karena unit-unit tersebut mempunyai kesamaan
karakteristik dengan dikategorikannya KPP tersebut sebagai KPP Madya, sistem
administrasi yang sudah dimodernisasi dan juga kesamaan letak geografis
(terletak @i ibukota Jakarta). Sementara itu, KPP LTO Satu dan KPP LTO Dua
dipilih karenaz keduanya mem;;akan pilot profect yang akan digunakan sebagat
pembanding (dengan kesamaan pada fakior lainnya juga). Dengan demikian,
KPP-KPP tersebut yang merupakan DMU atau UPK felah memenuhi  asumsi
dalam pengukuran efisiensi dengan metode DEA, yaite homogenitas. Makna
bomogenitas itu sendiri adatah setiap UPK atan DMU terscbut memiliki sember
daya (input) yang zama untuk menghasilkan keluaran {output) vang sama pula.

UPK yang akan dievaluasi hanya terdiri dari tiga belas KPP, karena KPP
Madya vang telah modern dan beroperasional per 1 Januari 2006 baru berjumlah
sebelas KPP {sepuluh KPP di Kanwil 12JP Jakarta Khusus termasuk KPP BUMN
plus KPP Madya Jakarta Pusat), ditambeh dengan KPP L. TO Satu dan KPP LTO
Dua. Dengan demikian, total UPK yang diteliti menjadi tiga belas KPP,

3.4, Jenis daa Sumber Data
lenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari DIP (data internal). Data berkaitan dengan varisbel input berasal
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dari Kanlor Pusat DJP yang telah diclah. Data biaya tunjangan pegawai dan biaya
operasional diperoleh dari Bagian Kevangan Kantor Pusat DJP, sementara data
jumlah pegawai diperoleh dari Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJP. Data-data
variabel output yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari Key
Performance Indicaters (KPl) yang diperoleh dari sistemn intranet DIJP
sebagaimana telah dibahas pada Bab 2.

Jangka waktu penelitian yang juga merupakan rentang waktu data yang
digunakan adaleh doa iahun, karena semua KPP-KPP tersebut modern pada akhir
tahun 2004 dan tahun 2005 (untuk KPP Madya Jakarta Pusat), sehingga data yang
akan digunakan diambil sejak tahun 2006. Hal ini juga dimaksudkan agar data-
data yang dipakai mampu menangkap secara keseluruhan proses kinerja yang
dilakukan oleh kantor-kantor tersebut. Dari pemihihan data yang ber-time lag 2
talmin ind, penulis memilib periode penelitiar dua tahun terakhir, yaitu periode
2006 hingga 2007,

Secara keselurohan skan terdapat empat pericde waktu penelitian karena
data merupakan data semesteran, yaitn: semester 1 tahun 2008, semester 1 tahun
2006, semester I iahun 2007 dan semester II tahm 2007. Argumentasi yang
mendukung pemilihan pericde data penelitian adalah karena Kanwil DIP Jakarta " '
Khusus dan sembilan KPP dalam lingkungan Kanwil DIP Jakarta Khusus mulai
beroperasi pada bulan Agustus dan Oktober 2004, sementara KPP Madya Jakarta
Pusat per 1 September 2004%%, sehingpa data yang tersedia untuk pengukuran
efisienst dan kinerja telah tercakup dan lersedia dengan lengkap pada periode

tersehut,

3.5, Identifikasi Variabel Imput dan OQuaiput Model

Proses identifikasi yang menghasilkan variabel input dan output dalam
model pengukuran efisiensi ini merupakan proses terpenting karena hasil evaluasi
kinerja dari setiap UPK yang diteliti akan sangat tergantung dari penentusn
pemiliban variabel input dan output yang akan dipakal. Pada dasamya pilihan
variabel ioput dan output bersifat umik untuk sefiap kasus, tergantung pada
tipe/model produktifitas vang digunakan, konteks operasi dari unit yang dianalisis

3 Berdasarkan KMK nomor: 254/KMEK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004
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dan berbagai faktor yang bersifat exogenous. Purwantoro (2003} pada prinsipnya
mensyaratkan Jsofonicity dalam pemilihan variabel input dan oulput. Sementara
Thanassoulis (2001) menyatakan bahwa hubungan antar variabel input dan ouiput
harus didasarkan pada sifat exclusivity dan exhaustiveness. Exclusivity berarti
antara satu input dan input yang lain bukan merupakan inpwl yang sama atau
dengan kata lain tidak memiliki korelasi; begitu puia halnya dengan output.
Sementara exhaustiveness ariinya, entara input dan output harus memiliki
hubungan dimana iaput yang dipillih harus benar-benar merupakan variabel yang
memang mempengaruhi outpul yang dipilth. Untuk menjamin adanya excliusivity,
salah sata caranya adalah dengan uji korelasi antar-input dan antar-outpot,

Pemilihan variabel input dan output juga menjadi sangat penling
mengingat resiriksi jumlah input dan oufpui dimana jumlah DMU harus
memenuhi minimal tiga kali jumliah variabel input dan varizbel output dengan
tujuan degrees of freedom. Semakin sedikit junlah variabel input dan veriabel
output, maka hasil pengukuran tingkat eofisiensi aken lebih terfamin. Akan tetapi,
syarat ini dapat diperlenak dengan mengasumsikan bahwa variabel di lear
variabel pengukuran tidak akan merusak hubungan proporsionalitas nilai variabel
input dan output yang digunakan antar UPK.

Variabel input yang digunakan dalam studi Forsund, Kittelsen, dan
Lindseth (2003) adaiah biaya teniaga kerja dan biaya perjalanan dinas, sedangkan
vartabel outpul yang digunakan adalsh jumlah SPT yang dilaporkan, jumlah
penyelesaian komplain, jumlah pendafiaran palsu/salah dan jumlah pemindahan
termpat terdafiar. Variabel input biaya tenaga kerja yang digunakan oleh Forsund,
Kittelsen, dan Lindseth diadaptasi dalam awal tesis sebagal variabel jumlah
tunjangan, Sedangkan variabel input blaya perjalanan dinas tidak digunakan
karena telah termasuk dalam jumlah biaya operasional (total anggaran) per kantor
yang digunakan sebagai variabel input lainnya. Untuk variabel output, yang dapat
diadaptast adalah jumlah SPT yang dilaporkan {(dalam bentuk rasio), sedangkan
variabel output lainnya tidak dapat diadeptasi karena pada praktek di Indonesia,
perpindahan tempat terdafter dan jumlah penvelesaian komplain belum pernah
didata/diadministrasikan dengan teliti,
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| Made Hari menggunakan variabel input lebih banyak daripada Forsund,
Kittelsen, dan Lindseth dengan memasukkan variabel jumlah pegawai, jumlah WP
Orang Pribadi Terdaftar dan jumlah WP Badan Terdaftar selain variabel anggaran.
Sementara, penelitian ini mengadaptasi variabel input jumlah pegawai dan
anggaran (biaya operasional) dalam penelitian ini karena dalam teori produksi
Cobb-Douglas, fungsi produksi merupakan fungsi dari dua variabel, yaitu: tenaga
kerja (L-Labour) dan modal (K-Kapital). Sedangkan variabel input jumlah WP
Orang Pribadi dan WP Badan Terdaftar tidak digunakan sebagai input karena
variabel tersebut seharusnya merupakan variabel output dan bukannya variabel
input. Untuk variabel output, I Made Hari menggunakan rasio pencapaian target
penerimaan, rasio penyelesaian keberatan, rasio ketaatan pelaporan SPT dan rasio
penyelesaian pemeriksaan. Dari | Made Hari, senada dengan Fananny, penelitian
ini mengadaptasi rasio ketaatan pelaporan SPT dan rasio penyelesaian
pemeriksaan sebagai variabel outputnya.

Penggunaan rasio pencapaian target penerimaan dinilai kurang tepat
karena penerimaan pajak lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daripada
usaha otoritas perpajakan. Sedangkan fungsi otoritas perpajakan adalah penegakan
hukum ﬂawI enforcement) atas peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua peneliti menggunakan DEA sebagai alat analisis. Hasil dari analisis
DEA tersebut oleh I Made Han dilanjutkan dengan analisis statistik deskriptif.
Sementara Forsund, Kittelsen dan Lindseth menggabungkan teknik booth
strapping dan perangkat Malmgquist sebagai pengujian antar waktu. Kedua
penelitian di atas tidak bertujuan untuk mengidentifikasi/menguji model mana
yang lebih memiliki validitas, sehingga tidak dilakukan uji statistik terhadap

fungsi atau hubungan input dan cutputnya.

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.6.1.Variabel Inpuf

Varibel input ditentukan berdasarkan identifikasi atas sumber daya yang
dipakai dalam proses produksi. Jadi, variabel input yang digunakan harus
mencakup keseluruhan sumber daya. Setiap UPK mempunyai jenis input yang

sama satu dengan yang lainnya. Sebagai tahap awal, penelitian ini akan
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mengetenpgahkan tiga variabel, yaitu jumlah tunjangan pegawai, biaya operasional
dan jumiah pegawai yang dapat dijadikan variabel inpul, yang pada akhirnya akan
diuji lagi dengan uji korelasi untuk menentukan dua vaniabel input yang paling
cocok digunakan dalam penelitian wni. Penggunaan dua variabel input discbabkan
keterbatasan jumlah populasi tersedia yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Fumlsh tunjangan pegawal meliputi seluruh biaya tunjangan khusus yang
berasal dari dana Anggamn Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) vang
terpusat dan terkontrol padz Departemen Keuangan. Tunjangan pegawal juga
merupakan jumiah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan
golongan, grade, jabatan/posisi dengan juga memperhitungkan jam kerja pegawai,
sehingga secara tidak langsung mencorminken pula jumlah pegawai vang
berpotensi menghasitkan output. Semakin tinggt golongan dan jam ketja pegawai,
maka semakin besar juga tunjangan yang diferima yang selanjutnya akan
berdampak pada keluaran {output) yang makin meningkat.

Biaya operasionsl secara umum mencerminken ukuran dan besarnya
sumber daya yang dimiliki, vaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan
aktivitas/kegiatan operasional suatu UPK/ DMU, Semakin besar biaya operasional
yang dikeluarkan nntuk spatu UPK/ DMU, maka semakin besar pulalah output
yang dihasilkan. Contoli: biaya pengadasn formulir-formuliz, biaya
listrik/nir/telopon, biaya jasa kebersihan dan pomeliharaan pedung, biaya
gosialisasi (WP) serfa biaya-bigya lain yang bersifat rutin. Tidak termasuk i
dalamnya: biaya gan dan tunjangsn, biaya pengadaan proyek dan biaya lain yang
bersifat insidentil.

Iumlab pegawal adalah jumish rata-rata pepawal sepaniang tahun di suate
KPP, yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS} maupun Calon
PNS (CPNS) dan telah mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP), Jumiah pegawat
dipertimbangkan sebagai variabel input karena --sebagaimana telah dibashas di
muka-- dalam teori produksi Cobb-Douglas, fungsi produksi merupakan fungsi
dari dua variabel, yaitw: tenaga kera (L-Labour) dan modal (K-Kapital). Dengan
demikian, apabila jumlah pegawai meningkat, jamiah produksi {cutput) yang
dihasilkan diharapkan gkan meningkat pula,
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3.8.2.Variabel Output

Variabel ouiput mencakup keseluruhan hasil operasi dan ditentukan
berdasarkan identifikasi atas sumber daya yang digunakan dalam proses produksi.
Dengan memperhatikan jumiah UPK/ DMU yang dievaluasi, penelitian ini hanya
akan menampilkan dua variabel output yang dianggap paliog sesuai, yaitw
(1)rasio ketaatan pelaporan SPT dan (2)rasio penyelesaian pemeriksaan.

Rasio ketaatan pelaporan 8PT merupakan hasil bagi dari SPT Tzhunan
PPh Badan yang dilaporkan oleh para WP Badan dengan jumizh WP Badan yang
terdaflar pada KPP yang bersanpkatan. Rasio ini tidak hanya mesunjukkan tingkat
kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT, namun juga merunjukkan kinerja unit
tersebut untuk mengedukasi/melakukan upaya penyuluhan dan himbanan agar WP
memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan,

Rasio penyelesaian pemeriksaan merupakan indikator kinerie atas upaya
pemeriksaan yang dihasilkan, vang merupakan hasil pembagian dar jumleh
pemeriksaan yang telah selesai dengan jumlah tenaga pemeriksa yang ada pada
KPP yang bersangkutan. Atlau dengan kata lain, rasio ini mepunjukkan berapa

rata-rata tiap fenaga fungsional pemeriksa pajak dalam kurun satu semester
menyelesaikan pepugasan pemeriksaan,

Vaniabel rasio penyampaian SPT  tersebut juga dipilih  dengan
mempertimbangkan kontribusi  positif input terhadapnya dan kemampuannyz
dalam menjelaskan seluruh tugas, pokok den fungsi yapg dimiliki oleh kantor
pajak, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan peayuluhan, serts fungsi
kepatuhan ckstemnal. Rasio ketaatan pelaporan SPT dianggap sebagai hasil kinerja
DIP dalam melaksanakan fungsinya karena mencerminkan tingkat kepatuhan
formal Waiilb Pajak dalam menerapkan sistem pemungutan pajak  “self

assessment ™.

> Sistem self assessment adalah sistem permungulan pajak yang berlaku di Indonesia, yang berarti
Waiib Paisk diberi kepercayaan untuk menghifung, memperhitungkan dan membayar
sendiri pajek yang terulang sesuai dengan keleniuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara
teratur jumiah pajak yang ferutang dan vang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam
perataran perundang-undangan perpajakan,
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Sementara itu, variabel rasio penyelesaian pemeriksaan/rasio efisiensi
pemeriksaan yang mengukur efisiensi pemeriksaan menunjukkan kinerja DJP

(pegawai pajaknya) dalam melakukan fungsi pemeriksaan.

3.7. Pengujian atas Variabel Input dan Qutput

Selanjutnya, beberapa pengujian perlu dilakukan terhadap variabel input
dan variabel output yang sudah dipilih untuk memenuhi semua persyaratan yang
diperlukan dalam mengukur efisiensi dengan metode DEA ini. Pengujian-
pengujian tersebut adalah:

a. pengujian atas jumlah variabel input dan variabel output,
b. pengujian korelasi antar variabel input dan variabel output,

Pengujian atas jumlah variabel input dan output mensyaratkan jumlah

minimum UPK/DMU yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu mengikuti
formulasi:**
3 X (jumlah variabel input + jumlah variabel ocutput) < jumlah UPK/DMU
Formulasi tersebut menyatakan bahwa jumlah UPK/DMU yang digunakan
sebagai objek penelitian minimal adalah tiga kali jumlah dari variabel input dan
output. Pengujian ini dilakukan untuk memenuhi degrees of freedom.

Sementara itu, pengujian korelasi antar input dan output menentukan ada
tidaknya korelasi yang kuat antar input atau antar output untuk menjamin
dipenuhinya asumsi exclusivity. Apabila suatu variabel, baik input maupun output
memiliki korelasi yang kuat, maka itu berarti antara masing-masing input atau
masing-masing oufput ataupun antara input dan output saling berhubungan erat

yang akan mengakibatkan hasil penghitungan menjadi bias.

3.8. Formulasi Model dan Software DEA yang Digunakan
Seperti yang telah dibahas pada Bab 2, model dapat berorientasi input atau
output. Model berorientasi input bila model bertujuan untuk mencari kombinasi

penggunaan input yang paling minimal dalam menghasilkan tingkat output

M William W. Cooper, Lawrence M. Seiford dan Kaoru Tone (2000). Data Envelopment Analysis:
A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. P.
252. (Massachusetts: Kluwer Academic Publisher, 2002).

Universitas Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



46

tertentu. Sementara di sisi lain, suatu mode! dikatakan berorientasi oulput apabila
model bertujuan untuk mencari kombinasi pencapaian output maksimal dengan
tingkat input tertentu.

Penelitian ini akan menggunakan model yang berorientasi input dengan
maksud untuk mengetahui kinerja KPP-KPP yang berada di dalam Kanwil DJP
Jaya Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat serta KPP-KPP Wajib Pajak Besar
berdasarkan faktor penggunaan sumber daya yang tepat (karena keterbatasan
sumber daya tersebut), yang meliputi: biaya operasional dan jumlah pegawai.

Selain itu, perlu juga ditetapkan asumsi yang dipakai dalam penelitian
untuk melihat hubungan antara variabel input dan variabel output. Hubungan
tersebut dapat berupa constant refurn to scale (CRS) maupun variable return to
scale (VRS). Asumsi CRS mengindikasikan kondisi dimana jika jumlah input
ditambah sebesar 100%, maka akan mengakibatkan jumlah output bertambah juga
sebesar 100%. Sedangkan asumsi VRS mengindikasikan kondisi dimana
penambahan proporsi jumlah input tidak selalu diikuti dengan penambahan
outputnya dengan proporsi yang sama, tetapi bisa saja bertambah lebih besar,
lebih kecil ataupun sama dibandingkan dengan proporsi penambahan inputnya.
Jika lebih besar dinamakan jncreasing return to scale, dan jika lebih kecil
dinamakan decreasing return to scale.*®

Pada awal penelitian akan digunakan kedua asumsi tersebut sebz;gai
perbandingan awal dan pembuktian bahwa hasil pengukuran efisiensi dengan
asumsi CRS menghastlkan DMU efisien lebih sedikit dibandingkan pengukuran
efisiensi dengan asumsi VRS. Dengan kata lain, DMU efisien dengan asumsi CRS
pasti juga efisien dengan asumsi VRS. Akan tetapi, pada analisis efisiensi
selanjutnya, hanya akan digunakan asumsi VRS dengan pertimbangan bahwa
VRS lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dimana setiap
penambahan input suatt KPP Madya, tidak selalu menghasilkan peningkatan
output secara proporsional.

Dalam analisis, pengukuran efisiensi dengan model orentasi input dan
asumsi CRS diinisialkan dengan Input-CCR, sebagaimana dipopulerkan oleh

Chamnes, Cooper dan Rhodes. Sementara pengukuran efisiensi dengan model

3 fbid, p.102-103.
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origptast inpul dan asumsi VRS diinisialkan dengan {nput-BCC, yeng merupakan
singkatan penernunya, yaitu Banker, Charnes dan Cooper.

Dalam membantu penghitungan nilat efisiensi dari setiap DMU dapat
digunakan bantvan saffware. Telah banyak program soffware yang dikembangkan
dan dapat dengan mudah dan bebas diakses. Scbagal contoh adalah soffware
Frontier Analyst, Warwick DEA, EMS, DEAP, dan sebagainva.

Penelitian ini menggunakan software BEMS (Efficiency Measurement
Systemy versi 1.3. EMS merppaskan suatu sgffware vang dikembangkan oleh
Universitas Dortmund di Jerman dan dapat dengan bebas diakses melalui website

hits/Avase o wisoans<donmuand de/lshor/schecl/ems. Software tersebut memiliki

kelebihan karena saangat mudah digunakan oleh pengpuna (easy user) dan dapat
digunaken vntuk kasus DMU, input dan output yang banyak jumlahnya. EMS
dapat menyelesaikan XKasus dengan lebih dari 5.000 DMU dan 40 input dan

output.

3.9. Skenario Analisis

Pengukuran komparatif atas cfisiensi KPP-KPP tersebut akan terbagi
menjadi dua skenario besar, yaitu:

1. Skenario 1, dimana pengukuran efisiensi dilakukan di antara KPP Madys di
dalam Kanwil DIP Jakarta Khusus ditambah satu KPP Madya, yaitu KPP
Madya Jakarta Pusat dan jugs KPP di dalam Kanwil DJP WP Besar;

2. Skenario ¥, dimana pengukuran dilekukan hanya di antara KPP Madya di
dalam Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP di dalam Kanwil DIP WP Besar.

Jadi, skenatio 1 memasokkan tiga KPP di dalam wilayah Kanwil DIP WP Besar
dan KPP-KPP vang beradz dalam wilayah Kanwil DJP Jazkarls Khusus vang
berjurnlah sembilan, ditambah dengan satu KPP Madya, yaitu KPP Madya Jakarts
Pusat. Dengan demilian, jumlah KPP vang diteliti ada 13 KPP. Sementara
skenario 2 hanya memasukkan KPP.KPP yang berada di dalam kewenangin
Kanwil DIP Jakarta Khusus dan KPP-KPP di dalam Kanwil DJP WP Besar tanpa
KPP Madya, schingpa total KPP vang diteliti adalah 12 KPP, lebih sedikit
daripada skenario 1.
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Selanjutnya, masing-masing skenario di atas dibagi lagi menjadi empat
periode waktu, yaitu: semester [ tahun 2006/periede [, semester [ tzhun
2006/periode I, semester 1 tahun 2007/periode M1 dan semester II tahun
2007/perinde IV, Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat delapan skenario
vang akan digunakan dalam peselitian ini. Pembagian ke dalam empat periode
waktu ini, selain karena data kedua variabel outpul yang tersedia adalah data
semesteran, juga dimaksudkan agar tren atau pola efisiensi yang dihasilkan

dengan metode ini dapat diketahui,

3.16. Pengujian Hipotesis

Selanjuinya, pengujian statistik digupakan untnk membandingkan nilai
efisiensi antara beberspa kelompok KPP, Pengujian yang digunakan adalah uji
Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitaey.

3.10.1, Pengujian Friedman

‘i}'ji Friedman dilakukan untuk melakukan pengujian perbandingan lebih
dari dua kelompok berpasangan. Hipotesa nol (Hg) pada uji Friedman adalah
keseluruhan kelompok berpasangan tidek memiliki perbedaan yang signifikan.
Pengujian ini sekurang-kurangnya héms menggunakan data ordinal. Data

berpasangan adalah data yang berasal dari objek yang sama, Penghitungar dalam

pengujian ini menggunakan nilai rangking.

= kY (- + 2
Pt
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Masing-masing skenario dalam penelitian ini memiliki dva hipotesis. Dalam
skenario pertama maupun kedua, hipotesis nol (Hs) yang digunakan adalah tidak
ada perbedaan mear efisiens] antara periode I, periode II, periode Il dan perinde
V.

3.10.2, Pengujian Wilcoxon

Sementara itu, untuk melakukan pengujian perbandingan dua kelompok
berpasangan untuk mengetahui arah dan besar (magnitude) velatif perbedaan ity,
digunakan ujfi Wilcoxon. Hipotesa nol (Hg) pada uwji Wilcoxon adalah kedua
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kelompok berpasangan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pengujian ini
menggunakan sekurang-kurangnya data ordinal (Siegel, 1990).

s izér(ﬂﬂéo = i(l ~Z; )?’(qﬁ’:n

imd f=2

Prosedur yeng dipekai dalam menetapkan signifikansi harga T yang
diobservasi bergantung pada pemilihan N sebagai berikut:

&  Jika ¥ <=25, Tabel G menyajikan harga — harga T untuk berbagal ukuran N.
Jika harga T yang diobservasi adalsh = atau < dari harga vang dibedkan
dalam tabel ity, vatok suatu tingkat signifikansi tertentu dan N tertentu, maka
Hy ditolak.

X
I [ AL
Dibawah hipotesis, Zi adalah saling bebas dan identik variabel acask
berdistribusi Bernauli dengan P{(Zi = 1) = (P{Zi = 0) = 1/2 sedemikian
sehingga BE(Zi) = % dan var (Zi) = Y%. Dengan fakta bahwa T+ pada
persamagn diatas adalah kombinasi linier dari variabel acak tersebut maka
mearn dan variansi dapat dihitung, yaita:

e g =320 o

in'2 2 4

dan

L W0 NN+
Var(7*| Hyy = 3 L= HEX

=g
ECT) = oy ETp=p: va(T=pi—-p’ va(Tp=p-p)
cov(Ty T} = Py~ pipz cov(Ty Tig) = pa— ps’ eov{Ty Do) =0
B = NR(T) + -~ = Nppr YYD
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b. Jika N > 25, hitunglah hargs z scbapaimana didefinisikan oleh mmus di
bawah ini. Lalu teatukan kemungkinan yang berkaitan dengan kemunculan
harga z itu di bawah Hp dengan melihat Tabel z. Untuk suatu tes dua sisi,

H
H
H

kalikan dua p yang ditunjuk i, Bila p yang diperoleh dengan cara ini sama
dengan atau kurang dari o, maka Hg ditolak.

_ AT ~N(N=+D
JIN(N + DN +1)/3

_NWVDRN+D 200 -D)
24 48

Var{T'| Hy)
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Hipolesis dalam penclitian ini lerdapat tiga hipotesis, yaitu: perbandingan
reriode Semester 1 2006 dengan Semester H 20086, perbandingan Semester |1
2006 dengan Semester | 2007 dan perbandingan Semester I 2007 dengan
Semester 1 2007, Hipotesis nol (Hg) yang digunakan adalah tidak ada
perbedaan mean efisiensi antara Semester I 2006 dengan Semester 11 2006,
tidak ada perbedaan mean efisiensi antara Semester 1 2006 dengan Semesier
12007 dan tidak ada perbedaan mean efisiensi antara Semester [ 2007 dengan
Semester It 2047,

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif

{3 Jika ¥, <X, untuk i=12,.,m, j=12..,n
i Vo

dua sampel independen bila datanya berbentuk sekurang-kurangnya ordinal. Bila
dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, maka perlu diubah dulu ke
dalam data ordinal. Bila data masih berbentuk interval, bisa menggunakan t-test
untuk pengujiapnya, tetapi bila asumsi t-test tidak dipenuhi (misalnya data harus
normal), maka test ini tidak dapat digunakan.

g Jika ¥, > X,

Variabel diatas adalah variabel Bernauli dengan momen:

B(Di) = (D) =p  var (D) = p(l-p)
cov (D D) =0 untuki#hdanj=k

cov cov
ek PoP=pi=p" (DD =p=p’

B(U)= 33 £(D,)=mnp

ek
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Var (U) = mnp(1-p) + mn(n-1)(pl - p*) + nm(m-1)(p2 ~ p°) =
mn (p - p* (N-1) + (p-Lpl + (m-1)p2).
E(U/m»n) = p dan var (U/mn} —> 0.

f,() = B(U=1) = 722
‘-,

Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian, vaitu umaus I dan 11, kedua
rumus tersebut digunakan dalam penghitungan, karena akan digunakan untuk

mengetahui harga U mana vang lebih kecik Harga U yang lebih kecil tersebut
yang digunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan U tabel.

Ui = N, +w__g]
2
U, = nyaaacit A

n; = jumiah sampel 1

n2 = jurnlah sampel 2

1J; = jumlah peringkat 1

U, = jumlah peringkat 2

Ry = jumlah rangking pada sampel ny
Ry = jumlah rangking pada sampel i,

mn(N +1)

(U Hp) = %’1 var(UjHg) = 7
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Uji statistik ukuran besar maka menjadi

U-mni?2

Jmn(N +1)/12

Z=

Data yang memiliki nilai sama atau Ties menggunakan penghitungan variansi

berikut:

Var(UrlHg) = ™ +D {1_ il ]

12 NN -1)

Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis untuk masing-masing periode, yaitu
pada semester I tahun 2006, semester II tahunr 2006, semester I tahun 2007, dan
semester II tahun 2007. Dalam keseluruhan periode, hipotesis nol yang digunakan
adalah tidak terdapat perbedaan mean efisiensi antara skenario pertama dan

skenario kedua.

3.11. Analisis Antar Skenario dan Periode Waktu

Dalam pengujian Friedman dilakukan perbandingan periode I (semester |
tahun 2006), periode II (semester II tahun 2006), periode ITI (semester I tahun
2007) dan periode IV (semester II tahun 2007). Dalam uji Friedman ini terdapat
dua hipotesis yang digunakan untuk masing-masing skenario (skenario 1 maupun
skenario 2).

Untuk skenario 1 maupun skenario 2, hipotesis nol (Hg) yang digunakan
adalah: tidak ada perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi nyata antara
semester [ 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan semester II 2007.
Sementara hipotesis alternatifnya (Hi)nya adalah: terdapat perbedaan rata-rata
nilai (;mean score) efisiensi antara semester I 2006, semester II 2006, semester 1
2007 dan semester I1 2007,

Jika dalam pengujian ini terdapat perbedaan antar kelompok, maka
dilanjutkan dengan pengujian perbandingan antar pasangan waktu yang
berdampingan menggunakan pengujian Wilcoxon untuk mengetahui periode
waktu mana yang benar-benar berbeda. Pengujian Wilcoxon menguji

perbandingan efisiensi antara semester I tahun 2006 dengan semester Il tahun
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2006, perbandingan semester 11 tahun 2006 dengan semester | tahun 2007 dan
perbandingan semester | tahun 2007 dengan semester i tahun 2007,

Sedangkan pengujian Mann Whitney digunakan untuk membandingkan
efisicnsi antara skenario 1 dengan skenaric 2 di masing-masing periode, yaitw
antara semester I tahun 2006 pada skenario 1 dengan semester | tahun 2006 pada
skenario 2, antara semester 11 tahun 2006 skenario 1 dengan semester 11 tahun
20006 skenario 2; antara semester [ tahun 2007 skenario 1 dengan semester [ tahun
2007 skenario 2; dan terakhir, antata semester II tahun 2007 skenario 1 dengan
semester i1 tahun 2007 skenario 2.

Dengan demikian, terdapat tiga hipotesis besar yang digunakan dalam
penelitian ini. Ketiga hipotesis besar beserta hipotesis kecilnya dinyatakan sebagai
berikut:

1. Hipotesis I (Uji Friedman), yang terdiri dari dua hipotesis kecil, yaitu: hipotesis

unfuk skenario T dan hipotesis untok skenario 2.

« Hipotesis nol (Hg) yang dipunakan adalah: tidak {erdapat perbedaan mean
ofistensi antara semester 1 2006, semester 1T 2006, semester I 2007 dan
semester 11 2007,

» Sedangkan hipotesis aitemaﬁﬁlyé {¥1;) adalah: terdapat perbedsan mean
efisiensi antara semester | 2006, semester I 2006, semester I 2007 dan
semester 11 2007, Kedua hipotesis tersebut ada baik pada skenaric 1
maupun skenario 2.

2. Hipotesis 1l (Uji Wilcoxon) yang terdiri dan enam hipotesis kecil sebagai
berikut:

a. Hipotesis nol (Hp) yang dignnakan adalah: tidak terdapat perbedaan meon
efisienst antara semester [ 2006 dengan semester 1I 2006, Sementary
hipotesis alternatifnya (H;) adalah: ada perbedzan mean efisiensi antara
semester 1 2006 dengan semester I 2006, Kedua hipotesis tersebut terdapat
baik di skenario 1 maupun skenario 2.

b. Hipotesis nol (He) yang digunakan adalah: tidak terdapat perbedaan mean
efisiensi antarz semester I 2006 dengan semester 1 2807, Hipotesis
alternatifnya (H,) adalah; terdapat perbedaan mean efisiensi antara semester
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f§ 2006 dengan semester 1 2007, Kedua hipotesis tersebul terdapat baik di
skenario 1 maupun skenaric 2.

¢ Hipotesis nol (Hp) yang digunakan adalah: tidak terdapat perbedaan mean
efisiensi antara semester [ 2007 dengan semester II 2007. Hipotesis
alternatifnya (H)) adalah: terdapat perbedaan mean efisiensi antara semester
12007 dengan semester IT 2007. Kedua hipotesis terdapat baik di skenario |
maupun skenaric 2.

3. Hipotesis I (Uji Mann-Whitney), terdiri dari empat hipotesis kecil. Hipotesis

tersebut adalah sebagai berilaut:

s Hipotesis not (Hp) yaong digunakan adalah: fidak ada perbedaan mean
efisiensi antara skenario | dengan skenario 2.

« Hipotesis alternatifnya (H;) adalah: terdapat perbedaan mean efisiensi
antara skenario 1 dengan skenario 2.

Kedua hipotesis tersebut terdapat pada semester 1 2006, semester I 2006,

semester I 2007, dan semester 12007,
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BAB4
GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI DAN
ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA

4.1. Refarmasi Birokrasi

Sebagaimana telah diketahni bersama, Presiden RI, Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono, telah berkomitmen untuk menegakkan pelaksanaan good
governance pada semua lini pemerintahan, termasuk di sektor perpajakan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program

reformiasi birokrasi.

Departemen Keuvangan, selaku instanst induk Direktorat Jenderal Pajak,
juga telah menggulirkan program “Reformasi Birokrasi” untuk selvrub unit di
bawah Departemen Kevangan sejak akhir tahun 2008, sebagaimana dapat dilihat
pada Tabel 4.1, Reformast birokrasi Departernen Keuangan tersebut terdini dari
tiga agenda pokok, yaitu: reformasi kelembapaan, reformasi ketatalaksanaan dan
reformasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tjvan: (i)mencapai
peningkatan kinerja, (ii)good governance dan (iiijpeningkatan pelayanan publik.
Program “Reformasi Birokras]® ini sedikit banyak akan berpengaruh pada rencana

program modemisasi yang telah dirancang oleh DJP.

Tabel 4.1. Reformasi Bivokrasi Departemen Kenangan s.d. Mei 2009

ASPEK KELEMBAGAAN Tomplemeatasi

g Reorganisast dengan permbentukan:
= KPP WP Besar = 4 kentor
s KPP Madya Ceanasuk KPP Khusus) = 2[ kanter
* KPP Pratams = 2909 kanter

IBC Reorganisasi dengan pembentukan:

* 7 Bamtor Polayanan Ulama (XPLU) BC: Tanjung Priok dan Batarm,

» 3 KPPRC Tipe Mudya Pabean: Surahayn, Semarang dan Cenpitareng,
+ 2 ¥PPRC Tipe Madye Cukai: Kedin, Matang dan Kudus,

Rl KPPN Khuaus Banda Aceh don KPPN Percontolion == 37 kanter
ASPEK KETATALAKSANAAN Resplementasi

35 Layanan Ungygulan
ASPEK MANAJEMENK SBM Implementass

# fekmtmen berdasarkan kompelensi
+ Perbaiken remunerasi

Sumiber: DIP, DIBC, IPb Depariemen Keuangan
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4.2. Hasil Survei Kinerja Pelayanan Publik

Program ‘Reformasi Birokrast’ dt tubuh Departemen Keuangan ite sendin
telah dimuiai sejak tahun 2002 dan difargeikan akan selesai selurohnya pada tahun
2009, Hasil nvata dari reformasi tersebut dapat dilihat pada hasil survei
masyarakat akan kepuasan pelayanan sektor publik oleh suatu lembaga swadava
masyarakat nirlaba, vaite Transparency Intemational Indonesia (TID. Survei ini
melihat bagaimana kinerja pelaysnan publik yang dilakukan oleh berbagai instansi
pemerintahan  dalam  Service Performance Index (SPI). Survei terssbut
menghasilkan suatu angka yang disebut Indeks Pelayanan, yang nilainya berkisar
dari angka O sampai dengan 10 (skala 0-10). Semakin puas masyarakat akan
pelayanan publik, maka hasil nilal yang diperoleh akan semakin besar (menuju
angka 10). Angkas 0 berarti “peleyanan sangat buruk”, das angka 10 berart
“pelayanan sangat baik™. Adalah menarik melihat membaiknya pelayanan publik
dari berbagai instansi publik jika dibandingkan dengan pelayanan instansi tersebut
pada tahun 2004. Hampir semua instansi publik mengalami peningkatan
pelayanan seperti yang terlibat pada Tabe] 4.2.%

Sejalan dengan survei TI tersebut, survel terbaru Komisi Pemberantas
Korupsi (KPK) yang dilansir di Harian Kontan tanggal 15 Mei 2008 ialu (Tabel
4.3} menunjukken ssbelas instansi pemerintah yang memberikan  kualitas
pelayanan publik terburuk. Dengan rentang nilai 0-10 (nilal semakin besar berarti
pelayanan vang diberikan semakin baik), Departemen Keuangan boleh berlega
hati karena tidak masuk ke dalam 11 instansi yang dipublikasikan tersebut. KPK
menegaskan bahwa buruknya pelavanan publik di setiap instansi dikarenakan
korupsi yang masih mewabah & instansi-instansi itu.

* Untuk kedua kalfinya Transparency International-Indonesia (TID) mengadekan survei tenfang
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Yang pertama dindakan pads tabun 2004 mencakup
21 kota’kabupaten dengan tolal responden 1303 orang, dan pada tahen 2006 disdakan di
37 kota/kabupaten dengan total responden 1760 orang yeng diwawancars secara tatap
muka, Para responden berasal dart kalangan duniz usahs, besar, mesengsh dan kecil,
asing mauvpun aasional. Tujuen dari sarvei ini adalah mengukur ludeks Persepsi Korupsi
(IPK) di berbapal kotwkabupaten, mengukur Kuelitas pelavansn publik {Indeks
Pelayanan} dan mengakur intensitas korupsi 4 institusi publik.

I “Transparency International Indonesia. ndeks Persepsi Korupsi Indonesic 2006 (2007), . 14.
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Tabel 4.2, Indeks Kinerja Pelayanan (Service Performance Index)

Tahun 2004 dan 2006

No. Institusi 2004 2006
1 Dinas Keschatan-Pemda 5,54 5,56
2 1 Dinas Pendidikan — Pemda 5,45 5,80
3 | Dinas Tenaga Kerja — Pemda 4,82 5,68
4 | Dinas Kimpraswil - Pemda 4,62 523
5 I Pemda (Selain dinas di atas) 5,15
6 1 Insititusi untuk Pengurusan ijin usaha* 4,79 5,50
7 | Pelayanan Air (PAM} 4,98 5,54
8 | Pelayanan Listrik (PLN) 3,06 5,35
9 | Pelayanan Telepon {Telkom) 5,90 6,46
10 | Pelayanan Pajak 4,18 5,35
11 | Pelayanan Imigrasi 5,62
12 | Pelayanan Bea Cukai 3,93 5,00
13 | BUMN/BUMD lainnya (selain diatas **) 5,82
14 | Polis 3,7% 4,70
15 | Peradilan ’ 3,67 429
16 | Militer 5,35 607
17 | BPN/Badan Pertanahan Nasional 5,58
18 | BPOM : 5,38 6,00
19 | KPPN 6,09
20 | DPRD 4,02 4,75

Sumber: Tranparency International Indenesis, Februar 2007

¥ Untuk DK Jakarta, pengurusan ijin usaha ditakukan di Departeraen Hukum dan HAM, Untuk
tingkat lokal, pengurusan ijin usaha difakukan di Pengadilan Negeri,

¢ BUMN/BUMD sclain PAM, Telkom dan PLMN, Likat lampiran BUMMBUMD yang termasuk

dalam kategori inl.

Pada survei TH yang lain ditemukan bahwa jumliah interaksi korupst di
beberapa instangi masih cukup tinggi seperti: polisi (55%), peradilan (51%),
militer (53%) dan Badan Pertanahan Nasional (48%); walaupun jika dibandingkan
dengan data survei tahun 2004, angka diatas telah mengalami menurun walaupun

Universitas Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



60

relatif tidak signifikan. Yang menarik juga adalah menurunnya iteraksi korup di
beberapa instansi yang selama ini dikenal sebagai instanst yang amat kerup seperli
Pajak (menjadi 23%), Bea Cukai (menjadi 44%), Telkom (18%) dan Listrik
(25%). Selanjutnya, Tabel 4.4 dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap™

Tahel 4.3. Rangking Pelayan Rakyat Paling Bursk

Nes. Lembaga Skor
1. | Departemen Hukum dan HAM 4,15
2, | Badan Pertanshan Nasional (BPN) 4,16
3. | Departemen Perhubungan {Dephub) 4,24
4. | PT Pelabuhan Indonesia 4,76
5. | Polr 4,81
6. | Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi 4,85
7. | Deparicmen Agama 5,15
8 |PLN 5,16
9. | Departemen Keschatan 5,25
10. | Mahkamah Apgung 5,28
11. | Departemen Kelautan dan Perikaran ‘ 541

Sumber: Kamisi Pemberantasan Korupsi, Mei 2008

Beralih pada survel Tl lainnya tentang korupsi, Indeks Persepsi Korupsi
{IPK) atau Cerruption Perception index (CP1) merupakan salah satu alat yang
dibuat oleh Tramsparency Infernational untuk mengukur tingkat korupsi di
berbagai negara di dunia. Untuk menghitung IPK Indonesia, dipilihlah 32 (tiga
puiuh dua) kota sehagai sampel yang diharapkan dapat merepresentasikan seluruh
wilayah Indonesis, dari Barat sampai ke Timur., Sebagaimana terungkap dari
namanya, IPK yang dihasilkan dari survei ini merupakan persepsi masyarakat.
Persepsi secara definisi adalah realitas yang dipercaya {perceived reality), yang

*® Todung Mulya Lubis, Indeks Persgpsi Korupsi Indowesia 2006 Antara Optimisme don
Kewaspadaan (Transparency International-Tndonesia, Februard 20073, h. 4-6.
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dimiliki individu dari informasi vang terkumpul, yang kemudian diinterpreiasikan
berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya. Singkatnys, IPK merupakan
representasi dari pandangan responden mengenal tingkat korupsi di svatu daerah

di mana dia tinggal dan di Indonesia secara keseluruhan,

Tabel 4.4, Perbandingan Interaksi Korup yvang terjadi di kostitusi Publik

Tabun 2004 dan 2606
2004 2606
No. Institusi
Jomish Enteraksi | Jumlah Tnteraksi

Interakei | Korupsi | Inferaksi | Korepsi
1 | Dinas Kesehatan-Pemda 21% 14% 20% 8%
2 | Dinas Pendidikan — Pemda 13% 25% 9% 21%
3 | Diinas Tenaga Kerja — Pemda 36% 41% 23% 26%
4 | Dinas Kimpraswil — Pemda 9% 45% 6% 34%
5 1 Pemda {Selain dinas di atas) 72% 38%
6 | Insititusi untuk Pengurusan 71% 47% 21% 31%

ijin usaha*

7 | Pelayanan Air (PAM) 20% 22% 36% 18%
8 Pei&yanan Listnk {(PLN} 45% 2% 68% 25%
9 21% H4%

‘31

Pe;]ayanazz imt@l | 13% | 47%

-12* |‘Pelapdnan Bed Culai .. - voef i 16% 7 - 67%% 3o TIMREES0 4%
13 | BUMN/BUMD imn}*a 9% 10%
{sclain diatas **}
14 | Polisi 31% 70% 32%% 55%
15 | Peradilan 9% 53% 4% S51%
16 | Militer 8% 55% 4% 53%
17 | BPN/Badan Pertanahan 10% 48%
Nasional
I8 | BPOM 11% 23% 9% 16%
19 | KPPN 2% 34%
20 { DPRD 7% 38% 3% 43%

Sumben Tronporency huternational Indowesia, Fehruari 2007

Dari semua responden, 11% perusahaan besar, 25% perusehaan menengah
dan 64% perusahaan kecil im diperoleh berbagal temuan yang menarik dalam
melihat potret korupsi Indonesia. Variabel vang digunskan adalah variable
interaksi koropsi antara pengusaha dan pejabat publik terutama dalam pengadaan
barang dan jasa (procurement), variable komitmen kepala daersh dalam
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memberantas korupst dan variable suap (bribery) yang dilakukan oleh pengusaha
kepada pejabal publik. Keliga variable yang mempunyai bobot yang sama inilah
yang hasi! akhimya melahirkan Indeks Persepsi Korupsi {IPK} sebagaimana dapat
dilihat pada Gambar 4.1,

ndeks Fersepsi Korupsi

Polici [N
Pomddan B
Legnbatil [

Papol

Dunwa Usaha
ferizinan [P
Pajpk [
Penditian [N
MilerTH] _
Kosebatzn NS
OmopiiM B ;

Mediz

1 Talun 2605 @ Tahon 2008
¥eagampan R I ; l

ag 0.3 i L5 D 25 39 335 45 4.5

Gambar 4.1. ladeks Persepsi Korupsi IPK)
Sumber: Tranparency International indonesia, Februged 2657

Dalam indeks tersebut, Direltorat Jenderal Pajak menjadi salal satu unit
atau bidang kerja pemerintahan yvang dinilai sehingpa Ditjen Pajak sangat
berkepentingan atas hastl indeks ini. Berdagarkan survei IPK olch T tersebut
pada tahun 2005, bidang Pajak mendapatkan indeks 3.8 dan berada pada urutan
ke-3. Namun untuk tahun 2006 ataw = 3 tabun sejak reformasi di tubuh Ditjen
Pajak dimulai dengan peluncuran KPP WP Besar/LTO, Ditien Pajak boleh
berbesar hati, karena IPK untuk bidang pajak menurun menjadi hanyz 3.4 (turun
sebesar 0,4) yang ditkuti dengan penurunan rangiking menjadi urutan ke-7,
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4.3, Gambaran Umum Reformasi Administrasi Perpajakan Indanesia

Sejalan dengan reformast birckeasi yang diluncurkan oleh Pemenntah
khususnya Departemen Kevangan semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak
{DJP) juga 1clah meluncurkan program reformasi administrasi perpajakan yang
sifatnya sangat menyeluruh dan komprehensif {disebut dengan Modernisasi),
Program reformasi tersebut peda dasamya dapat dikelompokkan menjadi tiga
bidang, yaitu:

1. Bidang Administrasi, yang : Modemisasi Administrasi
mencakup Perpajakan Jangka Menengah.

2. Bidang Peraturan dan : Amandemen Undang-Undang
Kebijakan, yang meliputi Perpajakan.

3. Bidang Pengawasan, berupa :  Bank Data Nasional,

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good
goverrnance, yailu pencrapan sistem adminigtrast perpajakan yang transparan dan
akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan
terkini. Stratepi yang diternpuh sebenarnya cukup sederhana, yaitu pemberian
pelayanan prima sekaligus pengawasan yang lebih intensif kepada para Wajib
Pajak. Jika program modernisagt ini ditelaah secara mendalam, termasuk
perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat
bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa
perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Mengingat besarnya skala perubahan vang akan dilakukan dalam program
ini dan adanya keterbatasan resouwrces yang dimiliki, termasuk & antaranya
kevangan, sumber daya manusia, infrastuktur, maka implementasinya harus
dilakukan secara bertahap. Sebagai tehap pertama, dibentuklah Kantor Wilayah
{Kanwil) dan dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Wajib Pajak Besar sebanyak dua
buah, atau disebut juga Large Taxpavers Office {LTO), pada bulan Juli 2002
sebagai piHot profect. Kedua KPP WP Besar ini  dibentuk  nntuk
mengadminstrasikan 200 Wajib Pajak Badan terbesar di seluruh Indonesia. Pada
akhir 2003, jumlah Wajib Pajak KPP WP Besar ditambah lagi sebanyak 100
perusahaan sehingga selurubnya menjadi 300 Waiib Pajak.
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Karena program modernisasi yang dilerapkan pada KPP WP Besar
dianggap cukup berhasil, maka konsep yang kurang lebih sama dicoba untuk
diterapkan pada KPP lain yang telah exist dengan skala yang lebih kecil. Pada
akhir tahun 2003, KPP Perusahaan Negara dan Daerah dijadikan KPP pertama
vang menerapkan administrasi modern dan divbah namanys menjadi KPP Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun berikuinya, seluruh KPP pada Kanwil
DJIP Jakarta Khusus juga dimodernisasi yang terbagi dalam 2 iahap, vaitu pada
bulan Agustus dan Qktober 2004, Selain itu, konsep pengumpulan Wajib Pajak
terbesar dalam swatu kantor juga dicoba dilakukan untuk level Kanwil,
sebagaimana halnya KPP WP Besar untuk level nasional, Untuk itu dibentuklah
KPP Madya, atau disebut juga Mediin Taxpayers Office (MT0), di Kanwil DIP
Jakarta I pada Agustus 2004 yang mengadministrasikan 200 Wajib Pajak terbesar
di lingkungan Kanwil tersebut. Selanjutaya, pada tanggat 1 Janvari 2005 dibentuk
juga KPP Pratama Gambir Dua, yang merpakan Small Taxpayers Office (8TO),
pada Kanwil DJP Jakarta 1 sebhagai pengembangan lebib lanjut dari implementasi
konsep modernisasi pada level Kantor Pelayanan Pajak.

Untulk menjalapkan reformasi df bidang administrasi, Menteri Keuangan
telah membentuk Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menpengah,
atau dikenal dengan Tim Modemisasi, dengan tugas uiama sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Kevangan Nomor 301/KMK.03/2006, antara
fain:

»  Menyusun program modemisasi administrasi perpajakan dalam bentuk grand
plan, strategic plun, dan action plan;

» Mengimplementasikan program modernisasi administrasi perpajakan bersama-
sama dengan unit struktural DIP,

« Melakukan evaluasi implemeniasi program modemisasi  administrasi
perpajakan sceara periodik;

» Membuat laporan pertanggungjawaban.

Meskipun telah betjalan selama emam tahun, program modernisasi ind
masth jauh dari selesal, Mengingat besar dan cukup revolusionernya perubahan
maupun perbaikan vang akan dilakuken, sementara resowrces pendukung yvang
dimiliki oleh DIP temyata cukup ierbatas (lerutama yang menyangkut sumber
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daya manusia dan angparan}, maka reformasi harus dilakukan dengan sangat hati-
hati serta secara bertahap tetapt berkesinambungan. Sampai dengan akhir tahun
2006, 20 {dua puluh) Kanwil dan 46 (empat puluh enam} KPP telah menerapkan
sistem administrasi perpajakan modern. Sebagai gambaran, jumiah Kanwil saat ini
adalah 31 (tiga puluh satu} unit dan jumiah kantor operasional (KPP, KPPBB, dan
Karikpa) adalah 405 {empat ratus lima) unit. Nama lengkep Kanwil, keberadaan
KPP Madya dan status modernisasi sampai dengan akhir tahun 2006, sesual
dengan Peraturan Menteri Kevangan Nomor 132/PMK. 0172006 dapat dilikat pada
Tabel 4.5 berikul,

Sesuai dengan rencans kerja yang dibuat pada awal tahun 2006, penerapan
sisternn administrasi perpajakan modemn pada seluroh kantor operasional pajak
akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

2006 | = Modernisasi dan restrukturisasi KP DJP
*  Modermnisasi seluruh Kanwil
= Pembentukan KPP Madya pada seluruth Kanwil

2007 | Modemisasi KPP Pratama pada seluruh Kanwil Jakarta dan Jawa Barat
1 dan I {Jabodetabek)

2008 | Modermisasi KPP Pratama pada seluruh Kanwil Jawa  (selain
Jabodetabek), Bali, dan Sumatera

2005 | Modernisasi KPP Pratama pada selursh Kanwil Kalimantan, Sulawesd,
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Akan tetapi, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Kevangaa RI,
Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai kesempatan telah menggariskan bahwa
penerapan sistem administrast modern di seluruh kantor pajak harus selesai pada
akhir tahun 2008, bukan tahun 2009 sebagaimana rencana awal program ketja

Tim Modernisasi.

4.4. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Selanjutnya, scbagai langkah awal untuk lebih mengenal obiek penclition
dalam tesis ini, maka akan dibahas visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan, selakn pilar utama penerimaan negara. Pernyataan visi,
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Tabel 4.5, Daftar Kanwil, Keberadazn KPP Madya dan Status

Modernisasinya per Akhir Tahun 2006

Muodlern 1. | Kanwil DIP Wajib Pajak Besar
2. | Kanwil DJP Jakarta Khusus 9 KPP Madya (KPP PMA,
KPP Badora, KPP PMB)}
3. | Kanwil DJP Sumatera Utara | KPP Madya Medan
4, | Kanwil DIP Riau dan Kepulauan Riau KPP Madya Pekanbary
KPP Madva Batam
% | Ranwil DIP Sumatera Selatan dan Banpka Belitung KPP Madya Palembang
6. 1 Kanwil DIP Jakarta Pusat KPP Madya Jakarta Pusat
7. 1 Kanwil DIP Jakaria Bamat KPP Madya Jakerte Barat
8. | Kanwil DIF jakarta Scistan KPP Madya Jnkarts Selatan
9. | Kanwil DIP fakaris Timor KPP Maudya Inkerta Timur
0. | Kanwil DIP Jakavta Ulara KPP Madya Iakaris {Hars
{1, | Kanwil DIP Banten KPP Madya Tangerang
12, | Kanwil DIP Jawa Barat § KPP Madys Banduong
13, | Kanwil DIP Jave Bacst 1 KPP Madys Bekasi
14, | Kanwil DIP Jawa Tengah I KPP Madya Semarang
13, | Kauwil DJP Jawa Timari KPP Madya Surabaya
16, | Kanwil 24P Jawa Timur ¥ KPP Madya Sidoatio
17, | Kanwil INP Jawa Timar HiI KPP Madya Malang
18, | Kanwil DIF Bali KPP Mudya Denpasar
19. | Kanwil DJP Kalimantan Timuc K¥P Mudys Balikpapan
20, | Kanwil DIP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara KPP Madya Makassar
Non 21, { Kanwil DIP Nangproe Aceh Darussatam
Modern 23, { Kaonwil DIP Sumatera Utara H
23, | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
24. | Kanwil DIP Bengkuly dan Lampung
25. | Kanwil DIP Jawa Tengah 11
256, | Kanwil DIP Yogjakarta
Zi. | Ranwil DIP Kalimantan Barat
28, | Kanwil DIP Kalimantan Selatan dan
Fengah
25, | Kanwi DIP Sulawesi tara, Tengah,
Gorontalo, dan Maluko Utsra
34, 1 Kaawil DIP Nusa Tenggara
31, | Kanwi DIP Papua dag Maluks
Sumber: Kanter Posat DIP
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misi yang dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan rencana tindak

(action plan) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari

rencana strategis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Visi, misi dan

strategi DJP diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-443/PJ./2000.

Visi DJP itu sendiri adalah: “Menjadi model pelayanan masyarakat yang
menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan
dibanggakan masyarakat.” Sementara itu, untuk merealisasikan visi tersebut
ditetapkan misi yang mencakup empat perspektif, sebagai berikut:

1. Misi Fiskal, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU
Perpajakan dengan tingkat evektifitas dan efisiensi yang tinggi.

2. Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang
meminimalkan distrori.

3. Misi Politik, yaitu mendukung proses demokratisasi.

4. Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa membaharui diri, selaras dengan aspirasi
masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.5. Sejarah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

Sejarah perkembangan Kanwil Jakarta Khusus diawali dengan
dibentuknya Kanwil X DPJ Jaya khusus berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor: 173/KMK.01/1979 tanggal 17 April 1979 yang mulai
berlaku tanggal 1 April 1979 dengan tugas utama menghimpun penerimaan pajak
dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Khusus yang terdiri dari KIP Perusahaan Negara
dan Daerah, KIP Penanaman Modal Asing, KIP Penanaman Modal Dalam Negeri
dan KIP Badan dan Orang Asing. Adapun Kepala Kanwil pada saat itu adalah
Drs. Muhammad Kosim dan secara berturut-turut digantikan oleh Drs. Malimar,
Drs. Wahono dan Drs. Hadian Setiamihardja.

Sejalan dengan reorganisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak
pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:
276/KMK.01/1989, Kanwil X DJP Jaya Khusus diubah menjadi Kanwil VI DJP
Jaya Khusus dan Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diubah namanya menjadi Kantor
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Pelayanan Pajak (KPP). Kamtor Pelayanan Pajak yang berada dibawah
kewenangan kerja Kanwil VI DJIP Jaya Khusus adalah KPP Perusahaan Negara
dann Dergh, KPP Penanaman Modal Asing dan KPP Badan dan Orang Asing.
Bertindak selaku Kepala Kanwil pada saat itu adalah Drs. Made Armmade.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kevangan RI Nomor
SI6/KMK 0171992, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KFPBB;)
Jakarta Raya, vang ferdiri dari KPPBB lakarta Pusat, KPPBB Jskaria Selatan,
KPPBRB Jakartz Barat, KPPBB Jekeria Timur, KPPBB Jakarta Utara, dan Kantor
Penyuluhan Pajak Jakarta I serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Khusus yvaog semula bernama Unit Pemeriksa Pajak Khusus masuk dalam
wilayah kerja Kanwil VI DIJP Jaya Khusus.

Palam periode tahun 1993-1995, bertindak selaku Kepala Kanwil V1 DJP
Jaya Khusus adalah Dr. Sumihar Pefrus Tambunan. Dalam periode ini,
berdasarkan keputusan Mentert Keuangan RI Nomor: 94/KMK.01/1994, dibentuk
satu unit kantor baru, KPP Go Public, yang masuk dalam wilayah kerja Kanwil
VI DIP Jaya Khusus. Lain dan pada itu, Kantor Penyuluban Pajak Yakara ]
_ tidak lagi masuk dalam wilayah kerja Kanwil VI DJP Jaya Khusus,

Pada periode tehun 1995-1997, Kepala Kanwil VI DIP Jaya Khusus
dijabat oleb. Drs. Ari Sulendro, MA. Pada periode ini tidak terjadi perubahan
struktur organisasi. Selanjutoya, dalam periode tabun 1997-1998, bertindsk selaku
Kepala Kanwil VI DJP Jaya Khusus adalah Drs. Abubakar Assegaf MPAc. Pada
pericde ini pula berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomon
I62/KMK. 0171997 KPP Go Public berubah nama menjadi KPP Perusahaan
Masuk Bursa dan KPP Penanaman Modal Asing dipecah menjadi 3 (fipa) vaitu
KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga.

Dalam periode tahun 1998-2001, bentindak selaku Kepala Kanwil VI DIP
Jaya Khusus adalah Drs. Djonifar AF, MA, dimana pada periode ini tidak tegadi
perubahan struktur organisast, Dalam periode 2001-2003, bertindak selaku Kepala
Kanwil adalah Drs. Muhammad Said, MSec. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kevangan RI Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kanwil VI DJP
Jaya Khusus diubah menjadi Kanwil VII Jaya Khusus yang membawahi defapan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dua Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
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(Karikpa), masing-masing adalah: KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA
Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PND, KPP Badors, KPP PMB,
Karikpa Khusus Satu dan Karipka Khusus Dua. Sedangkan KP PBB Jukarta Raya
{KP PBB Jakarta Pusat, KP PBR Iskarta Selatan, KP PBR Jakarta Barat, KP PBB
Jakarta Ulara, KP PBB Jakaria Timur} tidak lagi masuk dalam wilavah kerja
Kanwil VI IJP Jaya Khusus.

Periode 2003-20006, bertindak selakn Kepala Kanwil adalabh Drs. Amn
Zaman, MPAc. Dalam periede ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor: 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003, terjadi perubahan struktur
organisasi yang sangat mendasar, yaitu strukior organisasi Kanwil beserta KPP
diubah sedemikian rupa sehingga mencenminkan profofype instutusi masa depan
vang menyelenggarakan administrasl perpajakan secars modern  dengan
menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai
perwujudan customer satisfaction dan good corporate governance.

Pemekaran juga terjadi pada unit-upit kantor Jakarta Khusus sehingga
menjadi: KPP BUMN, KPP PMA San, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP
PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP Badora Satu, KPP Badora
Dua, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Sedengkan Karikpa Khusus Satu dan
Karikpa Khusus Dua secara formal dihapus, namun dalam prakteknya keberadaan
kedua Karikpa tfersebut masih dipertahankan hingga saat peoerapan sistem
admmistrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil DIP Jakarta Khusus efekfif
berjalan, yaitu pada akhir tahun 2004,

Penerapan sistem administrasi modern pada Kanwil DIP Jakarta Khusus
diawali dengan pembentukan pembentukan Sub Tim Modemisasi Perpajakan
Jangka Menengah Kanwil VI berdasarkan Keputusan Direkiur Jenderal Pajak
Nomor: KEP-350/PJ./2003 tanggal 2 Oktober 2003. Peresmian (soff opening)
Kanwil DJP Jakarta Khusus dan sekaligus KPP BUMN dilaksanakan pada tanggal
29 Desember 2003. Adapun pencrapan sistem adminisirasi perpajekan modern
untuk unit-unit kantor yang berada dibawah linglungan Kanwil DJP Jakarta
Khusus Jainnya dilaksanakan secara bertahap mulat akhir tahun 2004,
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4.6. Sckilas tenfang Sistom Administrasi Perpajakan Modern dan
Implementasi pada Kanwil DJP Jakarta Khusus

Penecrapan sistem administrasi perpajakan modern membawa konsekuensi
pada terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut aspek struktur
organisasi maupun implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur
organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi, bukan per-jenis pajak seperti
sebolumnya. Lain dari pada itu, struktur organisasi yang baru wd svelatif lebih
ramping mengingat fungsi pemeriksaan, yang selama ini dilaksanakan baik oleh
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan terutama oleh Kantor Pemeriksaan dan
Penvidikan Pajak (Karikpa), dilaksanakan oleh KPP saja.

Perbaikan yang berkesinambungan akan mutu pelayanan yang diberikan
kepada Wajib Pajak merupakan satu hal yang mutlak harus dilakukan. Untuk
menjembatani komunikasi antarz Wajgib Pajak (WP} denpan KPP seria
mengoptimatkan fungsi bimbingan, konsultast dan pembinaan kepada WP, maka
ditunjuk Account Representative {AR). AR adalah pegawali vang ditunjuk sebagai
semacam figison officer antara KPP dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab
dan berwenang memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta
mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Waiib Pajak.

Berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib
Pajak diberikan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi
informasi. Berbagai fasilitas tersebut antara lain adalah call center, complaint
center, SMS Tax, e-Filing, ¢-SPT, On-line Paymeni, Touch Screen dan
sebagainya. Dalam rangka menjamin terwnjudnya profesionalisme  dan
obyektifitas kineria pemeriksaan dan keberatan, maka fungsi pemeriksaan hanya
dilakukan oleh KPP saja, kecuali pemeriksaan bukti permulaan akan dilaksanakan
oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan scbaliknya proses penyelesaian keberafan
hanya dilakukan oleh Kanwil DIP Jakarta Khusus. Dergan demikian terjadi
pemisahan fungsi kerja yang sangat mendasar antara unit yang melakukan fungsi
pemeriksaan dan atav penetapan dengan unit yang melakukan fungsi penyelesaian
keberatan,

Untuk memudahkan pelayenan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak
serta menpingkatkan produkdifitay aparat, kantor ini akan didukung sepenuhnya
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oleh sistem administrasi yang berbasis komputer. Secars bertahap, sistem
informasi yang akan diterapkan adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(S1-DJP) dimana dalam sistem ini diterapkan Case Mangiemen (mangiemen
kasus} dan Workflow System (alur kerja) schingga memungkinkan setiap proses
kzgiatan akan terukur dan terkonirol,

Bejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan
yang bersth dan berwibawa, Kanwil DJP Jakarta Khusus berikut wnit-unit di
bawahnya menerapkan perangkat dan sistem untuk mendukung terciptanya Good
Corporate Governance, Perangkat yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DIP,
Komite Kode Etik untuk mengawasi pelaksanzan kode etik, kerjasama dengan
komisi Ombudsmaen Nasional, kegjasama dengan Inspektorat Jenderal Departernen
Kevangan untuk meningkatken intensitas dan efekiifitas pengawasan, serta
konsolidasi internal secara berkesmmambupgan, Pegawal yang ditempatkan di
lingkunpan Kanwit DJP Jakarta khusus telah memenchi standar atau kualifikast
tericntu berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilakukan secara ketat,

4,6.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Struktur organisasi Kanwi DJP Jakarta Khusus sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 4.2 terdiri dari:

1. Bagian Umum; yang melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tala usaha,
rumah fangga dan bantuan bukum,

2. Bidang Penyuluhan, Layanan dan Hubungan Masyarakat; bertugas
melaksanakan bimbingan dan pemantavan penyuluhan dan  pelayanan
perpajakan, melaksanakan wurusan hubungan layanan masyarakat serta
melaksanakan penyuluban dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung
jawab Kanwil DJP.

3. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan; bertugas melaksanakan
bimbingan teknis administrasi pemeriksaan dan penagiban pajak, pemsntauan
pemeriksaan dan penagihan pajak, peer review, bantuan penagihan dan urusan
administrasi penyidikan, termasuk pemeriksaan bukti permulagn tindak pidana
¢t bidang perpajakan.
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Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Kanwil DJP

Bidang Pemeriksaan
Penyidikan &
Penagiban

Sumber: Kanwil DJP Jakarta Khusus

4, Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi; yang tugas utamanya adalah
melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi,
bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan
pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.

5. Bidang Keberatan dan Banding; dimana tugas utamanya adalah melaksanakan
urusan penyelesaian keberatan, pembetulan surat keputusan, pengurangan
sanksi administrasi serta proses banding dan peninjauan kembali pada
peradilan pajak.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penyidik Pajak; melaksanakan
pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan dan melaksanakan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
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4.6.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah

modern --yang berdasarkan fungsi dan bukan berdasarkan jenis pajak-- dalam

wilayah Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.3

terdiri dari:

1.

Sub Bagian Umum; yang melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata
usaha, dan rumah tangga.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi; yang melakukan pengumpulan,
pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian
informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan
teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan
laporan kinerja.

Seksi Pelayanan; bertugas melakukan penctapan dan penerbitan produk
hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan
surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,
pelaksanaan eksistensi serta melakukan kerjasama perpajakan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi; melakukan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan WP, bimbingan himbauvan kepada WP dan konsultasi
teknis perpajakan bagi WP, penyusunan profil WP, analisis kinega WP,
melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta
melakukan evaluasi hasil banding.

Seksi Pemeriksaan; yang menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan
pelaksanaan aturan pemeriksaan, menertibkan dan menyalurkan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
Seksi Penagihan; yang melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
Kelompok Jabatan Fungsional; bertugas melakukan pemeriksaan pajak, yang
meliputi:

Pemeriksaan Lengkap;

Pemeriksaan Sederhana;
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Pemeriksaan dalam rangka penagihan (Deliquency Audit).

Sub. Bugien Umam

Seksi Pasat Dats & Belost Progawasan & Sekal Pemeriksgan
Toformas! Hansitnl

Kelompek
¥unpsioosl

T Seksi Penagiban e

Gambar 4.3. Struktur Organisasi KPP Modern
Sumber: Kanwil DIP lakanta Khusus

Scksi Payaran

Perubahan stuktur organisasi pasca reformasi administrast perpajakan yang
dilakukan pada Kanwil DIP Jakarta Khusus maupun pada KPP-KPP yang berada
dalam kewenangannya tersebut mampu membenkan nilai tambah dan kelebihan
sebagal berikut:

1. Adanya pemisshan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelavanan,
pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Fungsi pembinaan dan
pengawasan berada pada Seksi Pengawssan dan Konsultasi, dan fungsi
pemeriksaan berada pada Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan pada
organisasi KPP lainnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan datam satu seksi,

2. Fungsi pelayanan dan penpgawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektf Hal ind
disehbabkan fungst tersebut dilakukan melalut staf khusus yaitu Accowns
Representative (AR). Setiap Wajib Pajak memiliki satu AR.
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3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun
pemeriksaan roenjadi lebih efisien dan birokrasi juga lebih sederhana sehingga
cost of compliance relatif lebih rendah. Dengan adanya AR, maka penanganan
atas berbagat aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor.

4. Manajemen pemeriksaan lebih cfisien dan efekaif. Hal ini dikarenakan Sumber
[Dyaya Manusia (SDM) dispesialisasikan pada sektor tertentu dan juga karena
fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit. Dengan
derikian, koordinasi antar fongsi tersebut dapat berjalan dengan lebih baik
dan fungsi pemeriksaan dapat difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu
vang bedampak pada hasil pemeriksean yang lebih efektif dengan perlakuvan
perpajeken yang seragam. !

4.6.3. Pelayanan Perpajakan

Direktorat Jendersl Pajak melalui unit-unit organisasi & bawahnya
menyediakan berbagai fasilitas perpajakan, antara lain:

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

KPP di lingkungan kanwii DJP Jakaria Khusus menyediakan tempat pelayanan
terpadu (TPT) untuk melayani WP dalam hal pengurusan kewajiban perpajakan
vang meliputi penerimaan SPT, surat permobonan dan surat lainnya.

Di TPT juga tersedia Help Desk untuk membantu menjawab pertanyaan dari
Waiib Pajek ysng memeriuken informasi mengenai teknis perpaiakan. Uniuk
menjamin keakuratan jawaban yang diberkan, petugas Help Desk dilengkapi
dengan Knowledge Base yang mampu menyediakan udormasi perpatakan terkini
dan komprehensif,

Account Representative

Pada prinsipnya seluruh Wailb Paiak mempunyal decownt Representative (AR)
yang bertanggung jawab memberikan jawaban untuk memberikan jawaban atas
setiap pertanyaan yang diajuken Wajib Pajak, antara lain mengenai:

= Rekening Waiib Pajak untuk semua jenis pajak.

»  Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi.

» Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan.
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= Perubahan data identitas Wajib Pajak.

» Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.

= Kemajuan proses keberatan dan banding.

= Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak.

AR adalah penghubung antara KPP dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab

untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Untuk

Wajib Pajak besar, AR akan bertindak proaktif, sedangkan untuk Wajib Pajak

lainnya AR akan bertindak secara reaktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Mereka berlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan

permasalahan yang diajukan Wajib Pajak segera mungkin. AR juga bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara

transparan. AR memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak

dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu AR secara berkala

mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai nara sumber.

Fasilitas perpajakan lainnya yang disediakan oleh DJP adalah: sistem
pembayaran on-line, sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-SPT), pemusatan
tempat pajak terutang (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) bagi Pengusaha Kena
Pajak/PKP, penyuluhan terpadu, SMS Tax, Knowledge Base, Website, Call
Center, Complaint Center, E-Registration (proses administrasi NPWP secara on-
line} dan E-Filling.

4.6.4. Pengawasan dan Pembinaan

Dengan adanya fasilitas yang berbasis teknologi informasi, pengawasan
Wajib Pajak mudah dilaksanakan karena AR mempunyai akses langsung ke
seluruh Wajib Pajak seperti data dalam Taxpayer Accounting dan data dalam
profil Wajib Pajak.

Selain itu, dengan diterapkannnya sistem administrasi yang baru, kantor
pemeriksaan dan penyidikan pajak (Karikpa) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta
Khusus dilikuidasi dan pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak
di KPP. Penugasan pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha
sehingga pemeriksa lebih terspesialisasi dan produktivitas serta kualitas hasil
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pemeriksaannya memngkat selain kinerjanya yang dapat dimonitor dengan lebih
baik karena adanya penerapan teknologi informasi pada administasi pemeriksaan
pajak.

Dalam hal penyidikan, WF yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil
DJP Jakarta Khusus dapat disidik dalam hal terdapat indikesi tindak pidana
dibidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan oleh tenaga fungsional penyidik
Kantor Wilayah. Dengan pemisahan fungsi penyidikan dari fungsi pemeriksaan,
para pemeriksa dan penyidik dapat memfokuskan diri pada bidang tugas masing-
masing, sechingga dapat bekeria secara lebih optimal dan objektif.

Dalam hal penagihan pajak, pemantavan dan penanganan funggakan pajak
di KPP dilaksanzkan lebih baik karena sudah teradministrasikan melatui SI-DJP.
Informasi yang terkait dengan tunggakan pajak serta pembayarannya untuk
masing-masing Wajib Pajak dapat diskses langsung oleh para Juru Sita, AR
ataupun pihak-pihak yang berwenang, dan setiap tindakan pemagihan dapat
dimonitor melalui SI-DIP.

4.6.5. Good Governance

Sebapai instansi yang melayani kepentingan publik, Kanwil DIP Jakarts
Khusus berkewajiban untuk menyelenggarskan tata pemerintzhan yang baik
sesuai dengan arah kebijakan dalam GBHN tahun 1999-2004 dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
{(Propenas). Keberhmsilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di
lingkungan kanwal DIP Jakarta khusus ditentukan terutama oleh perilaku aparat
yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam
rangka mewujudkan praktik penvelengparaan pemerinizhan yang baik, telah
dibuat program vang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya mapusia di
lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, vaitu:

» Tenerapkan Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal vang wajib
dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, bertkut sankst atas
pelanggaran kode etik tersebut.

s  Membentuk Komite Kede Etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal
Departemen Keuvangan dan berfugas untuk menerima serta memproses
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pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. Kemite Kode Efik ini dilengkapi
dengan sckretariat yang difasilitasi oleh sambungan telepon khusus untuk
pengaduan stas pelanpparan yang dilakukan oleh pegawai,

= Melakukan Kkerjasama dengan  komisi Ombudsman Nasional untuk
membentuk Custom and Tax Ombudsman Desk yang bertugas menangani
pengadyuan mengenal penyimpangan atas pelayanan kepada magyarakat.

*  Membentuk Tim Khusus dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuvangan
yvang akan menpgawasi kinega Kanwil dan KPP di lingkungan Kanwil DIP
Jakarta Khusus secara lebih intensifl

* Melakukan konsolidssi intern berupa penvelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan,

pemberian reward and punishment kepada para pegawai,

4.6.6, Sumber Daya Manusia

Pegawai yang ditempatkan di lingkungan Kanwil DIP Jakarta Khusus
telah memenuhi kualifikasi tertentu. Rekrutmen pegawai dilakukan dengan ketat
melalui beberapa tahapan seleksi termasuk oleh konsultan independen. Beberapa
pengujian dilakokan untuk menjamin bahwa yang terpilih adalah mereka (pegawai
DIP) yang berkualitas dan mampu mengemban tugas dan misi Kanwil DIP
Iakaria Khusus, Untuk lebih memantapkan kapabilitas fisik dan mental, para
pegawal vang telsh lulus seleksi diwajibkan ferebih dahulu untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan khusus, dalam rangka persiapan menghadapi tugas baru
schelum ditempatkan pada suaty unit organisasi.

Sistem good corporate govermance diterapkan bagl pegawal melalud
penerapan Kode Bk, Kode Etik yang harus ditandatangani cleh para pegawai
sebelum mereka terjun langsung melaksanakan tugasnya di lapangan secara jelas
menycbutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan hal-hal yang dilarang ustuk
dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode stik tersebut,

4.7. Evaluasi Program Modernisasi

Selanjutnya, agar propram modermisasi DIP senantiass sejalan dengan
program reformasi birokrasi Departemen Keuangan, maka bidang-bidang berikat
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harus dijadikan perhatian Digen Pajak dalam pelaksanaan propram modernisasi

pada tahun-iahun mendatang, vaitu;

1. Penataan Qrganisasi, yang meliputi:

s Penyempurnasn visi, misi dan nilai organisasi DIP vang sesuai dengan
aspirast dari wajib paiak, stekeholder, para punpinan dan pegawai DJP;

» Penyusunan Rencana Strategis DJP scbagal panduan bagi DIP dalam
menentukan langkah kerja secara terencana dan menyeluruh;

¢ Reorganisasi unit vertikal, yaita dengan penerapan KPP Pratama; Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai
pengganti Kantor Penyuluban dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4);
dan Data Processing CenteriDPC).

2. Penvempurnaan Proses Bisnis (Business Process), yang dilakukan melatui:

o Penyusunan Siandard Operating Procedure (SOP) sebagal panduan bagi
scluruh pegawai DIP dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya
perubahan organisasi, terutama pada KPDIP, maka sangat dibutuhkan SOP
unfuk menjamin Konsistensi dan kualites pekerjaan;

» Penyederhanaan prosedur pelayapan, pemeriksaan dan pelaporan untuk
memberi pelayanan dan kepastian yang lebih baik kepada wajib pajak dan
para pegawal;

» Penyempurnaan  formulie-formulir  perpajakan schingga  dapat
mempermudah waiib pajak dalam melaksanakan kewgjiban perpajzkannya.

3. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), medalus:

» Analisis dan evalnasi jabatan (job analysys dan job evaluation) schagai
panduan kepada pegawal dalam melaksanakan jabatan pekegaan sesual
dengan jabatan yang diemban dan bahan informasi dalam pengambilan
keputusan di bidang kepegawaian;

o Analisis beban kerja (work lead analysis) uatuk meoyusun job grading yang
pada akhirnya dapat dipakai schagai alat ukor dalam menentukan penilaian
kinerja;

« Pengintegrasian sistemn informasi manajemen kepegawaian agar tercipta
informasi yang akwat, cepat dan ferkind atas seluruh pegawal di DIP
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schingga dapat termanfaatkan secara batk dalam proses pengambilan
keputusan di bidang kepesgawaian;

» Penyusunan pedoman dan penstapan pola mutasi yang lebih obyektif dan
mengacu kepada kompetensi dan kineja pegawai, schingga penempatan
pegawai dapat mengacu pada “right man on the right place™;

» Penyempurnaan kode etik pegawai.

4. Perbaikan Remwunerass; di mana idealnya, pemberian remunerasi akan terkait
dengan kinerja dan kompetensi pegawai.
5. Penyempumaan Texpayer Charter,

4.7.1. Penyusunan Strafegic Plan Modernisasi

Sebelum tabun 2006, Ditjen Pajak selalu membuat rencana kerja pada
awal tahun. Akan fetapi rencana kerja tersebut sifatnya masih sangat umum, atau
kurang terperinei, dan biasanya hanya mencantumkan program kerja dengan
horison terbatas pada tahun yang bersangkutan. Mulal tahun 2006, DIP melalui
Tim Meodemisasi mulai menyosan rencana kerja dalam bentuk strateric plan yang
jauh lebik komprebensif, mulai dari visi dan wmisi, fuyjuan, sasaran, sob sasaran,
sampai dengan program kerjanya. Lebih jaub lagi, program kerja tersebut dibuat
secara lebih detail dengan mencantumkan time Hine, identifikasi bantuan negara
donor (jika dibutubkan), serta outputideliverabies.

Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh DJP, maka dalam
strategic plan iersebut ditentukan juga skala prioritas dari masing-masing
program kerja iersebut uniuk mempermudzh pelaksanaannya. Dengan adanyas
strategic plan tersebut, manajemen Tim Modernigasi dapat menjalankan tugasnya
dengan lebih baik, karena dapat berketia secara lebih fokus, mengalokasikan
surmber daya secara lebih efisien, dan melakukan pengawasan secara lebih efektif.
Untuk lebih lengkapaya, strategic plan program modemisasi tahuon 2006 dapat
dilthat pada Lampiran 1.

4.7.2. Reformasi Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa fokus program modemisast administrasi perpajakan
sejauh ini masih berkutat pada perubahan pada aspek organisasi, sistem dan
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prosedur, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi. Salah satu komponen
terpenting, yaitu aspek sumber daya manusia, baru sedikit tersentuh reformasi.
Secara lebih spesifik, reformasi manajemen sumber daya manusia baru meliputi fit
and proper test (dengan penekanan pada kemampuan akademik dan ketahanan
bekerja, sehingga hanya pegawai dengan kualifikasi tertentu yang dapat bertugas
pada kantor modern), penerapan kode etik secara tegas dan konsisten, dan
pemberian tunjangan khusus (TKT) yang belum dikaitkan dengan kinerja. Perlu
diingat bahwa organisast dan jumlah pegawai DJP saat in1 sangat besar (30.000
pegawai dan 400 kantor pelayanan), tetapi masih mengacu pada sistem yang

secara umum diterapkan pada unit pemerintah lainnya.

Untuk itu, di samping melanjutkan penerapan modernisasi pada kantor
operasional lainnya, program modemisasi ke depan akan memberikan perhatian
yang lebih besar pada perbaikan manajemen sumber daya manusia (SDM).
Reformasi manajemen SDM dirancang untuk mencakup selunuh lini, yaitu;

e Pelaksanaan program mapping SDM untuk mengetahui gambaran pegawai
yang dimiliki oleh DJP dalam hal potensi, kompetensi, dan kualitas pegawai.

e Pengembangan sistem: Performance Management, termasuk variabel dan
standar yang akan dipakai untuk mengukur kinerja pegawai.

e Penyusunan ulang format Job Classification yang dapat menunjang sistem
Performance Management.

o Penpembangan sistem Staff Appraisal yang merupakan langkah lanjutan dari
sistem Performance Management.

s Perbaikan sistem Mutasi dan Promosi yang berdasarkan kompetensi dan merir
system.

¢ Pengembangan sistem Kompensasi yang dikaitkan dengan produktivitas dan
kinerja pegawai.

o Perbaikan sistem rekruitmen didasarkan pada standarisasi kapasitas yang
terspesialisasi.

e Perbaikan sistem Pendidikan dan Pelatihan untuk menunjang perkembangan
program modernisasi yang dinamis.

e Pengembangan sistem Pengawasan Internal, baik untuk kinerja organisasi

maupun individual.
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Secara garis besar, langkah-langkah reformast manajemen SDM adalah

sebagaimana terdapat pada Gambar 4.4.

Gambar 4. 4, Bagan Langkah-Langkah Reformasi Manajemen SDM
Sumber Ditien Pajak, Laporan Akhir Tahun Modermisasi 2006

Untuk menunjang keberhasilan reformasi di bidang ini, maka langkeb
pertama schagaimana telah divlas di atas, yang perlu dilakukan adalah mapping
sehuruh staf DJP mengenai kapabilitas, kondisi psikologis, dan kompetensi
pegawal. Hasil mapping ini diharapkan akan dapat dipakai untuk menerapkan
prinsip “the right man on the right place”, sehingga sumber daya manusia DJP

dapat menjadi lebih profesional.
Secara lebih spesifik, tujuan dari pregram mapping ini adalah:
+  Transparency,
s Pengelolaan pegawai sesual profil kompetensinya;
s Peningkstan database pegawai sebagal sumber pengambilan keputusan di
bidang kepegawaian,
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Adapun cakupan program mapping ini adalah untuk mengindetifikasi:
« Jenis mabatan beserta peketisannya ffob classification);
* Aspek psikologis yang dibutubkan oleh suatu jabatan untuk meleksanakan
pekerjaannya dengan baik (fob requirement),
s Kesesuaian jabatan dan pekerjaan seorang pegawai dari aspek psikologisnya;
¢ Kebutuhan peadidikan dan pelatihan untuk seorang pegawai.
Untuk itu, sebagai realisasi awal dari reformasi manajemen SDM tersebut,
Ditjen Pajak telab melaksanakan program mapping pada semester I tahun 2006
terhadap total 30.056 pegawai DJP dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

Consistency Score Jumlah Pegawai
>0 27.151
<§ 2905
TOTAL 30.056

Consistency Score merupakan paramgeter dalam bentuk angka vang digunakan
untuk menpukur konsistensi pegawai dalam mengisi kuesioner. Semakin tinggi
konsistensi skomya, akan semakin jelas pula profile pegawai yang bersangkutan,
Consisiency Score yang ideal adalah > 30, sementara nilai antara 0 dan 50 masih
dapat ditoleransi. Untuk pegawal dengan Congsistency Score di bawah nol
(negatif), maka harus dilakukan mapping ulang retoke), dan jika ternyata
hasilnya masih negatif, maka pegawal tersebut dikategorikan sebagai “confused”.

Hasil mapping tersebut (telah) dimanfaatkan sebagai fpaf untuk
penentuan promosi dan mutasi pegawai. Scbelum adanya mapping ini,
pelaksanaan mutasi dan promosi di DJP hanye didasarkan data Zard competency
dan pertimbangan subjektif pimpinan saja. Dengan adanya data mapping ini yang
menggambarkan soff competency pegawal, maka penerapan “the right man on the
right place” dapat dilakuken secara lebib tepat dan obyektif. Sebagai catatan,
program mapping ini juga mencakup identifikasi job lemplate atau spesifikasi
pekerjaan untuk masing-masing iabatan di DIP, baik itu Kantor Pusat maupun
unif vertikalnya {Gambar 4.5). Dengan diketahuinya karakteristik pegawai yang
dimiliki oleh DIP (hard competency dan soft competency) dan juga karakteristik
jabatan di DJP, maka masalah penempatan pegawai dapat dilakukan secara lebih
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obyektil dan lersistem. Unluk jangka menengah dan panjang, hasil mapping ini
akan dijadikan dasar dalam perancangan dan penentuan arah, strategi, maupun

program reformasi di bidang sumber daya manusia.

Gambar 4. 5. Kualifikasi Mutasi dan Promosi Pegawai
Sumber: Ditjen Pajak, Laporan Akhir Tahun Modemisasi 2006

Dalam jangka pendek, reformasi manajemen SDM diharapkan akan
tergambar dalam sistem dan struktur kantor yang telah modern melalui:

» Penerapan konsep good governance, yang dapat dilakukan dengan:

o]

implementasi kode etik.

o built in control system.

o adanya unit yang menangani pelaksanaan kode etik.
o complaint management.

o pelayanan prima (excellence service).

s Sistem remunerasi yang memadai dan berbasis kinerja.
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BABS
HASIL DAN ANALISIS

Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ind, yaitu variabel
input dan variabel outputl. Persyaratarn: dalam pemilihan variabel input dan output
adalah pertama, variabel input vang digunakan mencakup keseluruban sumber
daya. Kedua, variabel output mencakup keseluruhan hasil operasi.

Pengujian awal telah dilakukan terhadap tiga wvariabel input dan dua
variabel output yang sudah dipilih untuk memenubi semmua persyaratan yang
diperlukan dalam mengukur ofisiensi dengan metode DEA ini. Berdasarkan
penguiian atas jumiah variabel input dan variabel cuiput yang dilskukan untuk
memenubi degrees of freedom, tentunya dengan mempertimbangkan jumlah
sampel penelitian (DMU), maka ditentukan bahwa jumish variabel input yang
digunakan adalah sebanyak dua variabgl dan jumlah variabel output juga schanysk
dua variabel.

Sementara i, ;3}2 korelasi antar Input dan cutput yang menentukan ads
tidaknya korelasi yang kuat antar variabel input dan/atau antar vatiabel output
guna menjamin dipenuhinya asumsi exclusivity, menghsasitkan pilihan akan
variabel input dan variabel cutput yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel
input terpilih adalah biaya operasional dan jumlsh pegawal, sedangkan variabel
output terdiri atas variabel rasio ketastan pelaporan SPT dan rasio penyelesaian
pemeriksaan, Variabel input lainnya, yaitu jumlah tunjangan pegawai tidak dapat
digunakan dalam peneclitian karena berdasarkan wji korelasi dengan variabel
lainnya (jumlah pegawai dan biaya operasional) memiliki nilai korelasi vang kust,
Hal ini berarli antara variabel biays operasional dan {unjangan pegawal maupun
antara variabel jumiah pegawai dengan tunjangan pegawai saling berhubungan erat
yang dapat mengakibatkan hasil penghitungan menjadi bias.
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Pada Tabel 5.1, Tabel 3.2, Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 disajikan data tentang
variabel input dan output yang digunskan dan masing-masing KPP sebagai
Decision Making Unit (OMU) atau Unit Pengambilan Keputusan (UPK).

Tabel 5.1. Variabel Fnput 1: Biaya Opcrasional

{ribuan rupiah)}
. Remester | Somester | Semester | Semesier
Unit Peagambilan Keputusan 12006 | 2006 | Y2007 | 12007

1. KPP PMA |} 519318 919,319 2478355 2.478.355
2, KPP PMA 2 484.605 484,009 1.429,105 1.429.105
3. KPF PMA 3 700.261 700,261 1,789,108 1.782.105
4, KPP PMA 4 576216 SHL216 1426, H15 1.429.105
5 KPP PMA & £38.499 638 499 1.4668,888 1 466,603
& KPP PMA & 343,134 343,134 1.429.108 1.429.1558
7. KPP BAD{IRA L 273488 271488 1.277.506 1.277.906
8. KPP BADORAZ 416026 416,026 1.614.137 1.614.157
9. KPP PM B 424 076 424076 1.429.108 1.429.105
KPP BUMN 336.072 336.072 1.434.058 1.434.955
1. KPP WAJIB PAJAK BESAR SATUY 64077} 640.71 1.259,655 1.259.6585
12. KPP WATIS PATAK BESAR DUA 538.77% 838,713 1,280,653 1,250 685
13, KPP MADYA JAEARTA PUSAT 438 180 439 160 g51.8952 951953

Sumber: Kantor Pusat DIP

2,500,000 -

058,004 47

$. 580,880 7

DR R
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500,860 A

DEiayz Qprresiansisemesins [ 3G8E
TIfiayz Qpezesionalsoneetnr EZLDS
CiBiaye Operdsienadsemaniar 12007
DBfaya Operesionsl smmauler Il?_nu?

—

Gambar S.1. Variabel Input 1: Biaya Operasional
Sumber: Kantor Pusat DIP {elah diolah kewbsiD
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Pada Gambar 5.1 dapat dilibat bahwa pada tahun 2007 terjadi kenakan
biaya operasional yang sanpgat signifikan pada seluruh KPP, yaitu dua kali biaya
operasional tahun 2006. Bahkan ada beberapa KPP yang kenatkannya melebibi
200%. Sementara, besarnya biaya operasional KPP-KPP pada semester 1 2006
dengan semester 11 2006 adalah sama karens merupakan hasil rata-rafa biaya
operasional selama satu tahun. Hal ini discbabkan keterbatasan data vang ada
karcna data yang tersedig/diperoleh dari DIP adalah data berkaitan dengan biaya
operasional yang felah direalisasikan selama sahy tahun anggaran dan amat tidak
mungkin untuk memperoleh data biaya operasional per enam bulanan atan per
semester. Penyederhanaan tersebut juga diambil dengan mempertimbangkan
bahwa komponen pembentuk biaya itn bersifat rutin dan dikeluarkan untuk
melaksanakan aktivitas/kegiatan operasional suatu UPK/ DMUL

Tabel 5.2, Variabel Inpat 2: Jumlah Pegawai

(orang)

Unit Pengambilan Keputusan S‘;‘gg?’ Sﬁgﬁ’ 3;‘;3{;’" 3&”;?‘;;"
1. KPP PMA 1 113 113 14 114
2. KPP PMA 2 125 125 L18 118
3, KPP PMA 3 105 106 106 106
4, KPP PMA 4 110 116 115 115
5, KPP PMA S 112 12 112 112
6. KPP PMA 6 118 116 07 107
7. KPP BADORA 1 112 112 102 102
8. KPP BADORAZ 109 169 a5 96
3. KPP PMB 111 til 113 113
10. KPP BUMN 115 115 108 108
11. KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 101 191 101 101
17. KPP WAIJIB PAJAK BESAR DA 12 112 99 99
13. KPP MADYA JAKARTA PUSAT 74 74 67 67

Sumber: Kantor Pusat DIP

Seperti yang juga dapat dilihat pada Gambar 5.2, jumiah pegawai pada
tzhun 2007 relatif sama dengan tshun 2006, bahkan ada beberapa KPP vang
mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan mutasi pegawai ke KPP di lvar Kanwil
yang bersangkutan. Sementars iy, jumlish pegawal pada semester [ tahun 2006 dan
semester I 2006 adalah sama. Demikian pula jumlah pegawal pada semester [
tahun 2007 dengan semester 11 2007. Jumlah pegawai tiap semester tersebut
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merupakan penyederhanaan dengan asumsi tiak terdapat mutasi pegawai di tengah

tahun atau di awal semester ke dua pada tahun yang bersangkutan.
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Gambar 5.2, Variabel Input 2: Jumiah Pegawai
Sumber: Kantor Pusas IHP (ielah diolsh Fembali)

Tabel 8.3, Variabel Qutput 1: Rasio Ketaatan Pelaporan SPT

Semester | Semester | Semoster | Semester

Unit Pengambilan Keputusan 12006 112006 12007 2007
I, KPP PMA ] P48 4,66 .58 264
2. KPP PMA 2 836 .76 .63 6,75
3, KPP PMA 3 0,47 1,52 0,44 0,53
4, KPP PMA 4 0,46 0,67 ,49 0,60
5. KPP PMA S 0,48 0,57 0,50 0,59
6. KPP PMA 6 0,42 (.49 .40 047
7. KPP BADORA ! 039 0,53 0,49 0,50
§. KPP BADORA 2 {,38 3,76 3,63 469
9 KPP PM B (.86 {,88 (.84 $,91
HI, KPP BUMHN 8,89 3,89 .91 AL
i1, KPP WAIIRPAJAK BESAR 8ATU 8,84 {3,892 491 8,97
12, KPP WAIIBPAJAK BESAR DUIA 0,82 4,93 H91 0,95
13. EPP MADVA JAKARTA PUBAT 8,95 0,26 0,59 0,87

Sumber: Kandor Pusat DR
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Gambar 5.3. Variabel Output 1: Rasio Ketaatan Pelaporan SPT
Sumber: Kantor Pusat DIP {ielah diolah kembali)

Gambar 5.3 menunjukkan flukiuasi Rasio Ketaatan Pelaporan SPT antara
semester I 2006, semester I 2006, semester 1 2007, dan semester 11 2007, Hampir
seluruh KPP memilliki pilal ragsio vang lebih tinggi pada semester 1T dard tabun
yang sama. Hal ini dimungkinkan karena banyak WP memasukkan SPT Tahunan
PPh Badan pade semester Il {dengan permchonan perpanjangan astaupun
terlambat) walaupun jatuh fempo pelaporan SPT adalab tanggal 31 Maret atau
pada semester I tahun berikutnya.

Tabel 5.4. Yariabel Qutpui 2: Rasio Penyelesaian Pemeriksaan

Unit Pengambilan Kefitnsan Semester | Semester | Semester | Semester
F 2006 11 2086 12087 2807

l. KPP PMA 1} 821 24,58 14,14 23,36
2. KPP PMA 2 15,03 11,22 1822 36,38
3. KPP PMA 3 %72 11,86 5,88 12,61
4, KPP PMA 4 8,38 25,65 2292 39,53
5. KPP PMA S 8.86 15,86 6,23 10,38
b, WPPF PMA & &.54 15,06 711 8,75
7. KPP BADDRAL 13,71 30,15 36,79 90,72
8. KPP BADORAZ iR i1 11,96 2211 9,04
4 KPP PMB 752 8,93 £.04 .24
3. KPP BUMN 343 12,71 4,33 18,85
11, KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 660 £1,15 5,39 5,97
{2. KPP WAJIB PAJAK BESAE DUA 200 8,85 4,34 6,71
13, KPP MADYA JAKARTA PUSAT 0,94 2,97 311 493

Sumber: Kantor Pusat DIP
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Data rasio penyelesaian pemeriksaan tahun 2006 dan tahun 2007 untuk
seluruh KPP sehagaimana dapat dilihat pada Tabel 54 menunjukkan
kecenderungan peningkatan pada semester ke dua setiap tahunnya (dibandingkan
dengan semester pertamna tahun yang bersangkutan). Hal tersebut dapat disebabkan
karena tenggat waktu penyelesaian pemeriksaan yang semakin dekat. Sebagai
contoh, untuk pemeriksaan SPT Lebih Bayar, jangka wektu penyelesaian
pemeriksaan paling lambat adalah 12 bulan sejak tanggal diterimanya SPT Lebih
Bayar tersebut.

Selain itu, masih pada Tabel 5.4 dapat dilihat pula bahwa terjadi
peningkatan penyelesaian pemeriksaan pada semester yang sama tahun berikutnya.
Dengan kata lain, rasio peningkatan penyelesaian pemeriksaan semester 1 2007
lebih tinggi daripada semester [ tahun sehelunnya; semester I 2007 lebih tinggi
tingkat penyelesaian pemeriksaannya dibandingkan dengan semestenisr Il fahun
2006. Hal ini dimungkinkan karena para pemeriksa pajak sudah lebih mengenal
dengan baik para WP yang diperiksanya yang mempermudah proses pemeriksaan
dari peminjaman dokumen sampal dengan proses bisnis daxi WP yang
bersangkutan seiring dengan bertambahnya usia modemisasi pada KPP tersebut.
Dikecualikan adalah KPP WP Besar Satu dan KPP WP Besar Dua, dimana
rasionya semakin menurun, yang dimungkinken karena para Wajib Pajaknya
{penyumbang penerimaan negara dari pajek terbesar bagi APBN Indonesia)
semakin lama semakin patuh dan telah mengerti dengan baik peraturan perpajakan
yang berlaku.

Analisis yang digunakan adalah model optimisasi berorientast input {inprs
oriented)”® karena penclitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari KPP-KPP
Madya di bawzh Kanwil Khusus berdasarkan fakior pengpunazan sumber daya
yang tepat. Selain ilu, pemilihan model berorientasi input ini didukupg oleh
keterbatasan jumiah input yang tersedia. Sumber daya (input) tersebut adslah:
biaya operasional dan jumlah pegawai.

¥ Model berorientasi input adalah model yeng bertujuan mencari kombinasi penggunsan minimat
input dalsm menghasitkan tingkat oufput tertentu. Sedangkan dikatakan berorientasi output
bila bertujuan untuk mencari kombinasi pencapalan output maksimal dengan tingkat nput
terlenty.
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Gambar 5.4. Variabel Output 2: Rasio Penyelesaian Pemeriksaan
Sumber: Kantoe Pusat EJP {telah diolah kembali)

Tabel 5.5. Daftar DMU/PK Sampel

Kanwil/Kantor
No. 2006 2007
Kanmwit DIP Jakarta Khasus Kanwit DJP Jakarta Khusus
1 KPP PMA Sas KPP P M A Bain
2 KPP PM A Dua REPP PM A Dus
3 KPP P M A Tiga KPP P M A Tiga
4 | KPP P M A Empat KPP P M A Empat
5 | KPP PM A Lima KPF P M A Lima
6 KPP P M A Enam KPP P M A Enam
7 { KPP Badora Satu KPP Badora Satu
g | KPP Badora Dua KPP Badom Dua
9 XPP PM B KPP PMB
10 1 KPP BUMN -
Kanwil DJP WP Besar Kanwil DJP WP Besar
1 | KPP Waiib Pajak Besar Satu | KFPBUMN
2 | KPP Wajib Pajak Besar Dua | KPP Waiib Pajak Besar Satu
3 i- KPP Wajib Pajak Besar Dua
1 | KPP Madya Jakarta Pusat KPP Madya Jakarta Pusat
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Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diuji kaitan antar variabel input
dan antar variabel output, selanjutnya dianalisis efisiensinya menggunakan DEA.
Hasil pengukuran efisiensi digunakan sebagai benchmark dan langkah perbaikan
bagi sampel (DMU) yang tidak efisien. Daftar DMU yang digunakan sebagai
sampel dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 5.5.

Jumlah Input dan Qutput

Penghitungan degrees of freedom digunakan untuk menentukan hasil
pengukuran efisiensi DEA yang diperlukan. Penghitungan tersebut merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan hasil pengukuran efisiensi DEA.
Perumusan efisiensinya adalah: 3 X (jumlah input + jumlah output) < jumlah
DMU. Artinya, jumlah DMU adalah minimal tiga kali jumlah variabel input dan
outputnya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini bejumlah empat, dengan
dua variabel input dan dua variabel output. Penelitian ini akan menggunakan 12
DMU. Penghitungan menghasilkan 3 x 4 = 12 sesuai dengan perumusan efisiensi
12 £ 12, Jumlah tersebut memenuhi syarat penghitungan efisiensi DEA. Dalam
melakukan analisis diterapkan beberapa alternatif skenario yang terdapat pada
Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Altenatif Skenario Penelitian

Skenario Kelompok
Pertama KPP Kanwil Khusus vs KPP Kanwil WP Besar vs KPP Madya
Kedua KPP Kanwil Khusus vs KPP Kanwil WP Besar

Pengujian Variabel Input dan Output

Tahap awal adalah pemilihan variabel input dan output. Tahap ini
merupakan proses terpenting dalam mengukur efisiensi menggunakan DEA.
Pemilihan input dan output dapat menentukan hasil dari pengukuran efisiensi
DEA. Salah satu persyaratan dalam DEA adalah ketiadaan hubungan antar
variabel input dan antar variabel output. Hubungan antar variabel baik input

maupun output diuji secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji korelasi
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Pearson. Pengujian-pengujian tersebut akan dibahas dalam tiap skenario dan tap

periode wakiu.

Uji Korelasi Antarinput, Antarcuipot, serta Antara Input dan Qutput

Pengujian korelasi yang menentukan ada tidaknya korelasi yang kuat
antarvariabel input atau antarvariabel output dilakukan untuk menjamin
exclusivity, Hasil penguiian ini akan menentukan apakah suatu input atau output
akan digunakaen dalam penelitian. Suatu variabel baik input mavpun output
dikatakan mempunyai korelasi kuat berastt antara masing-masing input atau
masing-masing output ataupun antara input dan output saling berhubungan
sehinpea akan membuat hasil penghitungan menjadi bias. Misalnya, jika antara
input yang satu dengan lainnya mempunyai korelasi kuat, maka salah satu data
input tersebut tidak akan digunakan.

Penguiian korelasi seperti ini juga dilekukan olebh Mubammad Hafizh
(2006} dalam penelitiannys uatuk mengukur efisiensi biaya pendidikan untuk
penetapan rangking sckolah. Penelitian lainnya yang juga menggunakan pengujian
ini dilakukan oleh Triwahjuni (2003) dalam membuat peringkat kinerja reksa dana,
Dasar penentuan tipe model DEA mana vang akan dipilih adalah berdasarkan sisi
mana yang bisa dipengaruhi atau dikontrol.

Suafu vartabe] dengan variabel lainnya gkan mempunyal korelasi kuat jika
hasil pengujian korelasi menunjukken hesil/nilai 0,85 atau lebih. Dengan
demikian, apabtla hasil uji korelas] bernilai kurang dari 0,85, maka antarvariabel
tersebut dianggap tidak menunjukkan korelas( yang kuat.

Selanjutnya, seluruh variabel input dan ouiput vang telah diidentifikasi dan
telah diuyji akan digunakan dalam pengukuran efisiensi dengan bantuan software
EMS. Variabel tersebut adalah variabel input, yang terdiri dari biaya operasional
dan jumlah pegawai, dan variabel output, yaitu: rasio penyampaian SPT dan
efisiensi pemeriksaan pajak.

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah orieniasi input,
dengan asumsi conséant refurn to scafe (CRS) dan variabel retirn to scale (VRS).
Asumsit CKS hanya digunakan pada analisis awal untuk pembuktian bahwa DMU
vang efisien dengan asumsi CRS pasti juga efisien bila dinilai dengan asumsi

VRS. Namun pada apalisis selanjutnya, penelitian hanya akan menggunakan
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asurnsi VRS, Asumsi YRS diinisialkan dengan input-BCC {yang merupakan
singkatan penemunya, yaitu Banker, Chames dan Cooper), sedangkan asumsi CRS
diinisialkan dengan input-CCR (sebagaimana dipopulerkan cleh Charnes, Cooper
dan Rhodes).

Perlu diingat bahwa skor efisiensi yang diperoleh oleh tiap DMU bukan
merupakan nilai efisiensi vang absolute, melainkan hanya nilal relatif terhadap
DMU vang dievaluasi saja, Jadi snata DMU akan efisien terhadap DMU lainnya
(vang tidak efisien) terbatas hanya dalem DMU vang dievaluasi saja Di luar
kompulan DMU vang dievalugsi, suatu DMU belum tentu efisien. Hasil
pengukuran efisienst DEA jupa menghasiikan suatu benchmarking, yaitu DMU
yang efisien akan menjadi acuan bagt DMU yang tidak efisien dalam memperbaiki
kinerjanya agar efisien. Sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam penelilian
ini, yaitu orientast input, KPP vang tidak efisien akan diberikan target input yang
harus dicapai agar sumber daya vang dipakai menjadi seminimal mungkin sesuat
dengan output yang dicapainya.*

KPP Madya rujukan atau acvan adalah KPP Madya yang cfisien
berdasarkan hasil pengukuran efisiensi. Nilal variabel input aktual dari KPP
efisien akan dipakai dalam menentukan nilai variabel input yang ditargetkan bagi
KPP vang tidak efisien dengan persentase atan bobot tertentu yang dihasilkan
dengan EMS, Pada akhimys benchmarking yang dihasilkan akan digunakan bagi
perbaikan efisiensi dari KPP yang fidak efisien. Perbaikan tersebut berupa
pengurangan atau penambahan input yang menjadikan suatu DMU efisien setelah
benchmark diketahui, Karena orientast yang dipunakan dalam penelitian ini adaish
oriertasi nput, maka perbaikan atas jumlab input vang akan dilakukan. Perbaikan
ini dilekukan melalul inpw tgrpefiing {target input), yaitu memperbaiki jumiah
input dari soatu DMU yang tidak efisien berdasarkan acuan DMU yang efisien
sehingga DML yang tidak efisien akan menjadi efisien secara relatif.

 Suatu model dikatakan berorientasi input jika model yang dibangun bertujuan untuk mencari
kombinasi penggunaan minimal input dalam menghasilkan tingkal output tertentu.
Sedangkan dalam model berorientasi output, model bertujuan untuk mencari kombinagi
pencapaian output maksimal dengan tingkat input tertentu. Dalam mede!} berorientasi input,
efisiensi kantor pajak diukur dengan berapa banyak input dapat dihemat untuk dapat
menghasilkan cuiput yang tetap,

Universitas indonasis

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



93

Untuk mendapatkan target input dilakulan dengan cara penghitungan
manual matematis menggunaken rumus: {Bobot X Nilai Input DMU Acuan). Nilal
input DMU acuan adalah data variabel input aktual yang digunakan DMU acuan
dalam proses produksi.

8.2, Hasii dan Analisis Skenario I (KPP Kanwil Khusus vs KPP WP Besar
vs KPP Madya)

5.2.1, Periode I (Semester I Takun 2006)

Deskripst dari masing-masing varabel ditunjukkan pada Tabel 5.3 dengan
rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus, KPP Besar, KPP Wilayah adalsh
Rp317.216.000, rata-rata jumlah pegewainya adalzh 109 orang, rata-raia rasio
ketaatan pelaporan SPT 0,62 dan mia-rala penyelesaian pemeriksaan 8,23, Biaya
operasional  tertinggi  adalah Rp919.319.000- dan  terendah  adalah
Rp273.488.000,- Jamlah pegawal terbanyak adalah 125 orang dan ferendah adalah
74 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertingai adalah 0,96 dan terendah adalah 0,38.
rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 18,11 dan terendah adalah 0,94,

Tabel 5.7. Deskriptif Input-Output Periode I, Skenario 1

Inpnt Cutput
Bia;:a Jumiah Rasio Rasio
Onperasional | Pegawal | Kefaatan Penydesaian
(ribuan Ry} {orang) Peiggonn Pemeriksaan
Rats-rata 517.216 109 0,62 8.23
Nilzi Tengah 484,009 112 0,48 732
Maksimum 919,319 125 0,96 18,11
Minimum 273,488 74 0,38 0,94
Simpang.Baku 177.264 12 0,22 4,20
Skewness 0,731 ~1,987 0,403 0,790
Kurtosis 3,06f) 7,142 1,410 3887

Samber: Hasil Pengolahan Data

Dengan menggunakan bantuan software Eviews 4.0 diketahui Korelasi
antar variabel sebagaimana tersaji pada Tabel 5.8, Dari Tabel 5.8 diketahui bahwa
keseluruban hasilnya bermilai kwrang dari 0,85. Hasil pengujian tersebut
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menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat aniara masing-masing
variabel input dan masing-masing variabel cutput serta antara variabe! inpal dan

variabe! output. Dengan demikian, seluruh variabel, baik variabel input dan output

dapat digunakan dalam penelitian ini

Tabel 3.8, Koefisien Korelasi Anfara Input dan Quiput Periode I, Skenario 1

Rasio Rasio
Biaya Jumlah Ketaatan Penyelesaian
Operasiona) Pegawai Pelaporan Pemeriksann
{1} {7} SPT 013} {02}
Biava Operasional {113} t
Jumlah Pegewai{12} 174 i
Rasio Keinsatan Prlaporan
Rasio Ponyelessian
Pemeriksann {2} .14 047 0,71 }
Sursber: Hasil Pengolehen Data

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA

Hastl pengukuran efisiensi dengan EMS seperti yang terdapat pada Tabel
5.9, menuniukkan bahwa dari 13 KPP Madya yang dievaluasi, terdapat empat KPP
{berdasarkan Input-CCR) dan lima KPP {(berdasarxan Input-BCC) yang memenuhi

syarat efisien karena skor efisiensi berniiai 100%.

Tabhel 5.9, HasHl Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan
Input-CCR dan Input-BCC Semester I Tahun 2006, Skenario 1

No. ! Unit Pengambilan Keputusan lnpetCCR Input-BCC
SKOR Peringkat | SKOR Peringhat
H KEF P M AL 57.63% & 80.44% 7
2 KPP P M AZ T3 B8% s 71,34% g
3 KFFPMAS &0, 78% 18 80.97%% 3
4 KPP P M A4 65.01% g 81,10% 4
5 KPP PrMAS 67,01% 7 80,53% &
] KPP P MAGSG 62.28% 9 §9,39% 3
7 KFP BADORA 1 184),00% H 108,060% i
8 KPP BADORA 2 100,00% i HHL GO i
Ed KPP PM B 95.02% 2 00, 00% i
10 KPP BUMN BEO0% H 100.00% i
i KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 89.50% 3 97,48% 2
i2 KPP WAHB PAJAK BESAR DUA 2127% 4 T235% 8
13 KPP MADYA JAKARTA PUSAT HODL00% 1 100,00% i

Sumber: Hasil Pengolahan Data

tnlversitas indonsesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



97

KPP yang efisien berarti KPP tersebul telah menggunakan sumber daya
yang dimilikinya secara optinal. Penggunaan sumber daya ini berarti penggunaan
input secara minimal untuk menghastlkan outpat fertentu.  Hasil pengukuran
efisionsi seperti terangkum pada Tabel 5.9 menunjukkas bahwa jumlah DMU
efisien yang dihasitkan dengan asumsi Input-CCR lebih sedikit daripada dengan
asumst Input-BCC.

DMU yang efisien menurut Input-CCR pasti efisien menurut Input-BCC.
Hal ini menandakan bahwa syarat yang digunakan Input-CCR lebih ketat dari
Input-BCC. Artinya, dengan Input-CCR suatu DMU akan efisien hanys jika
tambahan input vang digunakan aken menambah output dengan besaran kenaikan
vang sama, Sementara itu, Input-BCC menekankan bahwa perubahan tersebut
tidak harus proporsional atan lebih fleksibel karena bisa perubaban roenjadi
bertarbah besar, lebih kecil ataupun sama bila dibandiagkan dengan proporsi
penambahan  inputnya. Dengan  demikian, konsep Input-BCC  berdasarkan
pengertian di atas lebih rasional atau lebih menunjukkan realitas yang sebenamya.

Berdasarkan Tabel 5.9, terdapat delapan KPP dari 13 KPP vang dievaluasi
belum berkinerja secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang ditandai
dengan nilai skor kurang dari 100%. KPP yang tidak efisien tersebut diber
peringkat mulai darl 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien} dan seferusnya
sesual besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir dari KPP tidak efisien
adalah KPP PMA 3, KPP PMA 5, KPP PMA I, KPP WAIIB PAJAK BESAR
DUA, dan KPP PMA 2.

Benchmarking

KPP vang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-
masing bobot tertentu dengan metoda benchmarking untuk DMU yang dievaluasi.
KPP vang tidak efisien terangkum dalam Tabel 5.10. KPP vang menjadi acuan
atau XPP yang efisien pada Tabel 5.10 ditunjukkan dengan tulisan bercetak tebal.
Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.10 adalah KPP PMA Satu. KPP
PMA Satu memiliki dua KPP referensi, vaitu KPP BADORA 2 (DMUS$) dan KPP
MADYA JAKARTA PUSAT (DMUI3). Akan telapi keduanya memiliki bobot
vang berbeda. Dalam hal ini KPP MADYA JAKARTA PUSAT adalah DMU
efision vang paling menjadi referensi bagi KPP PMA. Satu karena memiliki bobot
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tertinggi (0,52} dibandingkan DMU acuan lainnya, yatlu KPP BADORA 2 {bobot
1,48},

Fabel 5.18. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Efisien
{Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Scmester I Tahun 2006, Skenario 1

Mo, | Unit Pengambilan Keputusan Benchmark

) Bobot | DMU | Bobot | DMU | Bobot | DMU | Bobot | DMV
1 KPP PMA L 0,48 4 0,52 | X]
2 KPP FMAZ €35 7 4,27 g 6,38 i3
3 KPP PMA D 1,34 3 8,66 12
4 KPP P M A 4 843 g 4,57 13
5 KPP PM A3 JAL & 8,34 i3
& KPP PMAGS 080 7 8,260 13
7 KPP BADORA 1
B KPP BADORAZ
2 KPFPFM B
190 KPP BUMN
11 KPP WAIIH PATAK BESAR SATY 0,12 3 0,55 & 0,33 13
12 | KPP WAIJIA PAJAK BESAR

DUA 0,03 7 G,18 3 0,12 iB 4,66 13

13 KPP MADIYA JET PUSAT

Samber: Hayil Pengolahan Data

KPP efisien yang banyak menjadi acuan bagn KPP lainnya yang tidak
¢fisien adalah KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13), karena DMU ini
menjadi acuan bagi delapan KPP yang tidak efisien. Sementara KPP BADORA 2
(DMU 8) menjadi acuan bagi tujuh KPP yang tidak efisien, KPP BADORA 1
(DML 7) menjadi acuan bagi ligs KPP yang tidak efisien, KPP PMB (DMU §)
menjadi acuan bagi satu KPP yang tidak efisien, dan KPP BUMN (DMU 10) bagi
satu KPP yang tidak efisien.

Selanjutnya, berdasarkan nilai benchmarking tersebut perbaikan alokasi
input masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap input dapat dilakukan.
Tabel 5.11 menunjukkan input akiual, input target, perbaikan, dan persentase
perbaikan terhadap input aktual. Input aktual merupakan input yang digunakan
DMU saat ini. Input farget adalah input berdasarkan bobot dan DMU acuan.
Perbaikan adalah input yang harus dikurangi atau ditambzh. Apabila input aktual
lebih besar daripada input target, maka dilakukan pengurangan input dan
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sebaliknya, apabila input aktual lebib kecil daripada input target maka dilakukan
penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap input aktual,

Target input dan perbaikan input KPP Kanwil Khusus vs KPP WP Besar vs
KPP Madya untuk masing-masing input, yaitu biaya operasional dan jumiah
pegawal akan dibahas berikut ini. Pembahasan dimulai dari input 1, biaya
operasional, Contoh penghitungan pada Tabel 5.11 diambil dari salah satu KPP
yang tidak efisien, yaitu KFP PMA Sat. KPP PMA Satu menggunakan KPP
BADORA 2 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan (Tabel 5.1G).
Target input yang akan dihitung adalah untuk input 1 (biaya operasional). Input
aktual biaya operasional KPP BADORA 2 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT
berturui-turut adalah Rpd16.026.000,- dan Rpd39.160.000,~ Maka target input
adalah (0,48X Rp416.026.000,- + 0,52X Rp439.160.000,-) = Rp428.055.000,-

Tabel 5.11. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional
KPY Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester { Tahun 2006

Igput Biaya Operasional  ibuso rp)

No. Unit Pengambilan Keputusan Albual Terget_ | Penyecoatan %

1 KPP PMAI 919,319 1 428055 491263 1 53,44% | |
2 KPP P M A 2 484 009 | 374928 109081 | 22,54%

3 KPP P MAZ 700.261 | 431.294 268,967 1 38.41%

4 KPP PMAA4 570.216 1 420212 1410031 24,73%

5 KPPPMA S 638499 | 428518 2099801 32.89%
6 KFPPM A 6 343.134 | 3060622 36.512 1 10,64%

7 KPP WANB PAJAK BESAR SATU | 640,771 | 478088 212683 1 33,19%

& KPP WAHB PAJAK BESAR DUA 538.773 1 413,203 1255101 23,30%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5.11 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang
barus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target
input biaya operasional sebesar Rp428.055.000,- agar dapat mencapai tingkat
kineria yang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp919.319.000,- Dengan
demikian terdapat selisth mput vang harus dikurangkan sehesar Rp491.263.600 -
atau sebesar 53,44% dari jumlah input aktualnya,

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling banyak harus mengurangi input
biaya operasional (53,44%), diikuti oleh KPP PMA 3 (38,41%) dan disusul KPP
WAIJNB PAJAK BESAR SATU (19%). Hal ini berarti ketiga KPP terscbut harus
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mengurangi input biaya operasional akiuainya sebesar masing-masing persentase
tersebut. Inpul biaya operasional merepresentasikan banyaknya biaya dimana
sudah diklasifikasikan menunat jenis pengeluaran. Penghematan biaya operasional
dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, misalnya dengan mengurangi jumlals
kegiatan penunjang.

Selanjutnya, untuk input jumlah pegawal juga dapat dilakukan hal yang
sama seperti dapat dillihat pada Tabel 5.12. Dengan mengpunakan hasil data
olahan pada Tabel 5.10, diperoleh bobot benchmark dan DMU acuan sehingga
diperoleh target input, dan akhimya dihasilkan perbaikan input yang harus
dilakukan suatu DMU vang tidak efisien.

Tabel 5.12. Target dan Perbaikan knput Jumlah Pegawai, KPP Kanwil
Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester I Tahun 2606

Nao. Unit Pengambilan Keputusan Aktaal I?r;;z:;i;xwif::yz::; $%
i KPFPMAIL 113 91 221 19,61%
2 KPP PMAZ 125 97 28 | 22,68%
3 KPP PMAZJ 106 86 201 18.93%
4 KPP P M A 4 110 84 21 | 19,01%
5 KEPPMAS 112 90 22| 19,52%
6 KPPPMAG 116 104 121 10,25%
7 KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 101 9% 21 242%
g KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 112 86 26| 23.55%

Sumber: Hasll Pengolshan Dats

Contoh penghitungan perbaikan input dapat dilthat pada Tabe! 5.12 dengan
menggunakan salah satu KPP, yaitu KPP PMA Satu yang tidak efisien, KPP PMA
Satu meoggunakan KPP BADORA 2 dan KPP MADYA JAXKARTA PUSAT
sebagai acusn (lihat Tabel 5.10). Target input yang akan dihitung asdalah untuk
input 2 (jumlah pegawai). Input aktual KPF BADORA 2 dan KPP MADYA
JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah 109 dan 74. Dengan demikian, target
input adalah (0,48X109+ 0,52X74) = 91.

Tabel 5.12 menunjukkan farget input jumlah pegawai dan perbaikan yang
harus dilakukan uptuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target
input Jumlah fenaga kerja sebesar 91 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang
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efisien, sementara aktual inpuinya adalab 113, Dengan demikian, terdapal selisih
input vang harus dikurangkan sebesar 22 orang pegawal atau sebesar 19,61% dari
jumiah input aktualnya.

Perbatken dengan cara mengurangi jumlah pegawai paling banyak harus
dilzkukan oleh KPP WAIJIB PAJAK BESAR DUA (3,55%) kemudian KPP PMA
2 (22,68%), KPP PMA 1 (19,61%) dan KPP PMA 5 (19,52%). Artinya, untuk
menjadi efisien, jumiab pegawai masing-masing KPP tersebut harus dikurangi
sebesar persentase dikali dengan jumlah pegawai akiualnya. Penghematan jumish
pegawai dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai pada kanlor yang
bersangkutan dengan cara memindahtugaskan/memutasikan pegawal ke kantor
lain yang membutuhkan pegawail atan mengalami kekurangan pegawai.

Efisiengi fnaub R L0

Fumber Jfebrb dioleh Ao nbak

Gambar 5.5. Efisiensi (Input-BCC) antar KPP Skenario 1,
Semester I Tahun 2006

Sumber: Hasil Pengelahaa Data
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8.2.2, Periode I {Semester H Tahun 2006)

Tabel 5.13. Deskripiif Input-Outpat Periode 11, Skenario 1

Input Output
Biaya Jumlah Rasiq Rasio
Oyfem&iunal Pepawai | Ketaatan Penyelosaian
(ribuan Rp) {orung) Pelaporan Pemeriksaan
SPT
Rata.rats 517.218 109 0,73 14,16
Nitai Tengah 484.00% 112 8,70 11,96
Maksimum 219.319 123 0,96 30,15
Mininum 273,488 74 049 {1,959
Simpang Baka 177,264 12 0,17 7,58
Skewness 0,731 ~1,887 0,006 0,644
Kurtosis 3,060 7,142 1,487 3,191

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukksn pada Tabel 5.13 dengan
rata-rata biaya operasional pada KPP Khusos, KPP Besar, KPP Madys adalah
Rp317.216.000,- Rata-rata jumish pegawainya adalah 109 orang, rate-rata rasio
ketaatan pelaporan SPT 0,73 dan rata-rata penyelssaian pemeriksaan 14,16, Biaya
operasional  tertingpi adalah  Rp%19.319.000,- “dan terendah  adalah
Rp273.488.000,- Jumlah pegawal terbanyak adalab 125 orang dan terendah adalah
74 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertingei adalah 0,96 dan terendah adalah 0,49,
Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,15 dan terendsh adalah 0,99,

Dengan menggunakan banfuan program Eviews 4.0 diketshui korelasi
anfar variabel sebagaimana tersaji pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14. Koefisien Korclasi Antara Input dan Output Periode II, Skenario 1

Biaya Jumlah Rasio Ketaatan p Ra!sm .
Operasionul | Pepawat | Pelaporan SPT cryelesarn
[t} {12 on ?emgrtksaan
{02}
Biava Onerasional {111 i
lumish Pepawsi {12} -3 i
Raslo Ketaastan Pelaporsn
SPTHOL 9,08 0,36 1
Rasio Penyelesaian Pemeriksaan
{023 8.0l 0,48 (1,63 1

Samber: Hasil Pepgolahan Data
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Sechagaimana tersajl pada Talel 5,14, diketahui bahwa keseluruhan hasil uji
korelasi bermilai kurang dari 0,85, Dengan hasil penguitan tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antare masing-masing
variabel input dan masing-masing variabel output serta antara variabel input dan
variabel output. Dengan demikian, keseluruhan variabel baik variabel input
maupun output dapat digunakan dalam penelitian ini,

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA

Hasil pengukuran efisieast dengan BMS8 menunjukkan bahwa dari 13 KPP
di Jakarta yang dicvaluasi terdepat empat KPP berdasarkan Input-CCR atau lima
KPP berdasarkan Input-BCC yang memennhi syarat efisien karena skor efisiensi
bemilat 100% (Tabel 5.13). KPP yang efisien berarti KPP tersebut telah
menggunakan sumber daya vang dimilikinya secara optimal, Penggunaan sumber
daya ini berartt penggunoan inpul secara minimal untuk menghasilkan output
tertentu. Hasil pengukuran efisionsi seperti terangkum pada Tabel 5.15
menunjukkan babwa jumlah DMU efisien yang dibasilkan dengan asumsi Input-
CCR lebih sedikit daripada deagan asurnsi Input-BCC,

Tabel 5.15. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan
Input-CCR dan Input-BCC Semester I Tahun 2006, Skenario 1

No. Unit Pengambilan Keputusan UIPUFCLE Taput-BLC
EKOR Peringkat SKOR Peringkat
I KPP P M AL 83 81% 4 £87,77% 4
2 KPP PMA 2 F3.04% Fi T419% b
3 KPP P M A 3 G2.87% 10 83.05% 7
4 KPP PMA4 100,00% ! 130 00% 1
5 EPP PMA S 69,69% 8 82.22% 8
4 KPP PMAG 44,80% b4 80 59% 3
¥l KPP BADORA | 180.00% H 100, 30% 1
8 KPP BADDRAZ 76,26% & $5,35% &
g KPP PM B £6,54% 3 87,75% 3
il KPP BUMN 100, 50% i 1640 (00946 i
i1 KPP WAJIB PAJAK BESAR BATY 88.89% 2 9%.91% 2
12 KPP WAJIIB PAIAK BESAR DUA 85,75% 3 160,002 |
13 KPP MADYA JAKARTA PUSAT 1830,00% i 100,68% |

Sumber: Hasi Peagolshan Data
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Berdasarkan Tabel 5.13, terdapal lima KPP dari 13 KPP yang dievaluasi
belum berkinerja secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang ditandai
dengan nilai skor kurang dari 100%. KPP yang tidak efisien tersebut diberi
peringkat mulai dari 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien) dan seferusnya
sesuai besarnya skor efisiensi. Lima perngkat berikutnya scielah KPP efisien
(berperingkat 2 sampai dengan 6) adalah KPP WAIJIB PAJAK BESAR SATU,
KPP PMA 6, KPP PMA 1, KPP PMB dan KPP BADORA 2.

Benchmarking

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-
masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang dievaluasi.
Nilai tolak ukur bagi KPP yang tidak efisien terangkum pada Tabel 5,16, KPP
efisien (yang menjadi acuan) pada Tabel 5.16 di atas ditunjukkan dengan tulisan
bercetak tebal. Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.16 adalah KPP
PMA Satu. KPP PMA Satu memiliki dua KPP referegsi, yaitu KPP BADORA 1
(DMU7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMUI13) dengan bobot yang
berbeda,

Tabel 5.16. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Efisien
{Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester IT Tahun 2006, Skenario §

Ne. Unit Pengambilan Keputusan Benchmark
Bebet { DMU | Bobot | DMU | Bobot | DMU

i Kbp 5 M A | 8,67 7 §,33 i3

2 Kfp PMAZ §.45 7 3,03 ig 2.5 i3
3 KPP PMAZ 0,37 7 11,63 i3

4 Kip PM A4

3 Kep PMAS 0,48 7 1,52 i3 ]
6 KPP PMAG 0.8 7 0,2 13

7 KPP BADORA 1

3 KPP BADORA 2 0,51 [ (.45 i3

0 KPF PM B &1 7 g47 Y 42 &
1 KPP BUMN

11 REP WAIIR PAJAK BESAR SATU 4,06 4 3462 iz 4,32 i3
12 KPP WAJIB PAJAK BESAR BLIA

13 KPP MADYA JAKARTA PUSAT

Sumber: Hasil Pengolshan Data
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KPP BADORA | adalah DMU efisicn yang pahing menjadi referenst bagi
KPP PMA Satu karena memiliki bobot tertingg (vaitu 08,67) dibandiogkan DMU
acuan lainnys, yvaitu KPP MADYA JAKARTA PUSAT yang mempunyai bobot
henya 0,33 ‘

KPP efisicn yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya vang fidak
efisien adalah KPF MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13). DMU ini menjadi
acuan bagi delapan KPP yang tidak efisien. Sementara KPP BADORA 1 (DMU 7)
menjadi acuan bagi tujub KPP yang tidak efisien, KPP BUMN {(DMU 10) bagi dua
KPP vang tidak efisien, KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA (DMU 12) bagi satu
KPP yang tidsk efisien, dan KPP PMA 4 (DMU 4} bagi satu KPP yanp tidak
efisien.

Masing-masing KPP vang udak efisien untuk setiap input dilakukan
perbaikan alokasi ioput. Tasbel 5.17 menunjukkan input aktual, input target,
perbaikan dan persentase perbatkan terhadap input aktual Target nput dan
perbaikan input KPP untuk masing-masing input akan dibahas berikut ini.
Pembahasan dimulat dari input 1, biaya opesasional dilanjutkan dengan input 2,

yaitu jumiah pegawai.

Tabel 5.17. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semcester Il Tahun 2006

No. tinit Pengambiian Kepuiusan Ak{ua:n m;f:iif 02;2?::;?:“ wb:;:' L
) KPP PMA I 919.319 | 328.160 591.159 1 64,30%
2 KPP P M A 2 484,009 | 355466 128.543 | 26,56%
3 KPP PM A3 700.261 | 377,861 322400 | 46.04%
4 KPP PMAS 638.499 | 359,637 278.861 | 43,67%
5 KPP PM A 8 343,134 | 306.622 365121 10,64%
6 KPP BADORAZ 416,026 | 354.667 61.359 ¢ 14,75%
7 KPP PM B 424,076 | 372484 51.592 1 12,17%
8 KPP WAJIBR PAJAXK BESAR SATU | 640.771 | 508.783 131.987 | 2060

Sumbes: Hasil Pengolahan Data

Contoh penghitungan Tabel 5.17, yaitu KPP PMA Satu yang tidak efisien,

menggunakan KPP BADORA 1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT schagai
acuan (lthat Tabel 5.16). Target input yang akan dihitung adalah untuk input |
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{blaya operasional). Input akiual KPP BADORA 1 dan KPP MADYA JAKARTA
PUSAT berturut-turut adalah Rp273.488.000,- dan Rpd439.160.000,- Dengan
demikian, target input adalah (0,48 X Rp273.488.000,- + 0,52 X Rp439.160.000,~)
= Rp591.159.000,~ Tabel 5.17 menunjukkan target input biaya operasional dan
perbaikan yang harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu
mempunyai target input biaya operasional sebesar Rp328.160.000,- agar mencapai
tingkat kinerja yang efisien. Sementara itu, KPP PMA Satu memiliki aktual input
sebesar Rp919.319.000,- sehingga terdapat selisih input yang harus dilurangkan
sebesar Rpd91.263.000,- atau sebesar £4,30% dari jurnlah input aktualnya. KPP
PMA Satu adalah KPP vang paling banyak harus mengurangi input biaya
operasionalnya (64,30%), dilanjutkan dengan KPP PMA 3 (46,04%) dan KPP
PMA S (43,67%). Hal ini berarti ketiga KPP tersebut harus mengurangi input
biaya operasional aktualnya sebesar masing-masing persentase tersebut,

Selanjutnya, pada input jumlah pegawal juga dapat dilakukan hal yang
sama. Dengan mengpunakan Tabel 5.17 dipercieh data bobot benchmark dan
DMU acuan sehingga diperoleh target input dan skhimya dihasilkan perbaikan
input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidak clisien. Hasil penghitungannya
dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 8.18. Target dan Perbaikan Iaput Jumlah Pegawai
KPP Kanwil Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester I1 2006

Nov, Unit Pengambilas Keputusan &;‘m:r 1u;:;j::ah iii::::‘m {Z::”Qw
i KPP P M A} 113 94 14 | 13.26%
2 KPP £ M A 2 125 92 331 26.56%
3 KPP PMAS 166 88 18 1 17,05%
4 KPP PMAS 112 92 281 17.80%
5 KFF PMAS 116 104 121 19.23%
6 KPP BADORAZ 199 93 61 1437
7 KPP FM B 13} 9?7 14| 12,24%
3 KPP WANB PAIAK BESAR SATU 101 100 1 1,27%

Somber: Hasil Pengolahan Data

Contoh penghitungan pada Tabel 5.18 menggunakan salah satu KPP yang
tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu yang menggunakan KPP BADORA | dan KPP
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MADYA JAKARTA PUSAT schagal acuan. Target inpul yang dilutung adalsh
untuk input 2 (jumiah pegawai). Input aktual KPP BADORA 1, dan KPP MADYA
JAKARTA PUSAT berturut-turnt adalah 112 dan 74. Dengan demikian, target
inputnya adalah = (0 48X112 + 0,52X74) = 91. Tabel 3.18 menunjukkan target
input jumlah pegawal dan perbaikan yang harus dilakukan untuk DMU yang tidak
efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input jumlah tenaga kerja sebesar 99
agar dapat mencapai tingkat kinerja yang efisien, sernentara aktual inputnya adalah
113, Berarti, selisth input yang harus dikurangkan adalah scbesar 14 atau 12,20%
dari jumiah inpot aktualnya.

Perbatkan dengan cara mengurangi jumish pegawai paling banysk harus
dilaknkan oleh KPP PMA 72 {26,56%), kemudian KPP PMA 5 {17,80%), KPP
PMA 3 {17,05%) dan KPP BADORA 2 (14,57%). Artinya, agar menjadi efisien,
jumiah pegawai tersebut harus dikurangi sebesar persentase tersebut dikali dengan
jumlah pegawai aktualnya.

=
o
i

60% -

Efigiensi {inpui-8¢CY
=

oo
o
o RS

Gambar 5.6, Efisiensi (Iaput-BOC) antar KPP Skenario §,
Semester II Tahuon 2006

Samber: Hasi] Pengolahan Dala
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5.2.3. Periode 11 (Semester 1 Tahun 2607)

Tabel 5.19. Deskriptif Input-Output Periode II1, Skenario 1

Input O=atput
Binya Jumiah Kiutsw Kasio
. . etaatan Peavelesal
Operasional | Pegawai | o enyeiesaian
(ribuan Rp} | {orang) SE'I" Pemeriksaan
Raig-rata LAE0L674 104 0,673 11,809
Nilai Tengah }.429,105 107 0,625 8037
Maksimpm 2.478.355 118 4.929¢ 30,993
Minimuem 951,953 87 8,396 0978
Simpang Baku 358,130 13 D215 8,731
Skewness 1,60 -1.84 §,24 £.80
Kurtosts 3,88 6,22 I,46 2,73

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5,19 dengan
rata-rata biava operasional pada KPP Khusus, KPP Besar dan KPP Madya adalah
Rp1.480.674.000. Rata-rata jumlsh pegawainya adalah 104 orang, rata.rate rasio
ketaatan pelaporan SPT 0,673 dan ratarata penyelesaian pemeriksaan 11,809,
Biaya operasional tertingpi adalah Rp2.478.355000,- dan terendah adalah
Rp951.953.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 118 orang dan terendah adalsh
67 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,99 dan terendah adalah
0,396, Semcntara rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 3078 dan
terendah adalsh 0,978, Depgan menggunakan bantuan software Eviews 4.0
diketahui korelasi antar variabel sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.20.

Tabel .20, Koefisien Korelasi Antara Input dan Qutput Periode 11T, Skenario 1

Rasio
Bisys Juminh Rasio Ketsatan Penyelesainn
Operasional Pegawai Pelaporan SPT Pemeriksasn
LE; {12} o {02
Bisya Operasional
{1} I
Jumish Pegawai
{12} 0,3154740758 i
Rasio Ketaatan
Pelanoran SPT{O1} £ 432157444 -3481204854 i
Ragio Penyelesatan
Pemeriksaas {02} 0,186334478 03014049227 | 0484049772 1
Sumber: HasH Pengolahan Dats
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Sehagaimana tersaji pada Tabel 5.20, keseluruhan hasil kerelast antar input
dan output bernilat kurang dari 0,85, Hasil pengyjian tersebut menunjukkan bahwa
tidak terdapat korelasi yang kuat antara masing-masing variabel inpet dan masing-
masing variabel ouipui serfa antara vanabel input dan varisbel output. Dengan

demikian, keseluruban variabel, baik wvariabel input maupun output dapat
digunakan dalam penelitian int.

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 13 KPP
di Jakarta yang dievaluasi terdapat dua KPP berdasarkan Input-CCR dan tiga KPP
berdasarkan Input-BCC vang memenuhi syarat efisien karena skor efisiensi
bernilai 10084 (Tabel 5.21). KPP yang cfisien berarti KPP tersebut telah
menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan sumber
daya ini berarti psnggupaan input seécara minimal untuk menghasilkan ountput
tertentu,

Hasil pengukuran efisiensi seperti tergambar dalam Tabel 5.21
menunjukkan bahwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi Input-
CCR lebih sedikit daripada dengan asumsi Input-BCC. DMU yang efisien menurut
Input-CCR. pasti efisien menurut Input-BCC. Hal ini menunjukkan syarat yang
digunakan Input-CCR lebih ketat dari Input-BCC. Artinya, dengan Input-CCR
suaty DMU akan efisien hanya jika tambashan input yang digunakan akan
menambah oulput dengan besarsn kenaikan yang sama, sementars Input-BCC
menckankan perubahan tersebut tidak harus proporsional atau lebih fleksibel
Konsep Input-BCC  berdasarkan pengertian ini lebih rasional dan lebih
menunjukkan realitas yang sebenamya.

Berdasarkan Tabel 5.21, ferdapat tiga KPP dari tiga belas KPP yang
dievaluasi belum berkineria secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang
ditandail dengan nilal skor kurang dari 100%. KPP yang tidak efisien tersebut
diberi peringkat mulai dard 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien) dan
seterusnya sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir dari KPP tidak
efisien adalah KPP PMA 1, KPP PMB, KPP PMA 6, KPP PMA 3, dan terskhir
KPP PMA 5.
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Tabel 5.21. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan
Input-CCR dan Input-BCC Semester I Tahun 2007, Skenario |

Ne. i Unit Penpambilan Keputusan tnpat-CCR Input-BCC
SKOR | Peringkat | BKOR | Peringhat
i KPP PM A 61,54% e T230% 7
e KPE PMA 2 T1,02% 7 77.51% 6
3 KPP PMAZ 41,81% 11 69,74% 10
4 KFF PM A 4 74,71% 6 $3,3%% 3
5 KPF PMAS 42,96% 10 a8 83% i
6 KPP PMA G 39.32% 12 71,30% 9
7 KPP BADORA 1 100, 00% i 100,00% [
8 KPP BADORA 2 G3,17% 2 95 15% 2
9 KPP PM B 70,14% 8 T201% 8
10| KPP BUMN 8.92% 4 100,00% |
11 KPP WAHR PAJAK BESAR BATL) 79,31% 3 T4 40% 4
12 KPP WAIIR PAJAK BESAR DUA 7642% 3 1845% 3
3 KPP MADYA JAKARTA PUSAT 160.00% i Hin00% H
Sumber: Hasil Pengolahan Dats
Benchmarking

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-

masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU vang dievaluasi,
KPP yang fidak efisien teranghkum pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Efisien
(Nilai Bohot dan DMU Acuannya) Semester I Tahon 2007, Skenario 1

No. Unit Pengambilan Keputusan Ll
Bobot | DMU | Babof | DMU

1 KFP P MA I 0,44 7 .36 i3
2 KPe P M A2 4,48 7 6,52 i3
3 KPP PMAZ 82 7 3.8 13
4 KPP PM A4 874 7 §,36 13
5 KPp PMAS 4,18 7 0,82 13
& KPP PMAGS §,21 7 9,79 13
7 KPP BADORA |

g KPP BADORAZ 8,71 0,29 13
9 KPP PM DB 6,24 0,76 13
15 KPEF BUMN

i KPP WAJID PAJAK BESAR SATU 0,15 7 0,45 13
12 KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 0,11 7 0,89 13
13 KPP MADYA JAKARTA PUSAT

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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KPP yang menjadi acuan (KPP yang efisien) pada Tabel 3.22 ditunjukkan
dengan tulisan bercetak tebal. Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.22
adalah KPP PMA 8atu, yang memiliki dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA |
(DMUT) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13) dengan bobot yang
berbeda. Dalam hal ini KPP MADYA JAKARTA PUSAT adalah DMU efisien
yang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu karena memiliki bobot
tertinggi (0,56) dibandingkan DMU acuvan lainnya, yaitu KPP BADORA 1
{mempunyai bobot G,44).

KPP cfisien yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak
efisien adalah KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13) dan KPP BADORA
1 (DMU 73, karena DMU ini menjadi acuan bagi sebelas KPP yang tidak efisien.
Masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap input dilekukan perbaikan
alokas! input. Tabel 523 menunjukkan input aktual, input target, perbaikan dan
persentase perbaikan terhadap input akiual. Target input dan perbaikan input KPP
Madya Jakarta Pusat untuk masing-masing input akan dibahas berikut ini.

Tabel 5.23. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional
XPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madys Semester I Tahugp 2007

No.| Unit Penpambilan Keputusan Akm;@‘f;f:;: 09;‘3;::;2‘ iﬁm;: 15}
1| ke PMAL 2478355 | 1095372 | 1382983 | 55.80%
2 | KPP PM A2 1.429.105 | 1.108.410 320695 | 2244% |
3 | KPP PMAS3 1.789.105 | 1.017.143 771962 | 43,15% |
4 | KPP PMAG4 1.429.105 | 1.193.158 235.947 1 16351% ;
5 | KPP PMAS 1.466.605 | 1.010.624 455.981 | 31.09%

§ | KPP PMAG 1.429.105 | 1.020.403 408.702 | 28,60%
7 | KPP BADORA2 L.614.157 | 1.183.379 430.778 | 26,69%
8§ | KPP PM B 1.429.105 | 1.030.181 198.924 | 27.91%
9 | KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU | 1.259.655 | 1.000.845 258810 | 20,55%
10 | KPP WAJIBPAJAK BESARDUA | 1.259.655 | 987.807 271.848 | 21,58%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Penghitungan pada Tabel 5.23 menggunakan data dari Tabel 5.22. Dengan
menggunakan salah satu contoh KPP, yaitu KPP PMA Satu yang tidak efisien
dengan KPP BADORA 1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan.
Target input yang skan dikitung adalah untuk input 1, yaitu biaya operagional.
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Input aktual KPP BADORA | dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT berturut-
turut adalah Rpl.277 906,000, dan Rp951.953.000,- sehingpa target input hiava
operasional KPP PMA Satu adalah (048 X Rpl277906.000,- + 052 X
Rp951.953.000,-) = Rp1.095.372.000,-

Tabel 5.23 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang
harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target
input biaya operasional sebesar Rpl1.095.372.000,- agar dapat mencapai tingkat
kinerja yang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp2.478.355.000,~ Dengan
demikian, terdapat selisth input yang harus dikurangkan sebesar
Rp1.382.983.000,~ atau sebesar 55,80% dart jumlah input aktualnya.

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling hanyak haros mengurangi input
biaya operasional (55,80%) selanjutnya KPP PMA 3 (43,15%), dan disusul KPP
PMA 5 (31,09%). Ini berarti, ketiga KPP tersebut harus mengurangi input biaya
operasional aktualnya sebesar masing-masing persentase {ersebut. Input biays
operasional merepresentasikan banyaknya biaya menwrut jenis pengeluaran.
Penghematan biaya operasional dapat dilakukan dengan berbagal alterpatif,
misalnya dengan mengurangi jimliah kegiatan penunjang.

Tabel 5.24. Target dan Perbaikan Input Jamlah Pegawai
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester 1 Tabhun 2007

No. Unit Pengambilan Keputusan HHpAt Jumiah Peg A5 e
Akinal Tarvgei  Penyesuaiso o

i KPP PMA 1 114 §2 32 £1.14%
2. KPP P MAZ 118 84 34 28 01%
3. KPP PMAJ 6 74 32 30.20%
4, KPP PMAAL il¥ 93 22 18.26%
L KPP P M A S 2 73 15 34,56%
8. KPP PMAGS 107 74 33 30,53%
7. KPP BADORA 2 86 92 4 4,18%
8 KPP PMB 113 73 38 33,29%
. KPP WAIB PAJAK BESAR SATU 3 72 29 XA
ig KPP WAIB PAJAK BESAR DUA 94 71 28 28,44%

Sumber: Hasil Pengolshan Data

Pada input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang sama. Dengan
menggunakan Tabel 5.23 diperoleh data bobot benchmark dan DMU acuan
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sehingga diperoleh target input dan akhimya dihasilkan perbaikan input yang
harus dilakukan suatu DMU yang tidak efisien. Hasil penghilungan telah diringkas
dalam Tabel 5.24.

Contoh penghitungan pada Tabel 5.24 menggunakan salah satu KPP, yaitu
KPP PMA Satu vang tidak efisien. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA
1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. Target input yang akan
dihitung adalah input 2 (jumlah pegawai). Input jumlah pegawai aktual KPP
BADORA 1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah 102 dan
67. Dengan demikian, target inputnya dihitung = (0,44 X 102) + (0,56 X 67) = 82.
Tabel 5.24 menunjukkan target input jumlah pegawai dan perbaikan yang harus
dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input
jumlah pegawai sebesar 82 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang efisien,
sementara aktual inputnya adalah 114. Dengan demikian, terdapat selisih input
yang harus dikurangkan sebesar 32 atau sebesar 27,74% dari jumlah input
aktualnya.
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Gambar 3.7. Efisiensi (Input-BCC) antar KPP Skenario 1,
Semester I Tahun 2007

Sumber: Hasil Pengolahan Dala
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Perbaikan dengan cara mengurangi jumlah pegawai paling banyak harus
dilakukan oleh KPP PMA 5 (34,56%) kemudian KPP PMB (33,29%), KPP PMA
6 (30,53%), KPP PMA 3 (30,20%) dan KPP PMA 2 (29,01%). Artinya, untuk
menjadi efisien, jumlah pegawai tersebut harus dikurangi sebesar persentase
tersebut dikali dengan jumlah pegawai aktualnya. Penghematan jumlah pegawai
dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai di suatu KPP misalnya
melalui mutasi pegawai, yang biasa dilakukan secara rutin di tubuh DJP, ke kantor
yang membutuhkan tambahan pegawai karena beban pekerjaan yang memang
lebih banyak.

5.2.4. Periode IV (Semester II Tahun 2007)

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.25 dengan
rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus, KPP WP Besar dan KPP Madya
adalah Rp1.480.674.000,- Rata-rata jumlah pepawainya adalah 104 orang, rata-rata
rasio ketaatan pelaporan SPT 0,73 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 20,50.
Biaya operasional tertinggi adalah Rp2.478.355.000,- dan terendah adalah
Rp951.953.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 118 orang dan terendah adalah
67 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,99 dan terendah adalah
0,396. Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,79 dan terendah
adalah 0,978.

Tabel 5.25. Deskriptif Input-Output Periode 1V, Skenario 1

Input Output
Biaya Jumlah Rasio )
Operasional | Pegawai | Ketaatan PenR;se:;;ian
(ribuan Rp) | (orang) Pelgl[;;‘ran Pem};zriksaan
Rata-rala 1.480.674 104 0,73 20,50
Nilai Tengah 1.429.105 107 0,69 10,35
Maksimum 2.478.355 118 0,97 90,72
Minimum 951,953 67 0,47 0,93
Simpang.Baku 358.190 13 0,19 23,71
Skewness 1,60 -1,84 0,11 2,18
Kurtosis 595 6,22 141 T.07

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Dengan menggunakan bantuan sofiware Eviews 4.0 diketahui korelasi
antar variabel scbagaimana tersajl pada Tabel 5.26. Berdasarkan Tabel 5.2§,
keseluruhan hastl korelasi bernilal kurang dart 0,85, Dengan hasil penguiian
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara masing-
masing variabel input dan maesing-masing variabel output serfa aniara variabel

input dan variabel output, sehingga keseluruhan variabel, baik variabel input

maupun output

dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5.26. Koefisien Korelasi Antara Input dan Quiput Periode IV, Skenario 1

Ragsio
Biaya Rasio Ketaatan Penyelesaian
Operasional Jumiah Pegawni | Pelzporan SPT | Pemeriksaan
3} {2} {01} fO2})
Biaya
Operasional {11} i
Jumlah Pesawai{l2] 0,3 15474073 1
Rasio Ketantan
Pelaporan SPT {O13 0404265347 -0,386851437 1
Rasio Penyclesaian
Pemeriksaan {O2) 0,011439611 0,247421524 -0,471366542 1

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pengukuran Efisiensi Mengpunakan DEA

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 13 KPP
di Jakarta yang dievaluasi terdapat dua KPP berdasarkan Input-CCR dan empat
KPP berdasarkan lnput-BOC vang memenuhi syarat efisien karena skor efisienst
bernilai 100% (Tabel 327). KPP yang efisien berarti KPP terschut telah
menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan sumber
daya ini berarfi penggunaan jnput secara minimal untuk menghasilkan output
tertentu.  Hasil pengukuran efisienst seperti teranghum pada Tabel 527
menunjukkan bahwa jumiah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi Input-
CCR lebih sedikit daripada dengan asums) Input-BCC, dimana DMU yang efisien
merurut Input-CCR pasti efisien menurut Tnput-BCC,

Berdasarkan Tabel 5.27, terdapat sembilan KPP dari 13 KPP yang
dievaluasi belum berkinerja secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang
ditandai dengan nilai skor kurang dari 100%. KPP yang tidak efisien tersebut
diberi peringkat mulai dart 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien) dan
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seterusnya sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat tevakhir KPP tidak
efisien adalah KPP PMB, KPP PMA &, KPP PMA 23, KPP PMA § dan terakhir
KPP PMA 1,

Tabel 5.27. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan
Input-CCR dan Input-BCC Semester 11 Tabun 2087, Skenario |

No. Unif Pengambilan Keputusan Input-CCR Input-BCC
SKOR | Peringkat | SKOR | Peringkst
i KPP ¥ M A} 33,45% g 66.43% 16
2 EPP PMAZ £9,24% S 74,0%9% 4
3 KPP PMAS 44,00% i §7,40% 8
4 KPP P M A4 65,24% 7 F6.42% 3
3 KPP PM A S 45,53% 10 67,.24% 9
8 KPPF PM A G 37.20% 13 68,60% 7
7 KP# BADORA 1 160,00% 1 100,00% ]
8 KPP BADODRA 2 56,34% 8 73.21% §
9 KPP PM B 67,89% [ 68, 72% 6
10 KPP BUMN 76,38% 4 10, 00% i
11 KPP WAJNB PAJAK BESAR SATU 19,12% 2 HI0,00% i
12 KPP WANEB PAJAK BESAR DUA T7.66% 3 79.48% 2
13 KFP MADYA JAKARTA PUSAT 180,00% 1 180, 00%% i

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Benchmarking

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-
masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU vang dievaluasi.
KPP yany tidak efisien terangkum pada Tabel 5.28.

KPP yanp menjadi acuan atau KPP yvang efisien dalam Tabel 5.28 di atas
ditunjukkan dengan tulisan bercetak tebal. Salah satu DMU vang tidak efisien dari
Tabel 528 adalah KPP PMA Satu. KPP tersebut memiliki dua KPP referenst,
vaitu KPP BADORA 1 (DMU7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT
{DMU13) dengan bohot yang berbeda. Dalam hal ini KPP MADYA JAKARTA
PUSAT adalah DMU efisien yang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu
karena memiliki bobot tertinggi (0,75) dibandingkan DMU acuan lainnya, yaitu
KPP BATDXORA 2 (bobot 0,25).
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Tabel 8,28, Nilai Benchmarking bagi DMU vang Tidak Efisien
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester I Tahun 2087, Skenario |

N, Unit Pengambilan Keputusan Benclimark
Bobat DMU | Bobot | BMU | Bebot | MU

1 KPP P M A 8,25 7 3,78 i3

2 KPP P M A2 6,33 7 0,67 i3

3 KPP P M AZ 4,13 7 487 i3

4 KPP P M A4 8,43 7 4,57 13

5 EPP PMAS 4,18 7 6,590 13

& KPP PMAGS 009 7 4,91 i3

7 KPP BABORA 1

B KPP BADORAZ 489 7 .91 i3

9 ¥PP PM B 8,69 7 0,91 i3

10 KPP BUMN

11 KPP WANE FAJAK BESAR SATU

iZ KPP WA PAIAK BESAR DUA 8,05 7 0,07 16 0,28 13
13 PP MADYA JAKARTA PUSAT

Sumber: Hasi Pengolahan Data

KPP efisien yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak
efisien adalab KPP BADORA 1 (DMU 7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT
(DML 13). Hal ini dikarenakan DMU 7 atau KPP BADORA 1 menjadi acuan bagi
sembilan KPP yang tidak cfisien sementara DMU 13 atau KPP MADYA
JAKARTA PUSAT menjadi acuan bagi delapan KPP yanp tidak cfisien. KPP
acuan lainnya, yaitu KPP BUMN menjadi acean hanya bagi satu KPP vang tidak
efisien. Selanjulnya, masing-masing KPP vang tidak efisien untuk setiap input
dilakukan perbaikan alokasi input. Tabel 529 menunjukkan input sktual, input
target, perbaikan, dan persentase perbaikan terhadap input aktual.

Contoh penghitungan pada Tabel 5.29 menggunakan salah satu KPP yang
tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA
1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT scbagai acuan. Target inpuf yang akan
dihitung adalah untuk input 1 (biays operasional). Input aktual KPP BADORA 1
dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah Rpl.277.906.000
dan Rp$%51.953.000,- Dengan demikian, target input adalah {048X
Rp1.277.806.000,- + 0,52X Rp%51.953.000) = Rp1.033.441.000,-

Universitas Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



Tabel 5.29. Target dan Perbaikan Input Biaya Opcrasional
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Scmester 1Y Tahun 2007

No. Unit Pengambilan Keputusan Input Biava Operasional  (ribusn ep)
Aktual Target Penyesuaian Yo
1 KPP PMAI 2478355 1 1.033.441 1.444 914 58,30%
2 KPP PMA 2 1.429.105 1 1.059.517 369.588 25.86%
3 KPP FMASZ3 1,789,108 904 326 794,779 44,42%
4 KeP PM A4 14291051 1,092,112 336,993 23,58%
5 KPP PMAS 1. 466,605 984,548 482.057 32,87%
5 KPP PM A 6 1.428,108 981,288 447 817 31,34%
7 KPP BADORAZ 1.614.157 GE) 288 632,869 39.21%
8 Kpp PM B 429,105 981,288 447817 31,34%
bid KPP WAIJIB PAJAK BESAR DUA 1259655 1 1002060 257.585 20,43%

Samber: Has#l Pengelahan Data

Tabel 5.29 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang
harus dilakukan uniuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyat target
input biaya operasional sebesar Rp1.033.441.000,- agar dapat mencapai tingkat
kinerja vang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp2.478.3535.000,- Dengan
demikian, terdapat selisih vang  harus  dikwrengkan  sebesar
Rpl.444.914.000,- atau scbesar 58,30% dari jumlah input aktualnya, KPP PMA 1
(58,30%) adalah KPP vang paling banyak harus mengurangi inpnt biaya
operasional (58,30%) dilanjutkan oleh KPP PMA 3 (44,42%) dan KPP Badora 2
{39,21%:). Hal inl menunjukkan bahwa ketige KPP fersebut harus menguorangi

input

input biaya operasional aktualnya sebesar masing-masing persentase tersebut.

Untuk input ke-2, vaitu jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal vang
sama dengan input biaya operasional. Dengan menggunakan Tabel 5.28 diperoleh
data bobot benchmark dan DMU acuvan sehingga diperoleh target input dan
akhirnya dihasilkan perbaikan input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidak
efisien. Hasil penghitungan telah diringkas pada Tabel 5.30.

Penghitungan pada Tabel 5.30 menggunakan salah sate contoh KPP yang
tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menjadikan KPP BADORA 1
serta KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. Targel input yang akan
dihitung adalah untuk input 2 (jumizh pegawai). Input aktual KPP BADORA 1
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dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah 102 dan 67. Dengan
demikian, target input jumlah pegawai adalah (0,48 X 102 + 0,52 X 67) = 76.

Tabel 5,30, Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester II Tahun 2007

. . Input Jumlah Pepawai (orang)
No. Unit Pengambilan Keputusan Alctual Target Peu;iuaian % N
i EFF P M AL 114 76 38 33,57%
2 KPP PM A Z 118 73 30 33,45%
3 XK¥P P M A )G ‘13 34 32.51%
4 KPP PMA G 115 82 33 28,68%
5 KPP PMAZS iz 70 42 17.06%
& KPP P M A& 167 0 37 34.44%
7 Kep BADORAZ 95 Eit] 25 26.80%
g KPP PMB 113 7 43 37.93%
@ KPP WAJNB PAJAK BESAR DUIA 161 72 25 28,72%
Sumber; Hasil Pengolahan Data

Tabel §.30 menunjukkan target input biava operasional dan perbaikan yang
_ barus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyzi target
inpat jumlah tenaga kerja sebesar 76 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang
efisien, sementara akfval inputnya adalah 114, maka terdapat selisih input yang
harus dikurangkan sebesar 38 atau sebesar 33,57% dari jumlsh inpot aktualnya.
Perbaikan dengan cara mengurangi jumizh pegawai paling banyak harus
dilakukan oleh KPP PMB (37,93%), KPP PMA 5 (37,06%) dan PMA & (34,44%).
Dapat diartikan bahwa untuk menjadi efisien, jumlah pegawai tersebut harus
dikurangi sebesar persentase tersebut dikali dengan jumlah pegawai aktualnya.
Penghematan  jumlab pegawal dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah
pegawai atau mutasi pegawai ke KPP ataupun kantor lain yang memang benar-
benar membutuhkan pegawat tambahan.
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Gambar 5.8. Efisiensi (Input-BCC) antar KPP Skenario 1,
Semester IT Tahun 2007

Sumber: Hasi! Penpolaban Data

5.3. Hasil dan Analisis Skenario 2 (KFP Khusus vs KPP WP Begar)
3.3.1. Periode I (Semester ¥ Tahun 20096)

Tabel 5.31. Deskriptif Input-Ouipat Periode I, Skenario 2

Faput Output
Biaya Jamiah Rasio Rasio
Operasional | Pegawal | Ketaatan | po,valosaion
(uta Bp) | (orang) | Pelaporan | pooyoritoaan
SPT

Rata-rata 523,720 {12 {587 £843
Nilai Tenpah 211,398 112 40,479 7,540
Meksimum 918,319 128 4,894 18,107
Minkmum 273 AR% 101 4,376 2800
Simpang Baku 183.518 & 8,203 3,746
Shewness §.52 0,45 4,56 1,41
Kuptosis 2 82 4,10 1,54 4,21

Sumber: Hasll Peogolahan Dam
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Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.31 dengan
rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus dan KPP Besar adalah
Rp523.720.000,+; rata-rata jumlah pegawainya adalah 112 orang, sementara rata-
rata rasio ketaatan pelaporan SPT 0,587 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan
8.843. Biaya operasional tertinggl adalah Rp919.319.000,- dan terendah adalah
Rp273.488.000,- Jumlah pegawai ferbanyak adalah 125 orang dan terendah adalah
101 orang. Rasio ketaatan pelaporan fertinggi adalah 0,89 dan terendah adalah
0,376, Rasic penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 18,107 dan terendah
adalal: 5.

Diengan menggunakan bantuan soflware Eviews 4.0 diketabui korelasi
antar variabel seperti tersaji pada Tabel 5.32. Sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 5.32, keseluruhan hasiinva bernilai kurang dari §,85. Dengan hasil pengujian
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara masing-

. masing variabel input dan masing-masing vadabel output serta antara vatiabel
input dan variabel output. Sehingga kescluruhan variabel, baik variabel input
maupun output dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5.32. Koefisien Korelasi Antara Input dan Qutput Periode I, Skenario 2

Rusio
Rasio Ketaatan Penyclesaian
Biays Operasional  Jumlah Pegawat  Pelaporan SPT Pemeriksann

{13 {123 01} {02}
Hiaya Operastonal
{1 1
Jumlah Pegawal {12} 3615464232 i
Rasio Ketaatan
Pelapormn SPT{01} -0, 124724639 -0,468426903 1
Rasio Penyelosaian
Pemerikenan {02} -{3, 1145964602 $,473762461 -8, 707710662 i

Sumber: Hasii Pengolaban Data

Pengukuran Efisiensi Mengganakan DEA

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP
di Jakarta yang dievaluasi terdapat lima KPP berdasarkan Input-CCR dan fima
KPP berdasarkan Input-BCC yang memenuld syarat efisien karena skor efisienst
bernilar 100% (Tabel 5.33). KPP yang efisien berarti XPP tersebut telah
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menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan sumber

daya ini berarti penggunaan inpul sccara minimal untuk menghasilkan output

tertentu.

Tabel 533, Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan

Input-CCR dan Input-BCC Semester I Tahun 20486, Skenario 2

Ne. Usit Pengambilan Keputusan input-CCR Input-BCC
SKOR Peringkat SKOR Perinpkat
i KPP PM AL 71.33% 4 21,60% ki
2 KPP PMAZ 74.6%% 3 £6,02% £
3 KPP PMAZ 65,26% 7 o5 37% 2
4 KPP PM A4 68,85% & 494 .50% 2
5 KPFE PM A S H188% 5 G8.32% &
] KPP PMAG 62,28% g 94,93% 4
7 KPP BADORA 1 0, (0% ; 160,00% I
8 KPP BADORA 2 H)0,00% 1 1G0,00% I
9 KFP PM B 100,00% I 160.00% 1
10 KI'' BUUMN 100.00% I 160.00% I
11 KPF WAJIR PAJAK BESAR SATU 100,00% I 160.00% I
12 KPF WALDB PAJAK BESAR DUA 91,60% 2 95.08% 3

Suraber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 533, terdapat lima KPP dari 12 KPP yang dicvaluasi
belum berkineriz secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang ditandal

dengan nilal skor kurang darl 100%. KPP vang tidak efisien tersebut diberi

peringkat mulai dari 2 (karena peringkal 1 adalah KPP efisien) dan scterusnya

sesuai besarnya skor efigiensi. Lima peringkat terakhir KPP yang paling tidak
efisien adalah KPP PMA 2, KPP PMA 1, KPP PMA 5, KPP PMA 4 dan KPP

PMA 6.

Benchmarking

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-

masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang dievaluasi,
KPP yang tidek efisien terangkum padaTabel 5.34 berikut.
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Tabel 8.34. Nilai Benchmarking DMU yang Tidak Efisicn
(Nilai Bobot dan DMU Acuanaya) Semester [ Tahan 2006, Skenario 2

No. Unit Pengambilan Keputusan Benchmark
Bobot | DMU | Bobot { DMU | Bohot | DM

1 KPP PMAL 0,23 8 0,77 i

2 KPP PM A2 0,61 7 0 i 0,39 3!
3 KPP PMAZ 9,01 & Q0,99 11

4 FPP PM A 4 0,28 7 0,72 11

3 KPP PMA S 0,05 7 0,17 2 0,79 11
& KPFE PMASG 0,86 7 0.4 il

ki EPF BADORA 1

S KPP BADORAZ

9 KPP PMB

18 KPP BUMN

11 KPP WAJIS PAJAK BESAR SATU

7 KPP WAHE BATAK BESAR DUA 887 7 8,34 10 0,59 11

Sumber: Hasil Pengolahian Data

KPP vang menjadi acuan atau KPP yang efisien dalam Tabel 5.34
ditunjukkan dengan tulisan bereetak tebal. Salah satu DMU vang tidak efigien dari
Tabel 5.34 adalah KPP PMA Satu, KPP PMA Satu memiliki dua KPP referensi,
yaitu KPP BADORA 2 (DMUBS) dan KPP Wajib Pajak BESAR SATU (DMUID
dengan bobot yang berbeda. KPP WP BESAR SATU adalah DMU efisien yang
paling menjadt referensi bagi KPP PMA Satu karcna memiliki bobot tertinggi
(0,77) dibandingkan DMU acuan lainnya, yaitu bobot 6,23 untuk XPP BADORA
2.

KPP efisten yang banyak menjadi acuan bagi KPP latnnya vang tidak
efisien adalah KPP WP BESAR SATU, karena DML ini menjadi acuan bagi tujuh
KPP yang tidak efisien. Sementara KPP BADORA 1 menjadi acuan bagi lima
KPP yang tidak efisicn, KPP BADORA 2 bagi tiga KPP yang tidak efisien, dan
KPP BUMN bagi dua KPP yang tidak efisien. Pembahasan mengenai target input
akan diuraikan di bawah ini.

Untuk masing-masing KPP yang tidak efisien dalam setiap input dilakukan
perbaikan alokasi input. Tabel 5.35 menunjukkan input aktual, input target,
perbaikan, dan persentase perbaikan terhadap input aktual. Input aktual merupakan
input vang digunakan DMU saat ini. Input target adalah input berdagarkan bobot
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dan DMU acuan. Perbaikan adalah input yang harus dikurangi atau ditambah,
dimana jika input aktual lebih besar daripada input target maka dilakuken
pengurangan input dan jika input aktual iebih kecil daripada input target maka
dilakukan penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap input
akiual. Pembahasan dimulai dari input biaya operasional dilanjutkan dengan input
jumlah pegawai.

Tabel 5.35. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester I Tahun 2006

No. Unit Pengambitan Keputusan Input Biaya Operasio'nal fribuan rp}
Aktual | Target | Perbaikan Yo
1 KPP P M A L 519.319 589.079 330.239 35.92%
2 KPP PMA 2 484 .60 416.728 67.281 13,90%
3 KPP P M AZ 700,261 518.523 51.738 8,82%
4 Kbp PM A A4 570.216 537,931 32.284 3,66%
5 KPP PM A S £38.499 391976 45,372 7,29%
& KPP PMA G 343.134 324908 18.226 531%
7 KPP WAIIB PAJAK BESAR DUA 538.773 511.463 27310 5.07%

Sumboer: Hasil Pengolahan Data

Penghitungan pada Tabel 535 mengacu pada Tabel 534 dengan
menggunakan salah satu contoh KPP yang tidak efisien, vaitu KPP PMA Sat,
KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 2 dan KPP WAJIR PAJAK
BESAR SATU sebagai acuan, Target input yang akan dihitung adalah untuk input
1 {biaya operasional). Input aktual KPP BADORA 2 dan KPP WAIJIB PAJAK
BESAR SATU berurut-turut adalah Rp416.026.000,- dan Rp640.771.000,-
Dengan demikian, target fmpuinva = {023 X Rpd416.026000,- + 077 X
Rp640.771.000,-) atau sebesar Rp589.079.000,-

Tabel 5.35 juga menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan
yang harus dilaknkan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai
target input biaya operasional sebesar RpS389.079.000,- agar dapat mencapai
tingkat kinerja yang efisien, sementara aktual inpulnys adalah RpS19.3192.000.-
Ternyata, terdapat selisih input yang harus dikurangkan sebesar Rp330.239.000,
atau sebesar 35,92% dari jumlah input aktualnva.
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Pada Tabel 5.335 juga dapat dilibat bahwa KPP PMA | adalah KPP yang
paling baryak harus mengurangi input biaya operasional {35,52%), lalu KPP PMA
2 (13,90%) dan disusul KPP PMA 3 (8,82%). Hal ini berarti ketiga KPP lersebut
harus mengurangi input biaya operasional aktualnya sebesar masing-masing
petsentase tersebut. Input biaya operasional merepresentasikan banyaknya biaya
vang telah diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran. Penghematan biaya
operasional dapat dilakukan dengan berbagai altematif, misalnya dengan
mengurangi jumlah kegiatan penunjang.

Selanjutnya untuk input jumiah pegawai juga dapat dilakukan hal yang
sama. Dengan menggunakan Tabel 5.34 diperoleh data bobot benchmark dan
DMU acuan. Selanjutmya, dilakukan penghitungan atas target input (jumlah
pegawal) dan perbaikan input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidak efisien,
yang hasil penghitungannya telah terangkum pada Tabel 5.36,

Tabel 5.36 Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester [ Tahun 2006

Na. Unit Pengambiao Kepufusan Ao A Pegaiﬂi omang)
Aktoal { Tarpet { Perbaiikap %%
i KPP PMA ] i13 103 10 8.85%
2 KPP P M A 2 123 108 17 13,60%
3 KPP PMAS ids 191 3 4.73%
4 KPF PM A4 i10 G4 5 5,45%
3 KPP PMAS i12 in4 § 7.14%
& KPP PM A8 ii6 110 & 5,17%
7 KPP WP BESARDUA i12 87 5 4,46%

Sumber: Hasl Penpolahan Dats

Contoh penghitungan perbaikan input jumlah pegawal pada Tabel 3.36
dengan mengpgunakan salzh satu KPP yang tidak efisien adalah pada contoh
penghitungan perbaikan input KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP
BADORA 2 dan KPP WAJB PAJAK BESAR DUA scbagai acuan, Target input
vang akan dihitung adalgh untuk input 2 (jumlah pegawai). Input aktual KPP
BADORA 2 dan KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU berturut-turat adalah 109
dan 101. Maka target input adalah (0,23X10%+ 0,77X101) = 103. Tabel 536
menunjukkan tarpet input jumlah pegawai dan perbaikan yang harus dilakukan
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uniuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input jumiah
tenaga kerja sebesar 103 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang efisien,
sementara akiual inpuinya adalah 113 maka terdapat selisth input yang harus
dikurangkan sebesar 10 atau sebesar §,85% dari jumiah input aktualnya.

Perbaikan dengan cara rpepgurangi jumlah pegawal paling banyak harus
dilakukan coleh KPP PMA 2 (13,60%), kemudian KPP PMA 1 (8,85%), KPP
PMA 3 (7,14%) dan KPP PMA 4 (5,45%). Artinya, supaya meniadi efisien,
jumlah pegawai tersebut harus dikurangi sebesar persentasenya dikall dengan
jumlah pegawai aktualnya. Penghermatan jumlah pegawai dapat dilakukan dengan
berbagai alternatif, misalaya dengan mengurangi jumlah pegawai ke kantor lain
yang memang benar-benar membutubkan tambahan pegawai karena beban
pekerjaan yang lebih besar.

152%

, ‘”Ej]

&% "

B5% 1

Efisiensi{npub-BCCY

Eb% 17

¥t% I T Y §
PR R E LN TR S
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ASARESARE CARE AR AR S SR
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Gambar 8.9, Efisiensi (Inpui-BCC) antar KPP Skenario 2,
Semester [ Tahun 2006

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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5.3.2, Periode I (Semester 11 Tahan 20006)

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.37 dengan
rate~rata biaya operasional pada KPP Khusuz dan KPP Besar adalah
Rp523.720.000; rate-rata jumleh pegawainya adalah 112 orang, rala-rata rasio
ketaatan pelaporar SPT 0,71 dan rata-rata penyelesaian pemertksaan 15,25, Biaya
operasional tertinggi adalab Rp%19.319.000 dan terendah adalah Rp273 488.600,-
Jumlah pegawai terbanyak adalah 125 orang dan terendah adalah 101 orang. Rasio
ketaatan pelaporan tertinggl adalah 093 dan terendah adalah 0,49, Rasio
penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,15 dan terendsh adalah 6,75.

Tabel 5.37. Deskriptif Input-Oufput Periode I, Skenario 2

Input Quiput
Biaya Jumlah Rasio Rasio
Operasional | Pegawai | Ketaatan Penyelesaian
(juta Rp) forang) | Pelaporan Pemeriksaan
SPT

Raia-rata 523,720 112 0,71 15,25
Nilai Tenpzh 511,391 112 0,68 12,34
Maksimum Q19,319 125 3,93 30,15
Minimum 273488 i1 0,49 8,85
Simpang,Baka 183.519 é 6,17 6,75
Skewness 0817 9,455 B,117% 1,187
Kurtosis 2823 4,698 1,542 3,151

Sumber: Hasil Pengolahan Daia

Denpan menggunakan bantuan software Eviews 4.0 diketahui sebagaimana
tersaji pada Tabel 3.38, keselurchan hasil korelasi antar variabelnya bernilai
kurang dari 0,83, Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat
korelasi yang kual anfara masing-masing variasbel input dan masing-masing
variabel output serta antara variabel input dan variabel output. Dengan demikian,
keseluruhan variabel, baik variabel input maupun output dapat digunakan dalam

penelitiag ini.
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Tabel 5,38. Koefisien Korclasi Antara Input dan Qutput Periode TN, Skenario 2

. Ragin
Biaya Jumlah Pegawai I;asm Ketauian Penyelesaian
o comal elaporan SPT p ks
perasiona cneriksaan
311 {12} {O1} O
Biaya Operasional {11} 1
Jumlah Pegawai {12} A 28724806 ;
Rasio Ketaatan
Pelaporan SPTHO1} 303512033 3000306669 1
Rasio Peayelessian
Pemeriksaan {02} -§, 06890138 0,657456265 =,538430403 i

Sumbser: Hasil Pengolahan Data

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP
vang dievaluasi terdapat empat KPP berdasarkan input-CCR dan lima KPP
berdasarkan input-BCC yang memenuhbi syarat efisien karena skor efisiensi
bernilai 100% (Tabel 5.39)., KPP yang efisien berarti KPP terscbut telah
menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan sumber
daye ini berarti penggunasn inpuf secara minimal untuk menghasilkan output
tertentu.

Tabel §.39. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi
berdasarkan Input-CCR dan Input-BCC Semester II Tahun 2006, Skenario 2

Ro. Unit Pengambilan Keputusan e e
SKOR | Peringkat | SKOR | Peringkst

1 KPE P M A 1| 87,56% 4 94.53% &

2 KPP P M A 2 ,73% & 86,859 &

3 KPP P M A3 84, 10% 5 98 1% 4

4 KPP P M A4 100,005 i 106.06% 1

5 KPP P M A S 72,36% 7 92.92%% 7

& KPP P M A6 66,71% g 94,939 3

7 KPP BADORA 1 100,08% I 100,00% 1

2 KPP BADORA 2 83.49% 3 98,93% 3

9 KPP PM B 97,50% 3 99,67% 2

§1] KPP BUMN 160,00% | 100,00% 1

i1 KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 100,00% | 100,00% ]

12 KPP WANIB PAJAK BESAR DLIA 93.27% 2 100,00% i
Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Hasii pengukuran efisiensi seperti terlihal pada Tabel 5.39 menunjukkan
bahwa jumiah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi input-CCR lebib
sedikit daripada dengan asumsi inpui-BCC. DMU yang efisien menurut input-
CCR pasti efisien menurut put-BCC. Hal ini menandakan bahwa syarat yang
digunakan input-CCR lebih ketat dari input-BCC. Artinya, dengan input-CCR
suaty DMU akan efisien hanya jika tambshan input yang digunakan akan
menambah output dengan besaran kenaikan yang sama, sementara Input-BCC
menekankan perubahan tersebut tidak harus proporsional atau lebih fleksibel
karena bisa saja bertarnbah lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dibaadingkan
proporsi penambghan inpuinya. Konsep input-BCC berdasarkan pengertian
tersebut lebih rastonal atan lebih menunjukkan realitag yang sebenamya.

Berdasarkan Tabel 5.39, terdapat lima KPP dari 12 KPP yang dievaluasi
belum berkinerja secara efisien berdasarkan asumsi mpwt-BCC yang ditandai
dengan nilai skor kurang dar 100%. XPP vang tidak efisien tersebut diben
peringkat mulai dari 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien) dan seterusnya
sesual besamya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir dari KPP vang paling tidak
efisien adalah KPP PMA 2, KPP PMA 5, KPP PMA 1, KPP PMA 6, dan KPP
PMA 3.

Benchmarking

KPP yang tidak efisicn mengacu pada KPP veng efisien dengan masing-
masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang digvaluasi,
KPP yang tidak efisien terangkum pada Tabel 5.40, KPP vang menjadi acuan atau
KPP yang efisien dalam Tabel 540 di atas ditunjukkan dengan tulisan bercetak
tebal, Salah satu DMU yang tidak efisten dari Tabel 5 .40 adalah KPP PMA Satu.
KPP PMA satu fersebut memiliki dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA 1
(DMUS) dan KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU (DMUI1} dengan bobot yang
berbeda. KPP BADORA 1 adalah DMU efisien yang paling menjadi referensi bapi
KPP PMA Satu karena memiliki bobot tertinggi (0,55) dibandingkan DMU acuan
lainnya, yaitu KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU yang berbobot 0,45,

KPP efisien yang banyak menjadi acvan bagi KPP lainnva yang tidak
efisien adalsh KPP BADORA 1 dan KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU, karena

Universifas Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009




130

DMU 101 menjadi acuan bagi wijvh KPP yang tidak efisien. Sementara KPP
BUMN menjadi acuan bagi tiga KPP yang tidak efisien.

Tabel 5,40, Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Efisien
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester H Tahun 2006, Skenario 2

No. Unit Pengambilan Kepntusan Benchmark
' Bobot | DMU | Bobot | DMU | Bobot | DMY

1 KPP PM A 4,55 7 645 I

2 KPP PMAZ 0,40 7 6,24 10 0,36 11
3 KPP PM A3 4,14 7 438 i1

4 KPP PM AL

5 KPP PMAS .29 ¥i 471 it

6 KPP PMA G {1 86 7 .14 [}

7 | KPP BADORA1

8 BEPP BADORA 2 0,58 7 0,05 H 8,37 il
g KPP PM B 0.06 7 0,64 10 0,30 11
ig KFF BUMN

i1 KPP WAJIE PAJAK BESAR SATU

j ¥ KPP WANE PAJAK BESAR DUA

Sumber; Hasil Pengolahan Data

Masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap inpumya akan
dilakukan perbaikan alokasi input. Tabel 541 menunjukkan input aktual, input
target, perbaikan, den persentase perbaikan terhadap input akival. Input aktuai
merupakan input vang digunakan DMU saat ini. Input target adalah input
berdasarkan bobot dan DMU acuar, Perbaikan adalah input vang harus dikurangi
atau ditambah, dimana jika input aktual lebih besar daripada input tarpet maka
dilakukan pengurangan input dan jika input aktual lebih kecil daripada input target
maka dilskukan penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap
input aktoal.

Target input dan perbaikan input KPP untuk masing-masing input akan
dibahas berikut. Penghituagan pada Tabel 5,41 menggunakan data dari Tabel 5.36.
Sebagai contoh penghitungan, diambil salah KPP yang tidak efisien, yaitu KPP
PMA Satu, KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 1 dan KPP WAJIB
PAJAK BESAR SATU sebagal acuan. Target input yang akan dihitung adalah
untuk input 1, yaitu biaya operasional, Input aktval KPP BADORA 1 dan KPP
WAIB PAJAK BESAR SATU berturut-turut adalah Rp273.488.000,- dan
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Rp640,771 000~ Dengan demikian, target input adalah {0,55XRp273.488.000,- +
0.45XRp640.771.000,-) = Rpd38.765.000,- KPP PMA Satu mempunyai targel
input biaya operasional sebesar Rp438.765.000,- untuk dapat mencapai tingkat
kinerja yang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp919.319.000,- Dengan
demikian, terdapat selisih input yang harus dikurangkan sebesar Rp480.553.000,-
atau schesar 52,27% dar jumlah input aktualnya.

Tabel 5.41. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester 11 FTahun 2606

Unit Peagambilan Input Binya Operasional  (ribuas rp)
No. Keputusan Aktual | Target | Penyesusian %

H KPP P M A | 619319 438.765 480.553 52.2T%
2 KPP PM A2 484 009 420730 63.279 13,07%
3 KPP PM A Ton.261 589.351 110810 15,84%
4 KPP PMAS 638,499 534.259 14,240 16,33%
5 KPP PMAS 343,124 324.908 18.226 5,31%
6 KPF BADORA 2 416.024 412,512 3.514 0.84%
7 KPE PM B 424,076 423726 330 0,08%

Sumber: Hasil Pengelahan Data

KPP PMA Satu adalah KPP vang paling banyak harus mengurangt input
biaya operasional (52,27%) selanjutnya KPP PMA 5 (16,33%) dan disusul KPP
PMA 3 (15,84%). Hal ini berarti ketiga KPP tersebuf harus mengurangi input
biaya operasional aktualnya sebegar masing-masing persentase tersebut.

Selanjutnya, untok input jumilab pegawai juga dapat dilakukan hal yang
sama, Dengan menggunakan Tabel 5.40 diperoleh data bobot benchmark dan
DMU acuan sehingga diperoleh target input dan akhimya dihasilkan perbaikan
input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidak efisien. Hasil penghitungan
teleh diringkas pada Tabel 5.42.

Penghitungan pada Tabel 5.42 menggunakan data pada Tabel 5.40, Contoh
penghitungannya menggunakan salah satw KPP yaog tidak efisien, yaitu XPP
PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 1 dan KPP WAJIB
PAJAK BESAR SATU scbagai acuan. Target input yang akan dihitung adalah
untuk input 2, yaitu jumlah pegawai. Input aktual KPP BADORA 1 dan KPP
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WAIR PAJAK BESAR SATU berfurut-turut adalah 112 dan 112 Maka target
inpul adalah (0,35X 112+ 0,45X112) = 107,

Tabel 5,42, Target dan Perbaikan Input Jumiah Pegawai
KPP Xhusus vs KPP WP Besar Semester II Tahun 2006

Unit Pengambilan Taput Jumiah Pegawal {oreng) |

Ro. Keputusun Aktual Target | Penvesusian Y
L'l kpp PM A 113 107 ¢ 5 44%
2| KPP PMAZ 125 109 16 13,11%
31 Kerp PMA3 106 102 4 3 31%
] kep PMAS 12 104 g 7.07%
>l kep PMAG 116 118 5 5,03%
& | KPP BADORAZ 109 108 1 112%
7| wep PM B 11 11 0 0.36%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 542 menunjukkan target input jumlah pegawal dan perbaikan yang
harus dilskukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target
input jumlah pegawal sebesar 107 agar dapat mencapal tingkat kinegje yaug

efisien, sementara aktual inputnya adalah 113, Dengan demikian, terdapat selisih
input yanpg harus dikuranpgkan sebesar 6 atau sebesar 5.44% dan jumlah input
aktualnva. v

Perbaikan dengan cara mengurang jumiah wajib pajek paling banyak harus
dilakukan oleh KPP PMA 2 (13,11%) kemudian XPP PMA 5 (7,07%), KPP PMA
1 (5.,44%) dan KPP PMA 6 (5,05%). Artinya, supaya efisien jumlah pegawai pada
masing-masing kantor tersebut harus dikurangi sebesar persentase tersebut dikali
dengan jumlah pegawal aktuslnya. Penghematan jumish pepawai dapat dilakukan
dengan berbagai alternatif, misalnya dengan mutasi pegawai ke KPP lain yang
memang benar-benar membutihkan tambahan pegawai sehubungan dengan beban
pekerjaan di KPP tersebut.
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Efisiensi{lnput-BCC

Gambar 5.10. Efisiensi (Input-BCC) antar KPF Skenario 2,
Semester 1 Tabun 2085

Surrber: Hasil Pengolahan Dats

5.3.3, Periode III {(Semester 1 FTabun 2007)

Tabel 5.43. Deskriptif Input-Oufput Periode I, Skenario 2

Input Output
Biaya Jumlah Rasio Rasio

Operasional | Pegawsi | Ketastan .
(ribuan By} | (erang) | Pelaporan ?mydfm* an
SPT Pemeriksaan
Rata-rata 1,524,734 J08 0,63 12,71
Nilzi Tengah 1.429.105 108 0,60 8,69
Maksimum 2478355 118 (.93 30,79
Minimum 1,259,655 95 0,40 4,34
Simpang. Baku 335310 7 3,20 8,48
Shewness 209 5,18 4,37 8,94
Kurtosis 6,64 1,83 1,35 2,64

Sember: Hasil Pengolshan Dats
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Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.43 dengan
rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus dan KPP WP Besar adalsh
Rp1.524.734.000; rata-rata jumlah pegawainya adalah 108 orang, rata-rata rasio
ketaatan pelaporan SPT 0,65 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 12,71, Biaya
operasional adalah Rp2.478.355.000,- terendah  adalah
Rpl1.25%.655.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 118 orang dan terendzh
adalah 96 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,93 dan terendah
adalah 0,4. Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,79 dan terendah
adalah 4,34.

Dengan menggunakan bantuan sofiware Eviews 4.0, sebagaimana tersaji
pada Tabel 5.44, keseluruhan hasil korelasi antar variabelnya bernilai kurang dari
.85, Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang

tertinggi dan

kuat ardara masing-masing variabe! input dan masing-masing variabel output serta
antara varigbe! input dan variabel cutput. Dengan demikian, keseluruhan varabel,
baik variabel input maupun output dapat digunakan dalam penelitian ind.

Tabel 5.44. Keefisien Korelasi Antara Input dar OQutput Periode 1X1, Skenavio 2

Rasip
Somiah Rasio Kotantan Penyelesainn
Biava Operasipaal | Pegawai | Pelaporss 5PT Pemerikgnan
{i} fi2} {013 23]
Biaya Operasional {11} I
Jumlah Pegawal {12} 0,293115759 1
Rasio Ketaatan
Pelaporan SPT{(1} -5,2038503 £,21879 i
Rasio Penyelesalon
Perzriksann {02} GE25722005 1 41083717 43, 38358 I
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP
yang dievaluasi terdapat lima KPP berdasarkan Input-CCR dan lima KPP
berdasarkan Input-BCC yang memenuchi syarat efisien karena skor efisiensi
bernilai 100% (Tabel 5.45). Input-CCR menyatakan suaty DMU akan efisien
hanya jika tambahan input yang digunakan akan menambah output dengan besaran
kenatkan yang sama, sementara Input-BCC menekankan perubahan tersebut tidak

Universitas Indonesia

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009



135

harug proporsional atau lebih fleksibel karena bisa saja bertambah lebih besar,
lebih kecil, ataupun sama dibandingkan proporst penambzhan inputnya. Konsep
input-BCC berdasarkan pengertian terscbut lebih rasional atau lebth menunjukkan

realitas vang sebenamya.

Tabel 5.45. Hasil Skor dan Peringkat Efisicasi berdasarkas
Input-CCR dan Input-BCC Semester I Tahun 2007, Skenario 2

No. Unpit Pengambilan Keputusan Input-CCR Tuput-BCC
SKOR | Peringkat | SKOR | Peringlat
H KPP PM A I £9,72% 5 84 06% [
2 KPP PMAZ 80,03% 3 £8 64% 5
3 KPP PM A $1,26% ? 90.40% 3
4 KPP PMAS4 7146% 4 88.00% 4
5 KPP PMAS 5328% & 28,15% 7
6 KPP P M A6 47,75% 8 §2,06% 2
7 KPP BADORA1 100,00% { 106,00% i
8 KPP BADORA 2 H0,60% 1 180, 00% i
9 KPP PM B 86,72% 2 £8.21% 5
10 KPP BUMN 100,00% 1 100.,00% 1
11 KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 100,00% 1 100,00% 1
12 KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 190,00% 1 100,00% 1
Sumbey: Masil Pengolahan Date

Berdasarkan Tabel 5.45, terdapat lima KPP dari 12 KPP vang dievaluasi
belumn berkineria secara efisien berdasarkan asumst Input-BCC yang ditandai
dengan nilai skor kwang dari 100%. KPP vang tidak cfisien tersebut diberi
peringkat mulai dari 2 (karena peringkat | adalah KPP efisien) dan seterusnya
sesual besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir KPP yang paling tidak
efisien menurnt input-BCC adalah KPP PMA 1, KPP PMA 5, KPP PMB, KPP
PMA 2, dan KPP PMA 4,

Benchmarking

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-
masing bobot tertentu dengan metoda benchmarking untuk DMU vang dievaluasi,
Nilai bobot dan DMU acuan masing-masing KPP yang tidak efisien terangkum
pada Tabsl 5.46. KPP yang menjadi acuan atau KPP yang efisien pada Tabel 5.46
di atas ditunjukkan dengan tulisan bercetak tebal.
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Tabel 8,46, Nilai Benchmarking bagt DMU yang Tidak Efisien
(Nilai Bobot dan BMU Acuannya) Semoester I Taliun 2007, Skenario 2

No, Unit Pengambilan Keputusan Benchmar
Bobot | BMU ¢ Bobot | DMU | Bobot | DML

i KPP P M A i 8

A KPP B M A 2 B39 7 £.61 11

3 KPP PMA 3 1 g

4 KPP PMA 4 0,69 7 0,31 i1

5 KPP PMAS 0,01 7 0,09 & (.90 12
& KPP P 3 A6 3,16 8 0 84 id

¥ KPF BADORA |

8 KPP BADORA 2

9 KP? PMB 0,13 ki {,2 1 1,67 ¥
16 KPP BUMN

il KPP WAJIE PAJAK BESAR SATU

[ ¥ KIP WANG PAJAK BESAR DUA

Suraber: Has#l Pengolahan Data

Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.46 di atag adalah KPP
PMA Satu, ¥XPP PMA Satu memiliki satu KPP referensi, yaitu KPP BADORA 2
(DMUZB) dengan bobot 100% {karena hanya satu-satunya KPP referenst). KPP
efisier; yang banyak menjadi acuan bagi KPP yang tidak efisicn adalah KPP
BADORA 1 dan KPP BADORA 2, karens DMU inl meniadi acuan bagt empat
KPP yang tidak cfisicn. Sementara KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU menjadi
acuan bagi tiga KPP vang tidak efisien dan KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
juga bagi tiga KPP yang tidak efisien.

Masing-masing KPP yang tidak efisien melakokan perbaikan alokas: input
seperti yang terangkum pada Tabel 5.47. Tabel ini menunjukkan input aktual,
input target, perbaikan den persentase perbaikan terbadap input akwual. Input
aktual merupakan input yang digunakan DM saat ini. Input target adalab input
berdasarkan bobot dan DMU acuan. Perbaikan adalah input vang harus dikurangi
atau ditambah, dirnana jika input aktual lebih besar daripada input target maka
dilakukan pengurangan input dan jika input aktual lebih kecil daripada input target
maka dilakukan penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap
input aktual, '
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TFabel 5.47. Target dan Perbatkan Input Biaya Operasional
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester [ Tahun 2067

Unit Pengambilan Input Biaya Operasional (ribuan o

Na. Keputusan Aktual Target Penyesuaian Yo
1 KPP P M A 2478355 1.614,157 864,198 34,87%
Z KPP PMAZ 1420105 1,266,773 162.332 11,36%
3 KfE PM A D 1. 789,105 Lol 157 14,948 8,78%
4 KPP PMAS4 14282105 1,272,248 [56.857 140.98%
5 KPP B M A S 1.466.605 12381.743 174,862 11,92%
6 KPP PM A G 1.429.1065 1,262,575 166.530 11,65%
7 KPP PM B 1,423,163 1,262.028 67.077 11,69%

Sumber; Hasil Pengolahan Dt

Tabel 547 menumjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang
harus dilakukan astuk DMU yang {idak efisien. Penghitungan pada Tabe! 547
menggunakan data dari Tabel 5.46. Sebagai conioh penghitungan, diambil salah
saty KPP vang tidak efisien, yaitu KPP PMA Satn, KPP PMA Satu menggunakan
KPP BADORA 2 sebagai acuan. Target input yvang ekan dihitung adalah input 1
atau biaya operasional. Input aktual KPP BADORA 2 adalah Rpl.614.157.000,-
sehingga target inputnya akan = (1XXp1.614.157.000,-) = Rp1.614.157.000,-

KPP PMA Satu mempunyal target input biaya operasional sebesar
Rpl1.614.157.000,~ untuk mencapal tingRat kinerjz yang efisien. Scmentara itu,
aktual inputnya adalah Rp2.478.353.000,- Dengan demikian, terdapat selisih input
yang harus dikurangkan sebesar Rp864.198.000.- atau sebesar 34,87% dari jumiah
input aktuainya.

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling banyak harvs mengurangi input
biava operasional (34,87%), ditanjutken KPP PMA 5 (11,92%) dan disusul KPP
PMEB (11,69%). Artinya, ketiga KPP tersebut harus mengurangi input biaya
operasional aktualnya sebesar masing-masing persentase tersebut. Penghematan
biaya operasional dapat dilakukan dengan berbagai altematif, misalnya dengan
mengurangi jumlah kegiatan penunjang,

Selanjutnya, untuk input jumlah pegawal juga dapat dilakukan hal yang
sama. Dengan menggunakan Tabel 5.4¢ diperoleh data bobot benchmark dan
DMU acuan sehingpa diperoleh target input vang uskhirnya menghasitkan
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perbaikan input yang harus dilakukan oleh suate DMU yang tidak efisien. Hasil
penghitungan telah diringkas pada Tabel 348

Tabel 5.48. Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester 1 Tahun 2007

Unit Pengambilan Inpui Jwnlah Pegawai {oreng) |

Ne. Kepuinsan Aktual Target | Penvesnaian Yo
i KPP P M A1 114 96 18 15,84%
2 KEF PM A2 118 101 17 14,10%
3 KPP P M A3 6 56 10 9,60%
4 KPP PMAS4 113 L1z i3 11,61%
3 KPP PM A S 12 9% i3 11,84%
6 KPP PMAGS 107 99 8 T54%
? KPP PM B 113 100 13 1L,70%

Sumber: Hasil Peapaiaban Bats

Contoh penghitungan pada Tabel 5.48 adalah dengan menggunakan salah
saty KPP yang tidak efisien, yaitu KPP PMA Batu. KPP PMA Satu mengambil
KPP BADORA 2 scbagai acvan, Target input yang akan dihitung adalah untuk
input 2 (jumlah pegawai). Input aldual KPP BADORA 2 adalah 96, sehingga
target input jumlah pegawai KPP PMA Satu adalah (1x96) = 96. Tabel 548
menuriukkan target input biaya operasional dan perbatkan yang harus dilakukan
untk DMU vang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input jumnlah
pegawai/tenaga kerja scbesar 96 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang efisien,
sementara akial inputnys adalah 1i4. Dengan demikian, terdapat selisth input
yang harus dikurangkan sebesar 18 atau sebesar 15,94% dari jumish input
aktualnya,

Perbaikan dengan cara mengurangi jumiah pegawal paling banyak harus
dilakukan oleh KPP WAJNB PMA 1 (15.54%) kemudian KPP PMA 2 (14,1%),
KPP PMA § {i1,84%) dan KPP PMB (11,7%). Artinya, untuk menjadi efisien,
jumlah pegawai tersebut harus dikurangi sebesar persentase dikali dengan jumlah

pegawal aktualnya.
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Gambar 5,11, Efisiensi (Inpuat-BCC) antar KPP Skenario 2,
Semester I Tahun 2067

Surber: Hasll Pengolahan Data

%34, Periode IV (Semester II Tahun 2007)

Deskripsi dar masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.49 dengan
rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus dan KPP WP Besar adalah
Rp1.524.734.000,-; rata-rata junilsh pegawainya adalak 108 orang, rata-rata rasio
ketaatan pelaporan SPT 0,71 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 22,13, Biaya
operasional  tertinggi adalah  Rp2.478.355.000,- dan terendah  adalah
Rp1.259.655.000,- Jumlah pepawat terbanyak adalah 118 orang dan terendsh
adalah 96 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adslah 0,97 dan terendah
adalah 0,47, Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 90,72 dan terendah
adalah 5,97.

Dengan menggunakan bantuan software Eviews 4.0, sebagaimana tersaji
pada Tabel 5.50, keseluruhan hasil korelasi antar variabelnya bernilai kurang dard
.83, Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang

kuat antara masing-masing variabel input dan masing-masing variabel output serta
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antara variabel inpul dan variabel output. Dengan demikian, keseluruban variabel,

batk variabel input maupun output dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabetl 5.49. Deskriptif Input—Output Periode 1V, Skenario 2

Input Cratput
Biaya Jumiah Rasio Rasic
O;ferasiomi Pegawai | Ketaatan Penyelesaiau
(ribuan Rp} t (orang) Pe!g ;%mu Pemeriksaan
Rat-rata 1.524.734 108 4,71 22,13
Nitai Tengah 1428 163 6} 1,68 11,48
Maksimam 2478.355 {18 DG7 80,72
Minimum 1.259.658 96 047 597
Simpang. Baky 335318 ¥i 8,1¢ 23,9%
Skewness 2,09 8,18 83,27 Z,14
Kurtosts 6,64 1,83 1,534 8,73

Sumber: Hasil Penpoluhan Data

Tabel 5,50, Kaoefisicn Korelasi Antara Input dan Output Periede IV, Skenario 2

Ragie Rasio
Jumizh Ketaatan | Penyelesaian
Biaya Operasional Pepawai | Pelaporan | Pemeriksaan
{11} 124] SPT {01 £023
Biaya Operasional
fii 1
Jumlah Pegawai {12} 8293115759 1
Rasio Ketaatan
Belasoran SPT{O1 } -0,289572549 {15021 1
Rasio Penyelesalan
Pemeriksaan {02} £ 1134321971 0059795 042249 1

Sumber: Hasil Pengolahar Data

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA

Hasil pengukuran efisienst dengan EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP
di Jakarta yang dievaluasi terdapat dua KPP berdasarkan Input-CCR dan Irma KPP

berdasarkan Input-BCC vang memenuhi syarat efisien karena skor efisiensi
bernilai 100% {Tabel 5.51). KPP yang efisien berarti KPP tersebut telah

menggunakan sumber daya yang dimilikinya sccara optimal. Penggunaan sumber

daya ini berarii penggunean input secara minimal untuk menghasilkan output
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tertentu. Hasil pengukuran efisiensi sepertt tergambar dalam Tabel 551
menunjukkan bahwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi Input-
CCR lebih sedikit daripada dengan asumsi [nput-BOC, sehingga dapat
disimpulkan bahwa DMU yang efisien menurut Input-CCR pasti efisien menurat
fnput-BCC. Hal ini menandakan bahwa syarat yang digunakan Input-CCR lebih
ketat dari Input-BCC. Artinya, dengan Input-CCR suate DMU skan efisien hanya
jika tambahan input yang digunzkan akan menambah output dengan besaran
kenaikan yang sama, sementara Input-BCC menekanksn perubahan tersebut tidak
harus proporsional atau lebih fleksibel. Konsep Input-BCC berdasarkan pengertian
ini dinilai lebih rasional atau lebih menunjukkan realitas vang sebenamya.
Berdasarkan Tabel 5.51, terdapat lima KPP dari 12 KPP yang dievaluasi
belum berkinerja secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang ditandal
dengan nilai skor kurang dan 100%. KPP yang fidak efisien tersebut diberi
peringkat mulai dari 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien} dan seterusnya
sesual besamya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir dari KPP tidak efisien
adalah KPP PMA 1, KPP PMB, KPP PMA 5, KPP PMA 2 dan KPP PMA 4.

‘Tabel 5.51. Hasii Skor dan Peringkat Efisiensi
berdasarkan Input-CCR dan Input-BCC Semester 11 Tahown 2007, Skenario 2

No. Unit Pengambilan Keputusan Jnput-CCR InputBCC
SKOR | Peringkat | SKOR i Peringkat
i KPP PM A3 56.85% 8 &3 00% £
2 KPP PMAZ 80,56% 3 38,56% 5
3 KPP P M A B $7,48% i 90,65% 3
4 KPP P M A 4 T2 H82% 7 B8.64% 4
3 KPP PMAS 57,51% 9 88.25% ]
4 KPP PMAG 47.91% 11 92,13% 2
7 KFP BADORA | 106.60% | HOG GO% 1
8 KPP BADORAZ 6.45% & H8,60% i
g KPP PM B 84,83% 4 83,19% 7
U KPP BUMN 57,25% 3 190.60% i
11 KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 180,00% 1 160,00% i
i2 KPP WAJIR PAJAK BESAR DUA 97.89% 2 180.60% i

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Benchmarking

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing-
masing bobot tertentu dengan melode denchmarking untuk DMU vang dievaluasi.
KPP vang tidak efisien terangkum dalam Tabel 552 berikut. KPP vang menjadi
acuan atau KPP yang efisien dalam Tabel 5.52 ditunjukkan dengan tulisan
bercetak tebal. Salah satu DMUJ yang tidak efisien adalah KPP PMA Satu yang
memiliki dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA 1 (DMU7) dan KPP BADORA
2 (DMUB) dengan bobot yang berbeda. Dalam hal ini KPP BADORA 2 adalah
DMU efisien vang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu karena memiliki
bobot tertinggi (0,82} dibandingkan DMU acuan lainnya, yaitu KPP BADORA 1,
yang berbobot 0,18.

KPP efisien yang paling banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya vang
tidak efisien adalah KPP BADORA 1 karena DMU ini menjadi acuan bagi tujuh
KPP yang tidak efisien. Sementara ity, KPP BADORA 2 menjadi acuan bagi
empat KPP yang tidak efisien, KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU menijadi acuan
bagi tiga KPP yang fidak efisien dan KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA juga bagi
tiga KPP yang tidak efisien.

Tahel 5.52. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Efisien
{Nilai Bobot dan DM Acuavnya) Semester I Tahun 2007, Skenario 2

Na. Unit Pengambilac Keputusan flencamark
Bebot | DMU Hshot | DMU Bobst | DM

1 RPP PM AL 4,18 7 4,82 &

2 KPP PMAZ2 {28 7 49,72 iz

3 KPP PMAJ 0,64 7 0,96 1

4 KPP PM A4 0,39 7 0,61 i2

3 KPP PMAS 0,05 7 G,1 8 0,86 11
6 KFPF PMAS 6,03 7 L16 B 0,81 11
7 KPP BADORA 1

8 KFP BADORAZ

g KPP PM B 0,04 H 4,69 it 0327 2
14 KPP BUMN

11 KPP WAJIB PAJAK BESAR BATU

12 KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Masing-masing KPP vang tidak efisien untuk setiap input dilakukan
perbaikan alokasi input. Tabel 5.53 menunjukkan input akiual, input target,
perbaikan dan persentase perbaikan terhadap inpui akiual, Target input dan
perbaikan input KPP untuk masing-masing input akan dibahas berikut ini,

Pembahasan dimulai dari input biaya operasional dan jumtah pegawai.

Tabel 3.83. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional
KPP Khusus vs KPP WP Besar Scemiester If Tahan 2007

Unit Pengambilan Biput Biava Operasional  tibuan e

No. Keputusan Akitual Target | Penyesunian %
! KPP PM A1 2.478.355 1.5353.632 924723 37.31%
2 Krp P M A 2 1,429,105 1.264.765 164.340 11,50%
3 KPP P M A2 1,789,108 1.600.707 188.398 10,53%
4 KPP PM A4 1,420 105 1.2686.773 162,332 11,36%
5 KPP PMAS 1465605 1308614 1570091 10,77%
& KP? PM A6 1.429.108 £.316.923 112,182 7,85%
7 KPP PM B 142913 1260285 168,720 11.81%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Contoh penghitungan pada Tabel 5.53 menggunakan salals satu KPP yang
iidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA
I dan KPP BADORA 2 sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adalah
untuk input 1 (biaya operasional). Input sktual KPP BADORA 1 dan KPP
BADORA 2 berturut-furut adalah Rpl.277.906.000,- dan Rpl.614.157.000,
Dengan demikian, target input adaizh = (0,18 X Rpl.277.906.000,- + 0,82 X
Rpl.614.157.000,-3 = Rp 1.553.632.000,~

Tabel 5.53 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang
harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target
input biava operasional sebesar Rpl.553.632.000,- agar dapat mencapai tingkat
kinerja yang efisien. Semenfara aktual inputnya adalah Rp2.478.355.000,- maka
terdapat selisth input yang haros dikurangkan sebesar Rp924.723.000,- atau
sebesar 37,31% dari jumiah input aktualnya.

KPP PMA 1 adalah KPP yang paling banyak harns mengurangi input biaya
operasional (37,31%) selanjutnya KPP PMB (11,81%) dan disusul oleh KPP PMA
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2 {11,50%). Hal inl berarti ketipa KPP tersebut barus mengurangi input biaya
operasional akfuainys sebesar masing-masing persentase tersebul. Penghematan
biaya aperasional dapat dilakukan rsalnya dengan mengurangt jumlah kegiatan
penunjang.

Selanjutnya, untuk input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang
sama. Dengan menggunakan Tabel 5.52, diperoleh data bobot benchmark dan
DMU acuan schingga diperoleh target inpul, yang pada akhirmya menghasilkan
perbatkan input yang harus dilakvkan suatu DMU yeng tidsk efisien. Hasil
penghitungan telah diringkas pada Tabel 5.54.

Tabel 5.54. Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester Y Tahux 2067

No Unit Pengambilan Input Jumiah Pegawai {ormug) |
- Keputusan Aktoal | ‘Target | Penyesunian %
I KPP PMAIL 1i4 97 ¥ 14,58%
2 KPP PM A 2 |11 101 v [4,18%
3 KPP P M A 3 {06 96 10 9,37%
4 KPP PM A4 115 1 14 11,86%
5 KPP PMA S 112 102 b 8.,53%
6§ | KPP PMAGS 107 100 7 6,54%
7 KPP PM B 13 08 13 11,81%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Contch penghitungan pada Tabel 5.54 menggunakan salah satu KPP yang
tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPF BADORA
1 dan KPP BADORA 2 sebagai acuan. 1arge! input yang akan dihitung adelah
untuk input 2 (jumlah pegawai). Input aktual KPP BADORA 1 dan KPP
BADORA 2 berturut-turut adalsh 102 dan 96. Maka target input adalah
(0,18X102+ 0,823(96) = 97.

Tabel 5.54 menunjukkan targel input Jumiah pegawal dan perbaikan yang
harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target
input jumlah tenaga kerja sebesar 97 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang
efisien, sementara akival inputnya adalah 114, sehingga terdapat selisih input vang
harus dikurangkan sebesar 17 atau sebesar 14,98% dari jumlah input aktualnya.
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Gambar §.12. Efisiensi (Input-BCC) antar KPP Skenario 2,
Semester LI Tahun 2007

Sumber: Hasil Pengolzhan Data

Perbaikan dengan cara mengurangi jumlah pegawal paling banyak harus
dilakukan oleh KPP PMA ] (14,98%) kemudian KPP PMA 2 (14,18%), KPP
PMA 4 (11,86%) dan diikuti KPP PMB (11,81%). Artinya, untuk menjadi efisien
jumish pegawal tersebut harus dikurangi sebesar persentase tersebut dikali dengan
jumlah pegawai akluainya.

54. Ringkasan Peringkat Efisiensi berdasarkan Input-BCU

Secara ringkas, hasil pengukuran efisiensi antar KPP pada semester I tahun
2006, semester I tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester 11 tahun 2007
dengan orientasi input-BCC dapat dilihat pada Tabel 5.55 untuk skenario 1 dan
Tabel 5.56 untuk skenario 2.

Pada skenario 1 Tabel 5.335, objek penelitian juga meliputi KPP Madys
Jakarta Pusat (DMU 13) selain tiga KPP dalam Kanwil DIP WP Besar (DMU 196,
[1 dan 12} dan sembilan KPP dalam Kanwil DJP Jaya Khusus (DMU | sampai
dengan DMU 9). Periode penelitian mencakup empat periode wakin, yaito
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semester [ 2006, semester 11 2006, semester | 2007 dan semester 11 2007. Hasil
skor dan peringkat cfisiensi menunjukkan bahwa lerdapat tiga buah KPP yang
merupakan KPP paling efisien selama empat periode waktu, dengan skor nilai
efisiensi tertinggi 100%, yaitu: KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP Madya
Jakarta Pusat. Ini berarti tidak ada satupun dari KPP WP Besar yang merupakan

pilot project modemisasi mencapai keadaan paling efisien.

Tabel 5.55. Resume Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi Skenario 1
berdasarkan Input-BCC

N Unit P bilan Keput Semester 1 2006 | Semester 11 2006 | Semester [ 2007 | Semester I 2007
0- nit FengamBlian Reputasan Skor Rank | Skor Rank | Sker Rank | Skor Rank
I |KPP PM A1 80,44% 7 87.717% 4 72,30% 7 66,43% 10
2 |KPP PMA 2 71.34% 9 74,19% 9 77.51% 6 74,09% 4
3 |KPP PM A3 80,97% 5 83,05% 7 69,74% 10 67,49% 8
4 |KPP PM A 4 81,10% 4 100,00% 1 £3,39% 3 76,42% 3
5 |KPP PM A S 80,53% 6 82,22% 8 68,83% Il 67,24% 9
6 |[KPP PM A 6 £9,59% 3 £9,59% 3 71,30% 9 08,60% 7
7 | KPP BADORA 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1
8 | KPP BADORA 2 1030,00% 1 85,35% 6 93,76% 2 73,21% 5
9 KPP PM B 100,00% 1 87,75% 5 72,01% 8 68,72% 6
10 { KPP BUMN 100,00% 1 100,00% | 100,00% 1 100,00% 1
11 | KPP WAJIB PAJAK BESAR SAi U 97.48% 2 98,91% 2 79,40% 4 100,00% 1
12 | KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 77,35% 8 100,00% 1 78,49% 5 79,48% 2
13 | KPP MADYA JKT PUSAT 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada skenario 1 Tabel 5.55, objek penelitian juga meliputi KPP Madya
Jakarta Pusat (DMU 13) selain tiga KPP dalam Kanwil DJP WP Besar (DMU 10,
11 dan 12) dan sembilan KPP dalam Kanwil DJP Jaya Khusus (DMU 1 sampai
dengan DMU 9). Periode penelitian mencakup empat periode waktu, yaitu
semester 1 2006, semester 11 2006, semester I 2007 dan semester II 2007. Hasil
skor dan peringkat efisiensi menunjukkan bahwa terdapat tiga buah KPP yang
merupakan KPP paling efisien selama empat periode waktu, dengan skor nilai
efisiensi tertinggi 100%, yaitu: KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP Madya
Jakarta Pusat. Ini berarti tidak ada satupun dari KPP WP Besar yang merupakan
pilot project modernisasi mencapai keadaan paling efisien.

Kemudian, ditemukan bahwa terdapat lima buah KPP yang menjadi KPP

paling efisien atau memperoleh skor efisiensi 100% hanya untuk satu periode saja.
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KPP-KPP tersebut adalah: KPP PMB dan Badora 2 (semester | 2006), KPP PMA
4 dan KPP WP Besar Dua (semester 1 2006) dan KPP WP Besar Satu (semester 1
2007). Sementara itu, posisi terendah diduduki oleh KPP PMA 1 pada semester 11
2007 dengan skor efisiensi sebesar 66,43%.

Tabel 5.56. Resume Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi Skenario 2

berdasgrkan aput-BCC

\ Semester 12006 | Semester 2006 | Semester 12007 | Semester H 2607

No. | Unit Pengambiln Kepotusan ["q 0™ 1 3 nk | Skor | Rank | Skor | Ronk | Skor | Rawk
I [ KFP P M A | 200%; 7 94,53% | & §4,06% B 85,00% 8
2 |KPP P M A2 8602% | & 8689% | 8 8364% | 5 BRS04 ] 5
3 IKPP PMAZ 9537% | 2 26,70% | 4 S040% | 3 9065% 1 3
4 KPP PM A 4 9450% | 5 |10000%7 | 8902% , 4 8864% | 4
S IKPP PM A S 9182% | 6 92,92% 1 7 88,15% 1 7 88,25% 6
§ | KFP PM A6 94.93% | 4 9493% | 3 92,06% 1 2 92,13% 4 2
7 | KPP BADORA | 0000% | 1 {100060% ] 1 110000% | 1 [ 10000% [ 1
8 1 KPP BADORA 2 100,00% | 1 9893% | 3 1i10000% | 1 110000% 1 |
2 KPP PM B 100,60% 1 9987 | 2 EE3I% I 6 8819% ¢ 7
10 | KPP BUMMN 166,00% | 1 100.00% I 160,60% 1 1 100,00% 1
Il | KPP WA PAJAK BESARSATU 1 100,00% ¢ 1 110000% 4 1 §100,00% ] 1 HI0,00% ;1
12 | KPP WANBPAJIAXBESARDUA | 9508% | 3 110000% 3 1 [ 10000%{ 1 {¥00,00% | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada skenanie 2 Tabel 5.26, ohjek penelitian hanya meliputi tiga KPP
dalam Kanwil DJP WP Besar (DMU 10, 11 dan 12) dan sembilan KPP dalam
Kanwil )P Jaya Khosus (DML 1 sampat dengan DMU 9). Periode penelitian,
sama dengan skenarioc | mencakup empat periode waktu, yaitu semester 1 2008,
semester I 2000, semester | 2007 dan semester 11 2007, Hasil skor dan peringkat
efisiensi menunjukkan bahwa terdapat tiga buzh KPP yang merupakan KPP paling
efisien selama empat periode wakiu berturut-turst, dengan skor nilai efisiensi
tertinggi 100%, yaitu: KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP WP Besar Satu.

Kemudian, ditemukan bahwa tferdapat dua buah KPP vang menjadi KPP
paling efisien atau memperoleh skor efisiensi 100% untuk hanya tiga penode saja.
KPP-KPP tersebut adaial: KPP Badora 2 (paling efisien untuk semua periode
kecuali gsemester II 2006) dan KPP WP Besar Dua (kecuali semester I 2006).
Sementara itu, posisi terendah diduduki oleh KPP PMA 1 pada semester 1 2007
dengan skor efisienst schesar 84,06%. Dapat dilihat bahwa skor ¢fisiensi terendah
pada skenario 2 jauh lebih tinggi/baik daripada skenario 1 yang hanya 66,43%.
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S.5. Analisis Perbandingan

Efistensi bertujuan untuk mencan kombinasi pengpunaan input yang paling
minimal dalam menghasilkan tingkat output tertentu {dengan berorientasi input)
atau bertujuan urtuk mencari kombinasi pencapaian output maksimal dengan
tingkat input tertentu (bila berorientasi output), Hasil efisienst sebagaimana telah
dibahas di muks, digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh
Ditien Pajak melslui KPP-KPP telah memenuhi kebutuhan dan memuaskan
pengguna jasa dalam hal ini para Wajib Pajak. Tidak henyz it; dalam jangka
panjang, kondisi yang dipaksakan oleh keadaan akan memotivasi KPP-KPP untuk
berusaha keras mencapai efistensi biaya operasiona] dan tenaga kerja. Oleh sebab
fte, perlu dipertimbangkan perbandingan score/nilai  efisiensi  dengan
menggunakan pengujian antar kelompok waktu, yaitu nilai efisiensi semester 1
tahun 2006, semester II talun 2006, semester 1 tabun 2007 dan semester I whun
2007,

Penelitian ini, seperti telah dilmhas pada Bab 3, menggunakan model] yang
berorientasi input dengan maksud untuk mengetehui kinerja KPP-KPP yang
berada di dalam Kanwil DMP Jaya Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat senia
KPP-KPP Wajib '!Pajak Besar berdasarkan fakior penggunaan sumber daya yang
tepat. Sumber daya atau sering disebul input dalam penelitian ini meliputi: biaya
operasional dan jumlah pegawai, Biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan
untuk melaksanakan aktivitas/kegiatan operasional suatu UPK/DMUL Sedangkan
oulput terdiri dari rasio keizaten pelaporan SPT dan rasio penyelesaian
pemeriksaan,

Nilai ¢fisiensi dari sisi input dan output tiap DMU dimaksimalkan, dengan
formulasi Lisear Programming sehingga memaksa nilai bobot menjadi nol untuk
serua inputfoutput yang akan mengurangi efisiensi, Seclanjuinya, nilat efisiensi
tersebut dibandingkan dengan menggunakan penguiian perbandingan statistik
nonparametrik seperti terangkum pada Tabel 557 dan Tabel 5.58. Pengujian
perbandingan nilal rata-rata (nean score) efisiensi antar periode wakiu
menggunakan uji Friedmen (Tabel 5.57) dan dilakukap dalam periode antara
semester | tabun 2006, semester 11 tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester
IT tahun 2007,
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Tabel 5.57. Perbandingan Rata-Rata Nilai (Mean Score) Antar Waktu dengan
Uji Fricdman dan Uji Wilcoxon pada Skenario 1 dan Skenario 2

1iji Priedman Ui Wilcoxon

Perbandingan 3 Signifikansi Perbandingan Uji Sigaifikansi
Statistik Lanjnfan Statistik

Skenarin 1 17,147 0,000 | Semester § 2008 - 5,561 6,573
*y | Semester 1 2006 {n=26}

Semester H 20806 - ~2401 8014

Semester [ 2007 (n=26) *

Semester 1 2007 — -1,5H1 0,131
{n=52} Semester 1 2007 (n=26)

Skensario 2 7295 0,053 | Semester 1 2006 - -1,244 0,214
*} | Semester H 2006 {n=243

Semester {1 2806 «1,718 {4,088

Semester I 2007 {024} ®

{n=48) Semester § 2067 - 3,866 §.386
Semester H 2007 (e24)

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Keterangan:
*)Signifikan pada tingkat keyakinan 90%

Dalam penelitian ini, terdapat dua hipotesis unink masing-masing skenario.
Untuk skenario | maupun skenario 2, hipotesis nol (Hg) vang digunakan adalah;
tidak ada perbedaan ailal rata-rata (mean scorel efistensi nyata antam
semester | 2006, semester [I 2006, semester 1 2007 dan semester 11 2007
Sementara hipotesis alterpatifnye (Hjoya adalab: terdapat perbedaan rata-rata
nilal (mean score) efisiensi antara semester [ 2008, semester 11 2006, semester [
2007 dan semester 1T 2007,

Berdasarkan uwji Friedman, nilai statisiik masing-masing skenario adalah
17,147 {untuk skenario 1) dan 7,295 (untuk skenario 2). Hasil pengujian Friedman
pada faraf signifikansi 10% atau 0,10 unhuk skenaric 1 dan skenario 2 adalah
menerima H; dan menolak Hy, dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai
rata-rata {mean score) clisiensi yang nyata {0,001 untuk skenaric 1 dan 0,063
untuk skenario 2).
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Akan telapi, apabila penguiian Friedman dilakukan pada taraf sigaifikansi
5% atan 0,08, maka untuk skenario 1 hasilaya akan tetap sama, yaitu menolak Hy
atau menerima H), dengan kesimpulan terdapat perbedaan nilal rata-rata (mean
score) efisiensi yang nyata. Sementara untuk skenario 2, hasil pengujiannnya
adalah menerima Hs dan menolak H,, schingga disimpulkan tidak terdapat
perbedaan pilai rata-rata (mean score) efisiensi yang nyata antara periode [
{semester I 2006}, periode I {semester 11 2006), perode [ (semester [ 2007) dan
periode 1V (semester 11 2007).

Hasil uji Friedman tersebut menunjukkan bahwa nilai efisiensi pada
skenario 1, di mana objek penelitian mencakup KPP Kanwil Khususz, KPP WP
Besar dan KPP Madya, lebih berfluktuasi (seperti dapat dilihat pada Gambar 5.13).
Sementara pada skenano 2, dimana cakupan objek penelitiannya hanya meliputi
KPP Kanwil Khusus dan KPP WP Besar, nilal efisiensi antar waldunya relatif
lebih stabil {ditunjukkan pada Garnbar 5.14).

00, (0 -
6. 66H, -
B0, 0%
TG R
[RaXe s %
2.00%
A03,40%
30,00%, -
20,008 7]
10.00%

B

Gambar 5.13. Perbandingan Nilai Efisiensi antar KPP dan Antar Wakiu
berdasarkan Input BCC pada Skenario 1

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil nilat rata-rata efisiensi pada skenario 2 yang relatif lebih stabil dapat
disebabkan karena alokasi input yang diberikan kepada KPP Madya Jakarta Pusat
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vang juga relatif lebih sedikithkeci! dibandingkan dengan KPP.KPP lzinnya. Hal

terschut dapat dimungkinkan karena priontas pengalokasian input yang berbeda.
Karakter para WP yang terdafiar pada KFP-KPP dalam Kanwil DIP WP Besar dan
Kanwil Khusus sedikit berbeda dengan para WP yang terdaflar di XPP Madya.
Wajib Pajak yang masuk ke dalam KPR-KPP di dalam Kanwil DIP WP Besar™,
yaitu KPP WP Besar Satu dan KPP WP Besar Dua merupakan 380 WP
Badan/perusahaan terbesar dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara dari
sisi pajak. Para WP tersebut sebagian besar berasal dati KPP-KPP vang berada di
dalam Kanwil Khusus (PMA dan Badora). Babkan untuk KPP BUMN, para WP
semua berasal dari KPP Perusshaan Negara dan Daersh (PND} vang berganti
nama menjadi KPP BUMN saat reorganisasi ke dalam Kanwil DIP WP Besar

tahun 2007,
| 00.00% il
85.00% - . “gm i
idp i ‘i1 T smestar | 2008
O3 DA 4 o smesier § 2006
i 7 3 $estor 12007
3 smesier L2007
" 5.00%
80.00%+
76.00% e P L
B T T T W % T
s, @A@ e 49 @%%%&é“fz,@%
A~
R, Y
% %QP
e
o = %

Gambar 5.14. Perbandingan Nilai Efisiensi antar KPP dan Antar Waktu

berdasarkan Input BCC pada Skenario 2
Sumber: Hasil Pengolahan Data

# ganwl] DIF WP Besar sampal dengan soat ini terdiri dari 4 buah KPP
f. KPP WP Besar Satu (L.TO 1), dengan 187 WP Badan dan 38 AR.
2. KPP WP Besar Dua (LTO 2}, dengan 193 WP Badan dan 35 AR,
3, KPP BUMN, dengan 374 WP Badan dan 35 AR
4, KPP WP Besar OP (HWI), dengan 1,200 WP OP dan 36 AR,
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I3 sist lain, KPP Madya Jakaris Pusat memang ‘erdivi dari 200 WP terbesar
di lingkungan Kanwil DJP Jakarta §. Akan tetapi, para WP yang terdafiar memang
tidak ferlalu signifikan kontribusinya dibandingkan KPP WP Besar pada
penerimaan pajak secara nasional. WP yang masuk ke dalam KPP Madya Jakarta
Pusat terbesar hanya untuk wilayah Kanwil DJP Jakarta 1 (dan bukan nasional
seperti Kanwil DIP Jakarta Besar). Dengan demikian, pengawasan dan pelayanan
atas diri WP lebih diprioritaskan pada KPP yang berada di dalam Kanwil DIP WP
Besar dan Kanwil DIP Jakarta Khusus daripada di KPP Madya Jakarta Pusat. Hal
ini dibuktikan dengan alokasi input, baik tenaga kerie/pegawal (decount
Representativey maupun biaya operasional kantor, yang relatif jaub lebih sedikit
pada KPP Madya Jakarta Pusat.

Hasil perbandingan nilai efisiensi input-BCC yang berbeda nyata antar
waktu berdesarkan Friedman fest ftersebut dilanjutkan dengan pengujian
perbandingan antar pasangan waktu yang berdampingan menggunakan pengujian
Wilcoxon untuk mengetahui periode waktu mana yang benar-benar berbeda,
Untuk setiap skenario, uji Wilcoxon mengemukakan tiga hipotesis karena menguji
tiga periode waktu, yaitu:

1. perbandingan periode semester | 2006 dengan semester I 2006,
2. perbandingan periode semester IT 2006 dengan semester [ 2007,
3. dan perbandingan semester 1 2007 dengan semester 1 2607,

Hipotesis nol (Hg) vang digunakan untuk ketiga periode di alss, edalah:

1. Hg: tidek terdapat perbedaan nilai rata-rata {mean score) efisiensi yang
nyata antara semester | 2006 dengan semester 11 2006,

2. Hp: tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang
nyaia antara semester 11 2006 depgan semester 1 2007,

3. Hp: tidak terdapat perbedaan nilai raia-rata {mean score) efisiensi yang
nyata antara semester | 2007 dengan semester 1 2007,

Hasil ujil Wilcoxon pada skenario 1 dan skenaric 2 denpan taraf
signifikansi 10% yang sejalan dengan hasil uji Friedman, yaitu:

1. Periode semester 1 2006 dengan semester I1 2006; hasil pengujian: menerima
Hp «¥ tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata {mean score) efisiensi yang
nyata,
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2. Periode semester 11 2006 dengan semester 1 2007; hasil pengujian: menolak Hg
=» terdapat perbedaan nilai rata-tata (mean score) efisiensi yang nyata.

3. Periode semester 1 2007 dengan semester IL 2007, hasil peogujian: menerima
Hp =» tidak terdapat perbedaan nilal rata-rata (mean score) efisiensi yang
nyata.

schingga disimputkan bahwa pada semester II 2006 dengan semester 1 2007

terdapat perbedaan nilai rata-tata {mean score) effsiensi yang nyata, sementara

untuk periode semester I 2006 dengan semester I 2006 dan semester I 2007

dengan semester 11 2007 disimpulkan tidak terdapat perbedaan nilai score efisiensi

yang nvata. Hasil Uji Friedman dag {lii Wilcoxon secara lengkap terangkum pada

Tabel 5.57.

Nilai uji Wilcoxon yang negatif berarti balvwa rata-rata rangking semester
sebelumnya lebih tinggi rata-rata rangkingnya dibandingkan dengan semester
sesudahnya. Namun rata-rata rangking tidak berarti nilai scbenarnya sesuai dengan
rata-rala rangking tersebul. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.58, terdapat
kenaikan pada semester 1 tahun 2006 pamun menurun pada semester | tahun 2007
dan penurunan berfanjut pada semester I tahun 2007. Hal tersebut dimungkinkan
karena adanya nilai ekstrim pada nilai scoring yang penyehbabnya harus ditefiii
Jebih mendalam satu per satu

Tabel 5.58, Deskriptif Nilai Scoring

. Nitai Nilai Nilai Wilai
Skenario Semester | | Semester H | Semester1 | Semester ¥l
tahun 2006 | tahun 2006 | tabon 2007 | tahun 2007
SkenafoI  Mesn 0,8175 0,83%90 0,7159 0,6709
Median 07727 0,858) 0,7471 0,6789
Skenarie I Mean ,8374 0,8740 08052 0,7821
Median 183158 0,9253 {8338 0,7851

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Sementara, perbedaan nilai efisiensi semester 11 2006 dengan semester 1
2007 dapat disebabkan karena perubshan tahun anggaran, di mana variabel input
biaya operasional dapat meningkat secara material di awal tshun anggeran
berikutoya, sementara dl sisi lain besarnya variabel input biava opemsional
(diasumsikan) selalu sama pada tiap semester tahun yang bersangkutan. Begitu
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pula halnya dengan varisbel input lainnya, yaitu jumlah tenaga kerja/pegawai.
Rata-rata inpit jumlah pegawai yang dialokasikan untuk setisp KPP berubah
setiap tahunnya, Dengan demikian, jumlah pegawai pada semester 1 2006 akan
sama dengan semester 11 2006 dan semesier | 2007 akan sama dengan semester [l
2007. Sebaliknya, semester 11 2006 akan berbeda dengan semester [ 2007,

Pengujian perbandingan antar wakiu dilanjutkan dengan uji Mann
Whitney, Empat hipotesis digunaken dalam uji Mann Whitney yang ditujukan
untuk masing-masing periode, yaitu untuk semester I tahun 2006, semester I
fahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester 11 tahun 2007, Dalam keseluruhan
periode, hipotesis nol (Hp) yang digunakan adalah tidak terdapat perbedaan nilai
rata-raia fmean score) efisiensi antara skenario pertama dan skenaric kedua.
Keempat hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk semester | 2006 skenanio | dengan semester 1 2006 skenario 2.
Hp : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata {mean score) efistensi yang
nyata antara skenario 1 dengan skenario 2 pada semester 1 2006.
2. Untuk semester [ 2006 skenario 1 dengan semester 11 2006 skenario 2.
Hy :  tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mearn score) efisiensi yang
nyata antara skenario 1 dengan skenario 2 pada semester 1] 2006,
3. Unbuk semester 1 2007 skenario 1 dengan semester 1 2007 skenario 2.
Hq : tidak terdapat perbedaan nilal rata-rata (mean score) efisiensi yang
nyata antara skenario | dengan skenario 2 pada semester 1 2007.
4. Untuk semester 1T 2007 skenario 1 dengan semester [ 2007 skenario 2.
Hp :  tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi vang
nyata antara skenario 1 dengan skenario 2 pada semester I 2007,

Nilai uji statistik Mann Whitney untuk perbandingan nilai score antar
skenario pada Tabel 5.59 berturut-turnt adalah -0,585; -0,553; +1,265 dan -1,417.
Hasil tersebut dengan taraf signifikansi (0,10 berarti kedua skenario, baik skenario
1 maupun skenario 2, tidak berbeda nyata untuk tiap-tiap periode waktu semester
I tahun 2006, semester {1 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester W 1ahun
2007. Nilai negatif dari masing-masing uji statistik Mann Whitney berarti rata-rata
rangking skenario 1 lebih rendah dari rata-rata rangking skenario If uvntuk masing-
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Tabel 5,58,

Tabel 5.59, Perbandingan Score antar Skenario dengan Uji Maon Whitney

Semester [ Semester 11 Semester | KBemester 1

tabun 2006 tahun 2006 tahwn 2007 tatiun 2007
Ui Statistik -0,585 0,553 -1,265 -1,417
Signifikansi 9,374 681 0,225 2,158
Sumber: Hasil Fengolahan Data

Nilaj efisiensi vang tidak berbeda nyata antara skenario 1 dan skenario 2
unfuk tiap periode waktu menunjukkan tidak ada perbedaan efisiensi dengan
pengelompokan berdasarkan besarnya KPP, yaitu antar kelompok KPP Kanwil
DIP Jakarta Khusus dan KPP Kanwil DJIP WP Besar, dengan kelompok KPP
Kanwil DIP Jakarta Khuses, KPP Kanwil DIP WP Besar dan KPP Madya (Jakaria
Pusat). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik skenaric 1 maupun
skeniario 2 dapat digunakan scbagal bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan,

5.6, Hasil Stadi Lain yang Berkaitan

Survei ataspun stadi yang dilakukan oleh pihak di lnar DIP, vaitu TAMP
dan AC Nielsen™ telah dilakukan pada tahun 2006 terhadap KPP-KPP di dalam
lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. KPP-KPP tersebut terdiri dari sepuluh
KPP, vaitu:

1. Satu Kantor Pajak BUMN

2. Enam Kantor Pajak PMA

3. Satu Kantor Pajak Perusahaan Masok Bursa
4, Dua KPP Badora

Pada mulanya, setelah Kanwil DJP Jakarta Khusus beroperasi, Technical
Asisstance Management Facility (TAME) berkeinginan membantu DIP memahamti

 pT AC Niclsen Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa penelitian dalam komunikasi,
ekonomi, pendidikan sosiologl dengan {okus pada Marketing Research and Public Opinion
Polling
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dampak dari usaha untuk memperbaiki dan memodernisasi pelayanan Wajib Pajak

dengan cara mengadakan peneliiian di antara para Waiib Pajak. Dibarapkan

berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibuat rencana tindakan uniuk mengatasi
kelemahan-kelemaban yeng ada, memahamti persepsi mengenal pelayanan yang
bary saja dimodemisasi dan efisiensinya, termasuk proses pelayanan keluhan dan

Website dan juga memshami persepsi, apakeh penerspan kode etik telah

berpengaruh positif, yaitu berhenti atan berkurangnya perilaku tidak etis atsu

korupsi.

Responden pada penelitian ini kebanyakan adalah manager pajak atau
finansial, karena merckalah yang bertanggung jawab atas urusan dengan kantor
pajak, Mereka juga terlibat langsung dalam proses penghitungan dan pengambilan
keputusan dalam pembayaran pajak secara urnum. Survel tersebut menghasitkan
beberapa kesimpulan, yvaita:

1. Sistem pelaporan dan AR diangpap sebagai terobosan karena AR merupakan
fungsi vang baru dan sistem pelaporan mengalami perubahan dar pengisian
manual ke sistern pengisian elektronik.

2. Di sisi lain, informasi (website www.natak.go.id) dinilai masih burok karena
dirasakan kurang bermanfasat danp kurang dapat membantu Wajib Pajak.

Namun demikian, aspek informasi saat ini sudah memuju ke arah yang bepar,
walaupun informasi vang diberikan masih terlalu nmuom dan ketinggalan (tidak
up to date).

3. Secara keseluruhan, sebagian besar Wajib Pajak melihat bahwa tim audit yang
terakhir sudah memmjukkan sikap yang lebih positif. Akan tetapi, mereka
masih mendengar cerita buruk dari mulut ke mulut mengenal tim acdit =» ha!
int menonjukkan bahwa imej ¢m audit saat ini masih dipengaruhi oleh imej
yang terbeniuk di masa lalu.

4. Sebagian kecil pembayar pajak, terutama dari BUMN, Penanaman Madal
Asing dan Perusahaan Masuk Bursa masth memiliki pengalaman yang kurang
menyenangkan dengan tim audit,

5. Dalam hal profesionalisme dan integritas terlihat peningkatan yang besar,
terutama dari AR. Sementara untuk tim audit walaupun sudah meningkat tetapi

masth relatif rendah.
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Rangkuman hasil survei dapat dilihat pada Gambar 5.15.
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Gambar 8,15, Hasi Sarvel TAMYF dan AC Nielsen atas KPP-KPP
pada Kanwil TP Jakarta Khusus Tahun 2006

Sumbey: KPLIP

Selan ifu, survei-kepuasan-Wajib Pajak lainnya untuk pelayanan yang
diberikan oleh KPP-Kanwil Khusus telah dilakukan pula pada akhir tahun 2006
oleh AC Nislsen dengan menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang juga

sangat memuaskan.
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BAB ¢
KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

Penelitian ini pada hakekatnya bertujuan untuk mengetahul don
membandingkan efisiensi relatif KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jaya
Khusus sesudah modernisasi dengan efisiensi pilot projecinya, KPP Wajib Pajak
Besar Satu (LTO 1) dan KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2). Dengan
diketahuinya kinetja efisiensi dari masing-masing KPP dimaksud, diharapkan
dapat diambil kesimpulan dan saran perbaikan bagi perbaikan kinerja KPP-KPP
dalam Kanwil DJP Jakarta Khusns di masa mendatang.

Hasil peogukuran efisiensi kinerja dengan mengpunakan metode DEA
dengan dug variabel input (biaya operasional dan jumlah pegawai} dan dua
variabel ouiput (rasio ketsatan pemasukan SPT dan rasio efisiensi pemeriksaan),
dilanjutkan dengan tiga pengujian statistik nonparametnik vang dilzkukan pada
sembilan KPP dalam Kanwil DIP Jaya Khusus ditambah tiga KPP dalam Kenwil
D)JP WP Besar menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

. Pelaksanaan reformast administrasi perpajakan Indonesia, secara khusus pada
Kanwil DIP Jakarta Khusus telah berhasil dan berjalan dengan baik, yang
dapat ditihat dari hasil penelitian ini, dimana KPP-KPP dalam Kanwil DIP
Jakarta Khusus memilike nilai/skor efisiensi yang mampu bersaing dengan
pilof projecinya, KPP-KPP WP Besar.

2. Berdasarkan pengukuran efisiensi vang dilakuken dengan metode DEA dan
agurnsi orientast input dan variable refurn ic scale (Input-BCC) pada skenario
I, dihasilkan tiga KPP yang selama empat penode waktu, ysitu semester |
2006 sampai dengan semester II 2007, mencapai kondisi paling efigien atag
memiliki nilat efisien 100%. Ketiga KPP terscbut adalah KPP Badors 1, KPP
BUMN dan KPP Madya Jakarta Pusat. Ini berarti tidak ada satupun dari KPP

WP Besar yang merupakan pilof project modernisasi mencapai keadaan paling
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efisien. Sementara pada skenario 2, juga dihasilkan tiga buah KPP yang paling
efisien, yaitu KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP WP Besar Satu.

. Pada skenaric 2, untuk sembilan KPP dalam Kanwil DIP Jakarta Khusus dan
tigs KPP dalam Kanwil WP Besar (total dua belas KPP), skor nilai efisiensi
dalam empat periode waktu berkisar dari angka 84,06% sampai dengan 100%.
Skor efisiensi terendah adalah 84,06% vang dihasitkan oleh KPP PMA | pada
semester [ 2007 sementara KPP lainnya memiliki skor nilai efisiensi hingga
99,67% (KPP PMB, Semester 2 tahmun 2006). Rentang skor nilai efisiensi
KPP.KPP tersebut tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan rentang skor
nilal efisiensi pada skenaric | yang nilai efisiensi terendabnya adalah 66,43%
{yang ditempsti oleh KPP PMA | pada semester II 2007) dan fertinggi
98,91% (KPP WP Besar Satu, semester I 2006}

. KPP paling efisien berdasarkan skemaric 2 yang memiliki nilai efisiensi
tertinggi (100%) selama empat periode wakiu penelitian ditunjukkan oleh tiga
puah KPP, yaitu KPP Badora 1 (berasal dari Kanwil DJP Jakarta Khusus),
KPP WP Besar 1 dan BUMN (keduanya Kanwil DJP WP Besar). Disusul
selanjutnya oleh KPP Badora 2 dan KPP WP Besar Dua yang memiliki nilai
skor efisiensi tertinggi 100% sclama tiga periode waktu penclitian. Melihat
nilai efisiensi yang dihasilkan oleh KPP-KPP pada skenario 2 sehingga kinegja
sembilan KPP di dalam lingkungan Kanwil DIP Jakarta Khusus dapat
dibandingkan dengan KPP WP Besar Satu dan KPP WP Besar Dua sebagai
pilot prajectnya, maka modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di
dalam lingkurgan Kanwil DJP Jaya Khusus dapat dikatakan cukup berhasil.

. Pada skenario 2, KPP efisien yang paling banyak menjadi acuan adalah KPP
Badora 1 {(DMU 7), vaog menjadi acuan bagi 22 KPP vang tidak efisien
lainnya selama kurun empat periode waktu. Disusul di tempat kedua oleh KPP
WP Besar Satu (DMU 11} yang meniadi acuan bagi 20 KPP vang tidak efisien
lainnya selama kurun ernpat periode waktu, di tempat ketiga oleh KPP Badora
2 (DMU 8) yang menjadi acuan bagi 11 KPP dan tempat ke empat oleh KPP
BUMN (DMU 10) yang menjadi acuan bagi 5 KPP yang tidak efisien.

. KPP dalam lLingkungan Kanwil DIP Jaya Khusus yang paling banyak harus
mengurangi sember daya/input yang digunakan agar menjadi efisien adalah
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KPP PMA 2 dan KPP PMA 1. Dalam hal biaya operasional, KPP PMA 1
adalah KPP yang dalam kurun waktu empat periode waktu paling banyak
harus mengurangi input tersebut, dengan rata-rata pengurangan 40,09%.
Disusul di tempat ke dua, KPP PMA 2 dengan rata-rata pengurangan input
12,46%. Sebaliknya, dalam hal jumlah pegawai, KPP yang harus paling
banyak mengurangi jumlah tenaga kerja adalah KPP PMA 2 dengan rata-rata
13,75% dari jumlah pegawai aktualnya. Menyusul KPP PMA. 1 dengan rata-
rata pengurangan 11,30% dari jumlah pegawai aktualnya.

Berdasarkan uji Friedman, yang meliputi empat periode waktu, diketahui
bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata efisiensi yang nyata antar periode
pada skenario 1. Begitu pula sama hasilnya dengan skenario 2. Akan tetapi,
hasil nilai efisiensi tiap kantor pada empat periode waktu secara keseluruhan
dan peringkat efisiensi pada skenario 2 (tanpa KPP Madya Jakarta Pusat) lebih
stabil dan lebih tidak berfluktuasi dibandingkan dengan skemario 1 (dengan
memasukkan KPP Madya Jakarta Pusat), schingga dapat lebih baik digunakan
sebagai salah satu sumber evaluasi perbandingan kinerja kantor yang

bersangkutan.

Hasil uji Wilcoxon yang dilakukan setelah uji Friedman memperkuat hasil
pengujian Friedman sebelumnya, yang menyimpulkan hasil yang sama untuk
skenario 1 dan skenario 2, yaitu: pada semester II 2006 dengan semester I
2007 terdapat perbedaan nilai rata-rata (mearn score) efisiensi yang nyata,
sementara untuk periode semester I 2006 dengan semester II 2006 dan
semester | 2007 dengan semester II 2007 disimpulkan tidak terdapat
perbedaan nilai score efisiensi yang nyata.

Berdasarkan uji non-parametrik lainnya, yaitu uji Mann Whitney disimpulkan
pula bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara skenario 1 dengan skenario
2 untuk tiap-tiap periode waktu. Dengan demikian, kedua skenario dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan.
Hasil pengukuran efisiensi kinerja KPP dengan metode DEA tidak dapat

digunakan untuk menjawab penyebab suatu KPP menjadi lebih efisien atau
KPP lainnya lebih tidak efisien. Metode DEA hanya mampu menjawab
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penyebab suata KPP menjadi lebih efisien atau KPP lainnya lebih tidak efisien

hanya sebatas variabel input dan variabel output yang digunakan.

8. 2. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil
empiris penelitian ini adalahy:

1. Hasil penclitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal
manajemen input bagt KPP-KPP di Kanwil DIP Jaya Khusus secara
khuosusnya dan jugs KPP di Kanwil DIP WP Besar dalam pengalokasian,
pengpunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang
sesunggubnya, KPP-EPP dalamy Kanwil Khusus yang tidak efisien dapat
diidentifikasi dan diusahakan untuk dapat mengurangi pemborosan dalam
penggunaan sumber daya, baik dalam hal pegawai maupun anggaran
operasional, sehingga hasil kKinegja yang efisien dapat tercapai untuk selurch
KPP di Kanwil DIP Jakarta Khusus dan juga KPP di Kanwil DIP WP Besar,

2. Pengukuran kinerja dengan DEA, yang merupakan salah satu alat pengukur
efisiensi kinerja, dapat dijadikan acuan sebagai dasar pengambilan keputusan
bagi Kantor Wilayah DJP Jaya Khusus,l Kantor Wilayah DJP WP Besar
maupun Kantor Wilayah DIP lainnya selaku pembina KPP-KPP di dalam
wilayah kewenangannya. Bahkan, pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil di
luar Kanwil DIP WP Besar dan Kanwil DIP Jakarta Khusos akan
menghastlkan kesimpulan yang lebih tajam dan akurat, mengingat jumlah
sarmpel populast penclitian yang janh lebih banyak sehingga jumlah variabel
input ataupun variabel outpuf yang digunakan dapat mewakili iebih banvak
fungsi yang ada pada kantor yang bersangkutan (lebih mencerminkan kinerja
kantor secara keseluruhan).

3. Pengukuran efisienst kinerja di setiap KPP harus dilakukan Direktorat
Jenderal Pajek secara terus menerus pads berbagai level organisasi vang
homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kincria Direktorat
Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan
dapat tercapai.
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6. 3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Sama halnya dengan kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini masih

memiliki beberapa keterbatasan/kelemahan dalam penerapannya. Keterbatasan

tersebut adalah:

I.

Metode DEA merupakan metode yang bersifat sample specific, artinya basil
pengukuran harus dianalisis dengan hati-hati, skor efisiensi harus dicermati
sebagai hasil dari kerangka model dan seluruh asumsi yang ditetapkan dalam
penelitian.

Pengukuran efisiensi menggunakan metode DEA sangat bergantung pada
variabel input dan oulput yang digunakan, sehingga jumlah dan jenis variabel
input dan oufput yang dipilih sangat menentukan hasil dan pengukuran
efisiensi.

Lebih jauh, pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan menjadikan

penelitian ini scbagai fondasi awal bagi penelitian yang lebih komprehensif. Saran

penelitian lebih lanjut antara lain:

1.

Pemilihan variabel input yang lebih spesifik, schingga lebih dapat
m&ajeiaﬁka& pengaruhnya terhadap tingkat efisiensi kineria. Scbagai contoh, '
input yang dipilih lebih menunjukkan kualitas sumber daya seperii:
kompetensi SDM, keadasn infrastrukiur, fasilitas penunjang/sarana kerja dan
sebagainya yang lebth bersifat non moneter. Begitu pula éaiam\ pemilihan
variabel outputnya. Variabel output yang dipilih hendaknya meliputi kinerja
yang paling mewakili tugas pokek KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus schagai
DMUL

Pengembangan penelitian untuk meneliti lebih Yanjut fakior-faktor yang
menyehabkan suatn KPP dalam Kanwil DJP Jaya Khusus efisien dan tidak
efisien atau faktor-faktor yang menyebabkan suatu KPP dalam Kanwil DJP
Jaya Khusus lebih efisien ataupun tidak lebib efisien bila dibandingkan
dengan KPP-KPP lainnya yang dievaluasi. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan metode lain --misalnya dengan teknik wawancara langsung ataupun
kuisioner untuk mendapatian informasi lebih akurat mengenai kondisi internal

masing-masing KPP sehingpa dapat diperoleh faktor pembeda yang dapat
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menjeclaskan perbedaan efisiensi-- karena metode Data Envelopment Analysis
{DEA) tidak dapat menganalisis faktor-fakior tersebut.

3. Jumlah unit sampel pengukuwan (DMU) ditambah, yang dapat dilakukan pada
Kanwil yang memiliki lebib banyak unit (KPP} binaan, schingga variabe!
input dan output yvang dapal digunakan dalam penelitian juga dapat
diperbanyak.

4, Pengukuran kinerja atas DMU-DMU meliputi cakupan yang lebih luas lzgi,
misalnya meliputi KPP Madya seluruh Indonesia, KPP Pratama atau Smal!
Tax Office seturuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat
lebih memberikan gambaran mengenai kendisi kinerja KPP pada tingkatannya
secara keseluruhan, Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan ontuk
pericde/jangka wakta yang lebih panjang sehingga dapat terlibat pola yang
ada secara lebih mendalam.

5. Pengukuran kinera atas DMU-DMU dengan metode DEA dilakukan dengan
orientasi output unfuk melihal perbandingan hasil dan evalnasinya.

Hal-hal tersebut akan sangat bormanfaat dan memperkaya serta mempertaiam

kesimpulan schingga depat menjadi sumbangan vang komprehensif terhadap

reorganisasi birpkrasi secars vmum das DIP secara khwsus,
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[.ampiran ]

MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
STRATEGIC PLAN 2006 - 2008

Visi : Menjati Model Pelayanan Masyarakat yang menyelenggarakan sistem
dan manajemen perpajakan kelas dunla yang dipercaya dan
dibanggakan masyarakat,

Misi 1 Menghtmpun penerimaan  dalam negerl dairi selkior pajak yang
mampu  menunjang kemandiran  pemblayaan  pemerintah
herdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efelktivitas dan efisiens!

yvang tinggh

Tujuan : Optimalisest penerimaan sesudl dengan Undang-undang Perpajakan
dan pencapalan citra yang baik,

Tujuan Akhir:
«  Tax ratio 2009 - 17 %
- ¥PI meningkat sebesar 10 % dari akhir tabun 2006

Sasaran | KEPATUHAN
- Pelayvanan Prima

- Mengurang! ketidakpatuhan WP
- Eepastian hukum

o Indikator:

s Ratio Ekstensifikast WP Orang Pribadi
Coverage Ralio PEB
Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasitan
Penvampalan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
Kepalyhan Pelunasan PBB
Assessment Saigs Ratio
Colection Retic Pencalran Relstapan PEB
Cofiection Ratic Pencairan Tunggakan PRES dan
BPHTE

EFISIENSI
- Sistermn dan administrasi yang handal
o Indikator
= Ratic Keberatan terhadap surat ketetapan pajak
= Efsiensi Pemeriksasn
= Efciensi Keberatan
= Efisiensi Panyelssalan Pengurangsn PBB dan
BPHTR
Efisiensi Penvelssalan Restitusi
= Pfislensi Pencairan Tunggakan
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Lampiran | {Jarjutan)

INTEGRITAS DAN CITRA

- 5DM yang profasional dan berintegritas
- Budaya organisasi yang dibanggakan
- lLembaga yang akuntabe! dan transparan
- Komurdkast dengan stakeholder yang berkesinambungan
o Indikator
» Indeks kepuasan Wajib Pajak

STRATEGI:
I. KEPAYUHAN

A,

Pelayanan Prima

1. Proseduy vang sederhana

2. Pelavanan cepat dan bersahabat

3. Penyuluhan vang efaktil

Mengurangl kelidakpatuhan WP

1. Intensifikasi

2. Ekstensifikast

3. Bank Data

Kepastian hukum

1. Keseragaman darn konsistenst interpretasi

I1. EFISIENSI

&5

Sistern dan administrasi yang handal

1. Organisasi berbasis fungsi

2. Administras! berbasis teknotogi informast
3. Prosedur keria yang ielas dan segderhang
4, Texnologi tepat guna

11, INTEGRITAS DAN CITRA

A!

SDM yang prefesional dan berintegritas

1. Mansziemen SDM yang fair dan berbagie kinerja

2, Penarapan kode etk yang tegas dan konsisten

Budaya organisasi yang dibanggakan

1. Hilal organisast {Corporate value) vang terimplementasi
Lembaga yang gkuntabel dan transparan

1, Pengawasan internal yang sistemik

2. Manajemen pengaduan masyarakat vang efektif
Komunikasi dengan stakehalder yang beriesinambungan
1. Public Relation yang sfekt!f
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Lampiran 1 (lanjutan}

Buhiim

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Deliverable/ Donor Model
CQutpet Bantuan
1. KEPATUHAN
A. Pelayanan 1. Prosecur yang . Menyederhanakan dan O 1 Formulir SPT dan
Prima sederhana melakukan standardisast S8P Bam
formulir perpaialian (SPT
dan SSP)
. Menyederhanakan proses Q| Perwiuran
izin sentralisasi PPN {tidak
melalui pemeriksaan)
. Menyederhanakan proses O | Persturan
penunidazn penyampaian
SPT (cukup pemberitahuan)
. Menyederhanakan faktur O | Formulir Faktur
pajak PPN (hanya ada satu Pajak Bar
jenis fakiur)
. Meniadakan SPT Tahurnan o Peraturan
PPh Pasal 21 SPT Masa
Bar
2. Pelayanan . Mereview dan TI0 | ¢ Rekomendasi AusAID TA
cepat dan menyempurnakan sistem g- perbaikan (GPF) (consulting,
bersahabat registration, e-payment, e- ¢ ewregisiration, SIDA workshop)
Al e-payment, -
SPT dan e-filing SﬁTJ:i iy
Jillng yang
user friendly
» SiPN {online
dengan [XPh)
. Mempercepat proses 0 s Research
restitusi yang berisiko _—— Paper
rendah (untuk WP tertentu Risk dnalysis
tidak melalui pemeriksaan) » Peraturan
. Mempersingkat standar v s Research
waktu penyelesaian Paper
pemeriksaan dalam rangka *  Risk Analysis
restitusi Peraturan
169

Efisiensi Relatif.

.., Anastasia Ra

oyu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



Lampiran | (lanjutan)

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtim | Deliverable/ | Priori | Potensl § 3006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Qutput 195 | magn Bantuan

2.4. Mempersingkat standar Y ¢  Simplifikasi T
waktu penyelesaian prosedur
keberatan peminjaman

berkas
*  Peraturan

2.5, Menyediakan staf khususdi | SDM | e  Training T
TPT yang mampu melayani » Staffyang
pertanyaan dan konsultasi handal
masalah perpajakan (help
desk)

2.6. Menyempurnakan Standar 0 e Variabel T AusAID TA
Kinerja dan menyusun Kinerja (consulting)
Pedoman Pelayanan Prima e  Standar kinerja

¢ Kodifikasi
Standar Kinerja
*  Peraturan
2.7. Mengembangkan Cal/ TIO | = Complaint T World project
Center cenier nasional Bank
= Kajian
pengembangan
call center
3. Penyuluhan 3.1. Menyusun dan 0 Taxpayers Bill of T AusAlD TA
yang efektif mengkomunikasikan Right T (GPF) (consulting)
Taxpayers Bill of Richt Programsosialisasi
3.2. Menyempurmnakan (ouch O | Materi Touch screen T
screen pada setiap TPT yang informatif
3.3. Menyempurnakan dan TIO | » Sislem T
memutakhirkan websire Informasi
DIP dengan fasilitas account WP
‘Klik-Pajak’ sebagai s  Website yang
sarana mengakses E‘a‘:ld:nhufﬁfs
account WP
3.4. Membuka ‘pojok pajak’ TIO | « Studi T
(tax shop) di tempat kelayakan
¢ Sistem &
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Lampiran 1 {{lanjutan)

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Sublim | Dieliverable/ | Priori | Poieml | 9006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Crufpat tus maan Bantuan
strategis prosesur
pelayanan di
pojok pajak
»  Pojok Paisk
*  Spsialisasi

3.5, Melakukan kerjasama O s MoU T AusAlD | TA - Mew
dengan asosiasi usaha ¢ Ruku Zealsnd
dan profesi (termasuk pedomar {consulting)
menyusan pedoman s Pelatiban SIDA workshop
perpajakan bagi sektor
usaba dan profesi
terieniu)

3.6. Mengembangkan dan 0 Mol T AusAID TA
melakukan program Materi HCA {eonsulting)
pendidikan perpajakan pendidikan
kenada masyarakat

B. Mengurangi | 1. Intensifilasi 1.1 Optimalisasi penerimaan | P57 | Pertumbuhan P Y
ketidakpatulian pajak jangka pendek g;t‘:’a pf%nerimaan pajak
WP melalyi program "extrd | pon | W8S
effort” pertumbuhan
gkonomi + inflasi

L2, Menerapkan model O |« Segmeniasi Y AusAlD TA
kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan SIDA {consulting)
(compliance madel. WP

»  Formulasi
strategi
peningkatan
kepatuhan

1.3, Menyusun pedoman O | Pedoman Bedah T
Bedah WP WP

1.4, Mengembangkan O | Prosedur dan Y AusAlD Traiting
aktivitas pendokung program IMF TA
pemeriksaan (Ixdustry pendukcing BIDA {consulting)
parinership, spof audil, pemerniksaan
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Lampiran 1 (Janjutan}

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subum | Deliverable/ | Priori | Fotenst | 2006 | 2007 | 2008 | 200% | Donor Model
Outpaut tas - Bantuan
dan levergee),

1.5, Menyempurnakan sistem O | e Research P IMF TA
mangjemen analisis risiko | P4 paper SIDA | {comsulting)

» Sistem
kriteria
seleksi vang
terus
menerus
disempurnak
o

L&  Menyempurnakan G | Sistem informasi IMF
manajemen pemeriksaan | | pemeriksaan SIDA

L7, Membangun sistem TIO | Sistem ctomasi
otomasi monitoring, BLIP
kepatuhan berdasarkan
data

1.8.  Membentuk unit yang TIO | Unit analisa
khusus menangani transaksi khusus
transaksi penghindaran {setingkat eselon
pajak {tax avoidunce: I}

Transfer Pricing,
Advance Pricing
Arremgement, Debi
Equity Ratio Rules,
Controlied Foreign
Corporation Rules,
Treoty Shopping)

1% Menvusun peratuzan dan Q s Pedomsn AusAlD TA
pedoman pengnganan S o peraturan {GPF} {consulting)
{ransaksi penghindaran SiDa
paiak {fax avoidance)

110, Membentuk unit yang TiC § Unit pengelahan
khusus menangani WP data non-filers
yang tidak {setingkat eselon
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Lampiran 1 (lanjutan)

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Savitn | Deeliverable/ | Priori | Pusmsi | ypng | 3007 | 2008 | 2009 | Donor Model
OCutput iag mERn Bantuan
menyampatkan SPT (Now I
Filers)

111, Menyusun pedoman 0 s Pedoman P Y IMF TA
penelitian dan tindak Posatirsn AusAlD | {(consuliing}
fanjut atas WP vang tdak
menyampaikan SPT (Now
Filersy

1.12. Mengembangkan O e Studi Y IMF Training
pelaksanaan pomeriksaan kelgyskan Si2A
miglalul komputer audit, sistom

aplikasi
Pelatiban
Petunjuk
palaksanaan

1.13. Menyertakan konsultan 0 » Peraturan Y AusAID TA
pajak dalam peningkatan yang - HCA (consuhting)
kepatuhan WP diperbaharui

» Strategi
2. Ekstensifikasi | 2.1, Menyusun pedoman Q » DPenelitian Y
pengawasan wilayah ¢ Podoman
untuk AR §TCO dan seksi % Peraturan
ekstensifikasi
22, Menvusun standar kineria | SPM | » Sistem T1 T AusAtD Workshap
ekatensifikasi yang mampu fraining

mengidenti-
fikasi hasi
ekstensifikasi

+  Variabel
Rineria
ekstensifikasi

s Standar
kinerja
eksiensifikasi

o Kodifikasi
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Lampiran | {lanjutan}

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Ssbtm | Deliverable/ | Priori | ot} 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Output tas mpan Bantuan
Standas
Kinerja
ekstensifikasi
v Peraluran
23, Menyusun strategi G *  Revearch Y AusAID TA
pemungutan pajak dari paper SIDA warkshop
sektor informal {cash «  Strategi study tour
enonLmy}
3. Bank Data 3.1 Membentuk Data Q| Unit Data P T AusAlD TA for
Processing Centre Processing Centre Business
Pracess
(consulting)
3.2, Mengembangkan sistem TR e-data T
aplikasi perekaman data
(alket)
3.3, Mengembangkan sistern TI0 [ BLIP (fihat Y
data meiching B.ILLD
34,  Melakukan dan Penyul { »  MolJ T
memindaklanjuti Mol “f;f" » Data
dengan instansi lain 1P
{Pertamina, POLRI,
BULOG dii)
3.5, Menyempurnakan o T SIDA TA
kualitas data (consulting)
3.6, Mereview dan TI0' | Pedoman P T NIEREN TA
menyempumakan sistem pengamanan dan (consubting)
pengamanan dan petnandaatan data
penggunaan data
. Kepastian 1. Keseragaman | 1.1, Mengembangkan Tox G | * ToxKvowledge i P T WH Call center
hukum dan Knowledge Base Base yang SIDA project
konsistensi disempurnakan
interpretasi & Tax knowladge
base
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Lampiran 1 (lanjutan)

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtim | Deliverable/ | Priori § Foteasl | 5006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Output tas mann Bantuan
management

1.2. Mereview dan 0 ¢ Prosedur P T AusAlD Workshop
menyempurnakan PP (termasuk (GPF) Study tour to
prosedur ruling {misalnya sistem IT) SIDA Ausiralia
melaluj pembentukan e Peraturan
panel ruling)

[.3.  Menyusun ketentuan 0 Peraturan T
mengenai ruling sebagai
acuan bagi kasus yang
serupa

1.4.  Menyiapkan tata cara O | e Metode o
komunikasi dan ¢ Pedoman (tata
sosialisasi ruling cara)

II. EFISIENSI
A. Sistem dan 1. Organisasi 1.1. Mereorganisasi Kantor TIO | o Perpres, PH+| T AusAID TA
administrasi berbasis Pusat DJP (termasuk Permen {(consulting)
yang handal fungsi sistemn & prosedur dan ¢ Urjab dan
uraian jabatan) Sispro
o IT
e Prasarana

1.2. Mereview operasional TIO | e Report P T IMF TA
LTO, MTO, dan Kanwil » Rekomendasi (consulling)
DJP Jakarta Khusus
(sistem & prosedur dan
uraian jabatan)

1.3.  Mereview dan TIO |« Report F 14 T IMF TA
menyempurnakarn ¢ Rekomendasi (consulting)
operasional prototype
STO (sistem & prosedur
dan uraian jabatan)

1.4,  Membentuk MTO di TIO (s Peraturan P Y
beberapa Kantor Wilayah * Kantor MTO
di seluruh Indonesia e Prasarana
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Lampiran 1 {Janjutan}

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Sablim | Deliveruable/ | Priort | Foimsi 1 3666 | 2607 | 2008 | 2009 | Doner Model
Qutpat tas il Bantfusn
1.3, Analisis kebotohan 1L I Laporan # T
jumleh Kanwil & KPP » Reknmendasi
jumlah Kanwil
dan KPP
16.  Membentuk STO & TIG | o Poraturan Y
Kantor Wilavah di v Kantor 8TO
selurvh Indonesia ¢ Prasarans
2. Administrasi 2.1, Mereview dan 0 |« Laporan P T SIDA TA
berbasis menyempurnakan SIDIP ¢ Rekomendasi {consulting)
teknologi dan sistem arsitektor
informasi Teknologi Komunikasi
dan Informasi
2.2, Mengembangkan sistem | T | e [ntegrated T SIDA TA
informasi manajemen sistem SIPEG, {consulting)
(kepegawaian, kenangan, SAL SAAT
perlengkapan, dif} yang
terinteprasi, g
23.  Mengembangkan sistems | TIO | o S0P T
pengamanan data Pengamanan
perpajekan termasuk
Disasiar Recovery Center
3. Prosedur 3.1, Mengevaivasi dan G | » Laporan T IMF TA
kerja yang menyempurnakan sistemn + Rekomendasi {consulting)
jelas dan dan prosedur perpajaian
sederhana untuk unit kerja
gperasional
32 Mengevaluasi dan TIO | ' Laporan T IMF TA
menysmpurnakan w Rekomendasi fconsuliing)
prosedur keria dan wraian
izbatan unit kerja
pperasional iy
33 Mengembangken sistem TiQ | = Podoman T AusAiD TA
pengukuran Rineqis unit Pengukuran {consulting -
kerja Kinerja gutsoureing)
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Lampiran 1 {langutan}

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Sublim | Deliverble/ | Priori | Potendt 2007 | 2008 | 2069 | Donor Model
Output tas nEn Bantuan
» Standar kineria
4, Teknologi #.1.  Melakukan audit sistem T | s Laporan hasil P T SIDA TA
tepat guna teknologi informasi audit {consulting -
» Rekomendasi guisourcing}
4.2. Menyzmpurnakan TG | Sistem T1 yang T SIDA TA
teknologi informasi telah {consulting)
(hardware dan software) disempumakan AusAID workshop
(GPF)
4.3,  Mengevaluasi dan o | Jaringan T
menyempurnakan komunikasi yang
jaringan komunikasi yang lebil terintegrasi
terintegrasi
1L INTEGRITAS
DAN CITRA
AL SDM yang 1. Manajemen 1.1. Melakukan pemetaan SDM M | o Profile SDM P T SIDA TA
profesional dan SDM vang yang didasarkan pada s Rekomendasi IMF (consulting -
beriniegritas fair dan kemampuan dan integritas SDM outsourcing)
berbasis termasuk dalam rangka
kinerja modemisasi.
1.2. Membuat rencana kebutuhan | SDM |« Data i T IMF TA
SDM berbasis komposisi * Moadel SibA (consulting ~
kezhlian dan melaksanakan Kebutaban SOM outsourcing)
kaderisasi karyawan DJP * Laporan
kebartuban SDM
v Sirategi alokesi
Skt
1.3, Merancang kebutuhan SOM | « Profiie B T INTF TA
pelatihan dan ikat kebutuhan SIDA {consuiting)
mengembangkan program pelatiban
pelatihan yang komprehensif » Matart
sesuai dengan kebutuhan pelatihan
iabatan dalam organisasi » Moerods
dengan memprioritasken pelatihan
pelatihan teknologl informas » Iadwal
sebapal salah satu pelatihan
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Lampiran | (lanjutan)

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtim | Deliverable/ | Priori | Potensl | 5006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Output las maan Bantuan
wajib pelatihan

1.4. Melakukan pelatihan terkait SDM Jadwal T JICA training
dengan kelanjutan pelatihan
modernisasi Daftar pengajar

1.5. Merancang kebutuhan SDM Profile T AusAID TA
pelatihan dan ikut kebi:tuhan (consulting)
mengembangkan program pelatihan
pelatihan khusus untuk Materi
tenaga spesialis (pelayanan pelatihan
prima, pemeriksaan, Metode
penyidikan, penagihan, pelatihan
intelejen, tenaga pemeriksa Jadwal
berdasarkan kelompok usaha pelatihan
WP).

1.6. Membangun sistem SDM Job P T IMF TA
pengukuran kinerja pegawai classification SIDA | (consulting -
(performance measurement) Variabel ou{sourcing)

kinerja
Standarisasi
Sistem
pengukuran
kinerja
Skoring
individu
pegawai

1.7. Mengembangkan sistem SDM Skoring kantor T IMF TA
carreer path dan jabalan SIDA (consulting -

Pedoman outsourcing)
pengisian

jabatan

Sistem mutasi

dan promosi

1.8. Menyem purnakan sistem SDM Kriteria mutasi P T IMF TA
mutasi dan promosi pegawai SIDA (consulting -
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Lampiran 1 (lanjutan)

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtit | Deliverable/ | Priori | Fotesi | 9006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Output 185 |y Bantuan
yang didasarkan kinerja dan promosi oulsourcing)
(merit systen) * Sistern Mutasi
dan promosi
1.9. Melakukan perbaikan SDM | & Sistem T IMF TA
remunerasi berbasis kinerja remunerasi SIDA (consulting -
berbasis kinerja outsourcing)
1.10. Melakukan survey kepuasan | SPM | o Laporan T AusAID TA
pegawai Survey (consulting -
outsourcing)
2. Penerapan 2.1. Menyempurnakan Kode Etik | SDM | o Kode etik yang | P T AusAID TA
kode etik Pegawai DJP sesuai dengan lebih mudah (consulting)
yang tegas dinamika yang berkembang diaplikasikan
dan konsisten ¢ Buku kode etik
¢ Peraturan
tentang sanksi
terhadap
pelanggaran
kode etik
2.2. Menegaskan sanksi SDM | o Tata cara P T
pelanggaran Kode Etik pengenaan
Pegawai DIP sanksi
pelanigparan
kode etik
2.3. Memberlakukan Kode Etik SDM | Surat Pernyataan T
Pegawai DIP pada seluruh
pegawai
2.4. Melakukan sosialisasi Kode SDM [« Metode T
Etik Pegawai DJP » Jadwal
sosialisasi
¢ Pengajar
B. Budaya . Nilai organisasi | 1.1, Memformulasikan nilai SDM | Formula njlai P T
organisasi yang | (corporate organisasi. Penyul | o rganisasi
dibanggakan vale) yang uhan

terimplementasi
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Lampiran 1 (lanjutan)

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rafgayu Tri Wulandari, FEB Ul, 2009

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Sublim Deliverable/ Priorl | Totenst | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Donor Model
Output @S | ‘maan Bantuan
1.2. Mensosiatisasikan nilai S5DM | o Metode T
organisasi. e Jadwal
sosialisasi
* Pengajar
C. Lembaga yang . Pengawasan 1.1. Mengembangkan sistem Y * Sistem P T
akuntabel dan yang sistemik pengawasan internal melekat | TIO pengawasan
transparan melalui teknologi informasi internal melalui
IT
1.2. Melakukan survey kepuasan 0 | e Laporan T AusAID TA
Wajib Pajak. o Rekomendasi (consulting -
outsourcing)
. Manajemen 2.1. Membangun saluran 0 | ¢ Complaint T
pengaduan pengaduan masyarakat yang Center
masyarakat tersentralisasi dan mudah ¢ IT untuk
yang efektif diakses masyarakat, complaint
center
2.2. Mengembangkan sistem O | e Pedoman T AusAlID TA
pengelolaan dan penanganan penanganan (consulling)
pengaduan. complaint
. Komunikasi . Public 1.1. Membentuk unit yang khusus | TIO [ Unit Public T
dengan Relation yang menangani Public Relations Relations
stakeholder yang efektif
berkesinambung
an
1.2. Menetapkan saluran-saluran O | » Fasilitas T AusAlD TA
komunikasi yang efektif komunikasi (consulting)
internal
¢ metoda dan
saluran
komunikasi
internal dan
eksternal
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